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K5. unjungan Kerja Kepala BPKP, Prof. Mardiasmo(Kedua
kanan) di dampingi Deputi Kepala BPKP Bidang Perekono-
mian, Binsar H. Simanjuntak{kanan) beserta stafnya ke kantor
Pusat Pelaporan Analisi dan Transaksi Keuangan pada tanggal
1 Maret 2012

6. Kunjungan Kepala BPKP, Prof. Mardiasmo (kanan) ke Ke-
menterian Perdagangan pada hari Selasa tanggal 25 Janu-
ari 2012. Kunjungan tersebut diterima oleh Menteri Perda-
gangan, (Gita Wirjawan). Kementerian Perdagangan meng-
harapkan akan jadi role model penerapan SPIP dengan
membangun mulai dari soft control nya. Diharapkan
dengan ini akan meningkatkan kinerja pelayanan publik.

7. Kepala BPKP, Prof Mardiasmo (kanan) menerima
Cinderamata dari Menteri Lingkungan Hidup,

Prof. DR. Balthasar Kambuaya, MBA. Kunjungan ini
merupakan kegiatan awal untuk pelaksanaan refor-
masi birokrasi di Kementerian Lingkungan Hidup

8. Pemberian Cinderamata oleh Wakil Ketua DPRF
Jateng, Ahmadi (kiri) kepada Deputi Kepala BPKP
Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Iman
Bastari pada tanggal 16 Maret 2012 pada saat Kun-
jungan DPRD Jawa Tengah ke Kantor BPKP Pusat




Redaksi menerima tulisan
(laporan, reportase, fea-
ture, dan saduran), yang

berkaitan dengan masalah

pengawasan. Tulisan yang
masuk menjadi milik re-
daksi, tulisan hendaknya
diketik dengan spasi satu
setengah. Maksimal 4
halaman A4. Isi Warta Pe-
ngawasan belum tentu
mencerminkan kebijakan,
pendapat, dan sikap pener-
bit (BPKP).

e DARIredaksi s

Berkarya Lebih Baik Lagi

Pembaca yang kami hormati

Ada kebahagian yang tidak ter-
katakan saat apa yang kita hasilkan
diminati dan bermanfaat bagi orang
lain. Bagaimana tidak, banyak APIP
yang mendatangi Bagian Humas dan
HAL BPKP yang meminta tambahan
Majalah Warta Pengawasan. Sampai-
sampai saat ini redaksi telah
kehabisan stok majalah, khususnya
edisi Desember 2011. Untuk itu,
dukungan para pembaca sangat
membantu redaksi untuk dapat
berkarya lebih baik dan lebih lagi.

Pembaca yang tercinta

Edisi kali ini kami mencoba untuk
mengangkat tema terkait penyera-
pananggaran.Setiap isuyang tengah
hangat baik di media massa, selalu
dikaji redaksi dengan arahan para
kontributor ahli untuk menentukan
tema laporan utama yang memang
dibutuhkan pembaca.

Mungkin pembaca bertanya
sedemikian pentingkah tema ini?
Apakah isu kenaikan harga BBM
tidak lebih penting? Seyogyanya,
kedua isu tersebut memang lagi
hangat dibicarakan, tetapi terlepas
dari pentingnya isu kenaikan harga
BBM, redaksi memandang ulasan
tentang penyerapan anggaran dapat
membawa pembaca pada kondisi
yang mungkin luput dari perhatian,
yaitu value for money penting untuk
dikaji penyerapan anggaran yang
selalu berulang dari tahun ke tahun
sehingga membuat gemas presiden
dan Menteri Keuangan.

Politisi dari PDI Perjuangan,
Maruarar Sirait, pada sebuah acara
talkshow di televisi, sempat me-

ngatakan, bahwa, kenaikan harga
BBM tidak perlu dilakukan karena
selama ini, pemerintah justru
dihadapkan pada persoalan tidak
terserapnya anggaran yang telah
ditetapkan. Artinya, pemerintah
memiliki idle money. Oleh karena
itu, redaksi menganggap penting
membawa para pembaca untuk
melihat kembali kebelakang,
apakah anggaran telah disusun
dengan mengacu pada sebuah
perencanaan yang berkualitas?
Sebab, jika tidak, maka APBN dan
APBD tidak akan menghantarkan
pemerintah mencapai tujuan nasio-
nal yaitu kemakmuran seluruh
rakyat Indonesia.

Pembaca yang budiman

Di samping laporan utama
tersebut, redaksi juga berupaya
menyajikan informasi-informasi
yang menjadi perhatian dunia pe-
ngawasan, khususnya bagi para
APIP. Dari rubrik SPIP, GCG dan
Risk Management, hingga infor-
masi terkait kiprah BPKP dalam
mendorong terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik merupakan
hal yang menarik untuk diketahui
pembaca.

Akhir Kata,

Tidak ada gading yang tak
retak, meski redaksi telah berupaya
menyajikan informasi yang terbaik
buat pembaca, tetapi kami sadar
tidak ada sesuatu yang sempurna.
Besar harapan kami agar para
pembaca dapat memetik manfaat
dari edisi kali ini

Salam Redater:
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DAFTAR isi

e

RN SOLLSIBAG
SERAPAN YANG

Sampai dengan tanggal 30 November 2011, realisasi belanja
kementerian dan lembaga di tingkat pusat baru mencapai 71
persen. Barangkali akhir desember akan meningkat, tetapi ini
tidak menggembirakan. Demikian ungkapan kekecewaan Presi-
den atas penyerapan anggaran. Lalu, bagaimana permasalahan

dan solusinya

1 Dari Redaksi 28 Sukri Bey, Kepala BPKP Provinsi DKI
2  Daftar Isi Jakarta: Pengadaan Tanah, Masalah
3 Kontak Pembaca Utama Penyerapan Anggaran
4 Editorial Anggaran di Jakarta

Round Up 29 Sekretaris Jenderal FITRA, Yuna

5 Mencari Solusibagi Serapan yang
Tersumbat

Warta Utama

7 Problemen dan Pengendalian
Penyerapan Anggaran

9 GebrakanTim Evaluasi dan Penga-
wasan Penyerapan Anggaran

11 Tantangan Antara Pertumbuhan
dan Value For Money

14 Paradigma Baru Sistem
Penganggaran

20 Manajemen dan Risiko di Seputar
Belanja Keuangan dan Daerah

21 Suwartomo Ak., MS.Acc,, Sekretaris
Utama BPKP: Jangan Hanya Kuan-
titas, Kualitasnya Juga Harus
Dijaga

25 DR.Haryono Umar, Ak, MBA,, Irjen
Kemendikbud: Kemendikbud Per-
cepat Penerbitan Juknis

26 Inspektur Kementerian Dalam
Negeri, Maliki Heru Santosa,
Ak., MBA: “Sistem Pengelolaan
Keuangan Terintegrasi: Solusi
Penyerapan Anggaran”

Farhan:“Perlu Publikasi Penyerapan
Anggaran Secara Rutin

31 Dilema Pemetaan Penyerapan
Anggaran di Daerah dan Alternatif
Solusinya

Warta Daerah

33 Penyerapan Anggaran di Daerah:
Suara Daerah Tentang Penyerapan
Anggaran

43 WTP Jangan Sekedar Atribut

44 Wakil Walikota Pangkal Pinang:
H. Malikul Amjad: Mengawali
Pembangunan Kota dengan
Pendidikan

45 Kepala Perwakilan BPKP Prov.
Bangka Belitung, Nasmifida:
Jangan Asal WTP

Seputar Kita

46 Kekuatan Sebuah Ketulusan

48 Ketut Suadyana Merada(Kepala
Perwakilan BPKP Papua: dari Juru
Ketik hingga Kepala Perwakilan

GCG

49 PT Semen Gresik: Membangun
Added Value melalui Implementasi
GCG dan Manajemen Risiko

52 Membumikan GCG di PT Semen
Gresik(Persero) Thk

55 KPI Komisaris untuk Penguatan
Penerapan GCG

Luar Negeri

57 Praktik Public Private PartnershiP
(PPP) di Korea Selatan

Warta Pusat

60 Lokakarya Forbes APIPTahun 2012:
Penguatan Peran APIP Dalam
Peningkatan Kualitas Pengelolaan
Keuangan Negara dan Kinerja

63 Menyongsong 2 Tahun KIP: Refleksi
dan Tantangan Kedepan

64 Perlu Sistem Pencegah Korupsi

65 QualityAssuranceRBN:Jalan Menuju
Pemerintah yang Amanah

Nasional

67 Direktur Jenderal Pengelolaan
Utang Kementerian Keuangan,
Rahmad Waluyanto: Akurasi
Proyeksi Kebutuhan Dana, Untuk
Akurasi Kebutuhan Cash

Apa Siapa

71 Wanda Hamidah: Aparat Pengawas
harus Lebih Pro Aktif

Hukum

72 Mencermati RUU Administrasi Sipil
Negara

Kolom

75 Penilaian Kinerja Aparatur
Pemerintah

78 Konsultasi JFA

Tokoh

80 Di Tengah Pujian, Saya Justru
Melihat Permasalahan

SPIP

84 Menapaki Langkah Perjalanan
BPKP dalam Pembinaan Penye-
lenggaraan SPIP

86 Jane Needham: Tantangan
Besarnya adalah Membangun
Transparansi dan Kejujuran

MOU

87 Jalan Menuju Penguatan GPG

BPKP dalam Berita

93Rapor 'B" untuk AKIP BPKP 2011

94 Awali Tahun Kinerja dengan Pakta
Integritas

96 Hakikat Seorang Wanita

Alamat Redaksi/Tata Usaha: Gedung BPKP Pusat Lantai 1 JI. Pramuka No. 33 Jakarta Timur 13120 Tel/Fax. 62-021-85910031, pes 0102 dan 0103,
Diterbitkan Oleh: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Berdasarkan: Keputusan Kepala BPKP Nomor: Kep-54/K/SU/2012
Tanggal 28 Januari 2011 STT Nomor: 958/SK/Ditjen PPG/STT/1982 Tanggal 20 April 1982 ISSN 0854-0519 Home-page: http://www.bpkp.go.id. e-Mail:
warta_pengawasan@bpkp.go.id. Dilarang mengutip atau memproduksi seluruh atau sebagian isi majalah tanpa seijin redaksi.
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Yth. Redaksi Warta Pengawasan

Saya sangat senang membaca
majalah Warta Pengawasan,
apalagi rubrik konsultasi JFA.
Karena pada rubrik tersebut selalu
berisikan pertanyaan yang sering
kamialami di lapangan, sehingga
bisa menjadi acuan kami dalam
memecahkan masalah.

Jika diizinkan kamiingin minta
tambahan majalah untuk bahan
bacaan kami di Inspektorat, ka-
rena majalah yang dikirim kepada
kami masih kurang.

Atas perhatian dari redaksi
kami ucapkan terima kasih.

Muhibbatul Karimah, SP, MM
Kasubag Administrasi Umum
Inspektorat Kab. Purworejo

Terima kasih atas perhatian ibu
untuk majalah kami. Majalah
Warta Pengawasan kami kirimkan
sebanyak 2 eksemplar untuk setiap
Inspektorat Provinsi/Kabupaten/
Kota di seluruh Indonesia. Majalah
Warta Pengawasan akan kami
kirimkan ke alamat ibu untuk ba-
han bacaan ibu dan teman-teman
inspektorat.

Semoga majalah Warta Pe-
ngawasan bisa bermanfaat bagi
teman-teman sekalian.

Yth. Redaksi Warta Pengawasan

Sejak kami dikirimkan majalah
Warta Pengawasan kami merasa-
kan banyak manfaat yang ka-
mi dapat dari majalah Warta

KONTAK pembaca

Pengawasan. Selain menambah
wawasan para pengawas dan
auditor dilingkungan Inspektorat
Kota Batam, majalah Warta
Pengawasan juga menjadi
bahan referensi bahan paparan
bagi pimpinan kami. Untuk itu
majalah Warta selalu ditunggu
kehadirannya.
Dra. Alni
Kabag TU Inspektur Kota
Batam

Terima kasih atas apresiasi
Ibu terhadap majalah Warta
Pengawasan. Kritik dan saran
kami tunggu untuk peningkatan
kualitas majalah ini.

NUASH EANVAK NIL.
A0 SAPA YANG MAL KYERAP 77

HEL_UDAH LUBER GITU KDK MASEH MAU NYERAP.
JANGAN ASAL PAKE. INGAT AKUNTABILITASNYA
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EDITORIAL

Kepemimpinan pada
Kepemerintahan yang Baik

“Manakala pemerintahan berjalan dengan baik,
dunia seakan menjadi rumah bagi setiap orang.
Orang yang arif, layak, dan berkemampuan akan
dipilih menjadi pejabat pemerintahan dan melakukan
pekerjaan yang berguna bagi masyarakat. Kedamaian
dan saling percaya antar semua orang menjadi
semboyan kehidupan”. Demikian sedikit gambaran
kondisi pemerintahan yang baik me- PR
nurut Confucius, seorang tokoh dari 4
China yang hidup pada abad ke o
5 Sebelum Masehi, tepatnya
pada masa dinasti Chou.

Saat ini, pada umumnya
masyarakat mengenal Con-
fusius sebagai pemikir filsuf |
yang memberikan sumbangan
besar bagi peradaban dunia |
melalui pemikiran dan ajaran
moralitas kehidupan manusia.
Tidak banyak yang tahu, ia
pernah menjadiseorang pejabat
pemerintahan. Pada masa-ma-
sa itulah ia menerapkan prin-
sip-prinsipnya tentang ke-
pemimpinan dan tata kelola
kepemerintahan yang baik. i

“Saat memimpin negara |
yang memiliki ribuan kereta bz
kuda, hormatilah jabatan E&;
dan jadilah orang yang dapat =
dipercaya. Berhematlah meng-
gunakan sumber daya, kasihilah rakyat, dan pekerjakan
orang yang tepat.” Saat memimpin, ia memang dikenal
sebagai pemimpin yang memiliki tata krama, mengatur
rakyatnya dengan contoh, dan memperlakukan mereka
dengan cinta. “Memimpinlah dengan arif, tegakkan
kepatuhan dengan menerapkan tata krama, maka
akan timbul rasa malu dan membaiknya kesadaran
(rakyat)”

Implementasi prinsip-prinsip tersebut membawa
Confucius menjadi pejabat yang efektif. Saat menjadi
pejabat setingkat Perdana Menteri, ia berhasil mem-
bawa negaranya merebut kembali tiga kota yang

S - .

pernah direbut bangsa lain tanpa pertumpahan darah.
Walaupun ia akhirnya tersingkir dari jabatannya akibat
konflik kepentingan politik Tuannya, namun pemikiran-
pemikirannya meresap kuat di hati bangsa China dan
hingga saat ini masih mempengaruhi perilaku dan
nilai-nilai luhur masyarakat China.

Dua puluh lima abad sejak era Confocius berlalu,
aspek kehidupan manusia te-
lah banyak berubah, seperti
sistem politik, teknologi, sis-
tem militer, ataupun hak asa-
si manusia. Berbagai ‘isme’
baru juga muncul seperti na-
| sionalisme, sosialisme, ko-
munisme, liberalisme, dan
‘isme-isme’ lainnya. Namun
demikian, pemikiran Confocius
tentang kepemimpinan ter-
sebut tidaklah lekang oleh
waktu. Pemikiran bahwa untuk
menjadi pemimpin yang efektif
haruslah memiliki tata krama,
menjadi contoh, dan mem-
perlakukan rakyatnya dengan
cinta kasih tetaplah relevan

= untuk diterapkan hingga saat
| ini.
Jika kita cermati kondisi
3 ‘ dunia, termasuk Indonesia saat
ini, kita bisa melihat berbagai
gejolak dan permasalahan sering kali muncul akibat
dari lemahnya tata krama, keteladanan, dan cinta kasih
dari para Pemimpin. Hal ini tidak hanya terjadi pada
tingkat negara, namun pada tingkat yang lebih kecil
seperti RT, RW, kelurahan, kecamatan, satuan kerja,
hingga Daerah. Sebaliknya, banyak prestasi dicapai
melalui kepemimpinan dengan nilai-nilai ajaran
Confusius. Kita bisa melihat di tingkat nasional dan
daerah, bagaimana pemimpin yang mencintai dan
mendahulukan kepentingan rakyatnya, akan menuai
prestasi dan penghargaan layaknya yang terjadi di Kota
Solo dan Surabayal

iy

(triwib)
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MENCARI SOLUSI BAG
SERAPAN YANG TERSUMBAT -

“Sampai dengan tanggal 30 November 2011, realisasi belanja Kementerian dan Lem-
baga di tingkat pusat baru mencapai 71 persen. Pada saat itu belanja barang hanya
59 persen, dan belanja modal hanya 46 persen. Barangkali akhir Desember akan
meningkat, tetapi ini tidak menggembirakan.......

(Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 20 Desember 2011)

ngkapan di atas merefleksikan kekecewaan Presiden atas pola penye-
rapan anggaran (APBN) selama ini yang kurang sehat. Seperti sudah
menjadi‘kebiasaan;, pengeluaran belanja instansi pemerintah seringkali
menumpuk pada dua bulan terakhir setiap tahunnya. Pada umumnya,
porsi besar pengeluaran belanja barang dan jasa, dan belanja modal baru
dilaksanakan pada bulan November dan Desember, walaupun pada akhirnya total
realisasi penyerapan satu tahun menjadi besar.
Dari data Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, total penyerapan
anggaran dan penyerapan anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada tabel
penyerapan anggaran TA 2005 - 2011 berikut:
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127.422
204.237
258.005
311.947
322.317
340.140
432.779

Kondisi di atas menunjukkan adanya indikasi penge-
lolaan keuangan negara yang kurang baik. Rendahnya
total penyerapan anggaran menjadi indikasi belum
optimalnya peran Pemerintah dalam memberikan
kontribusi pada Pendapatan Domestik Brutto. Lebih
lanjut hal ini menunjukkan sebagai kurang optimalnya
peran Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan
ekonomi.

Di satu sisi, tren penyerapan anggaran yang selalu
ekstrim pada triwulan terakhir, memberikan sebuah
indikasi adanya tata kelola keuangan negara yang
kurang sehat. sebagaimana disajikan pada grafik Tren
Penyerapan Anggaran Belanja Per Bulan 2008 - 2010.

Tabel Penyerapan Anggaran TA 2005 - 2011

158.038 126.687 80,2 %

215.048 193.071 89,8 %
270.397 224,764 83,1%
290.023 257.809 88,9 %
314.717 304.012 96,6 %
366.134 330.493 90,3 %
461.508 305.871 66,3 %

(Sumber : Kemenkeu)

bangsa. Sedangkan lambannya penyerapan ang-
garan atau penumpukan di triwulan terakhir juga
menimbulkan risiko akuntabilitas keuangan negara,
seperti memaksakan pelaksanaan kegiatan yang tidak
perlu, lemahnya perencanaan kegiatan, dan menurunnya
kualitas pelaksanaan kegiatan. Lebih jauh lagi, kondisi
itu dapat mendorong tindakan moral hazzard seperti
pertanggungjawaban yang di ‘mark-up; pembuatan
berita acara fiktif seolah-olah pekerjaan sudah selesai,
dan sebagainya.

Untuk itu kita perlu menyikapi keprihatinan Presiden
secara tepat. Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
(APIP), hal terpenting adalah bagaimana membangun
aktivitas pengen-

Tren Penyerapan Anggaran Belanja per Bulan

dalian yang tepat
dalam mengha-

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul

Agust Sep Okt MNop Des

2008-2010 dapi situasi di

600 5 atas. APIP harus

] mendorong Ke-

00 i menterian/Lem-

5 400 | baga (K/L) agar

= 300 ~——2010 mengelola ri-

'-E 200 | — 2000 sikonya secara

.E — 2008 tepat. Risiko-risiko

#E ol yang muncul harus
==}

disikapi dengan
tepat untuk meng-
hindari kegagalan

Kondisi ini umumnya akan meningkatkan risiko
terjadinya penyimpangan pengelolaan keuangan
negara. Jadi, Presiden memiliki alasan yang kuat
untuk khawatir atas kondisi penyerapan anggaran
yang ada.

Dari aspek pengendalian intern dan pengawasan,
kondisi di atas mengarahkan pandangan kita pada
risiko-risiko yang muncul. Rendahnya penyerapan
anggaran menimbulkan risiko ekonomi makro yaitu
tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi. Hal
ini tentunya akan menganggu aktivitas pembangunan

Sumber : Kemenkeu dalam tata kelola

keuangan negara
yang baik.

Artikel-artikel liputan utama kali ini akan membahas
lebih dalam beberapa hal terkait masalah penyerapan
anggaran. Penekanan utama akan membahas tentang
pengendalian atas pengelolaan anggaran agar tujuan
nasional dapat tercapai secara efisien dan efektif. Selain
itu akan diungkap juga bagaimana peran pengawasan
yang dibutuhkan serta pendapat para pemangku
kepentingan®

(triwib)
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ebagaimana diungkapkan
sebelumnya, pola penye-
rapananggaran yang ekstrim
pada dua bulan terakhirakan
meningkatkan risiko pengelolaan
keuangan negara. Pola penyerapan
anggaran yang selalu menumpuk
pada akhir tahun menimbulkan ke-
rawanan penyimpangan keuangan
negara atau tidak diperolehnya value
formoney dari belanja negara. Risiko-
risiko tersebut harus disikapi dengan
tepat agar pengelolaan keuangan
negara dapat berjalan dengan baik
serta mencapai sasaran nasional
seperti pertumbuhan ekonomi dan
terwujudnya kesejahteraan rakyat.
Jika mencermati pengelolaan
keuangan negara selamaini, terdapat
beberapa masalah yang sering ter-
jadi dalam penyerapan anggaran.

Masalah atau sumbatan yang sering

terjadi adalah :

1. Lemahnya perencanaan kegiatan
yang mengakibatkan terjadinya
revisi anggaran dan pemblokiran
anggaran.

2. Kelemahan regulasi, khususnya
terkait pengadaan tanah dan
gedung, dan persetujuan kontrak
pengadaan tahun jamak

3. Kelemahan pelaksanaan ke-
giatan, seperti penunjukan pe-
jabat perbendaharaan, ketidak-
lengkapan dokumen, dan proses
verifikasi yang memerlukan
waktu.

4. Kelemahan Lain seperti keter-
lambatan petunjuk teknis, kehati-
hatian satuan kerja dan sertifikasi
pejabat pengadaan

o i

BTN DANRENGESDRTIAN:
R

L]

GG

Lemahnya Perencanaan Kegiatan

Proses perencanaan kegiatan
dan penganggaran merupakan
salah satu langkah penting dalam
pengelolaan anggaran. Sejak dua
belas bulan sebelum tahunanggaran
dimulai, proses perencanaan ke-
giatan dan penganggaran sudah
mulai berjalan. Setiap satuan kerja
yang akan mengajukan sebuah ke-
giatan, harus menyusun Term of Refe
rence (TOR) dan Rencana Anggaran
Biaya (RAB) disertai syarat-syarat
pendukung administratif sesuai je-
nis kegiatan masing-masing. Dari
kelengkapan pendukung nilai pro-
ses penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran - Kementerian/Lembaga
(RKA-KL) hingga terbitnya DIPA
dimulai.

Dalam pelaksanaan perencanaan

&

N
D
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WARTA utama

Arahan Presiden :

Lakukan Percepatan
Penyerapan Anggaran

Benahi Aturan, Tegakkan
Reward and Punishment

Laporkan pada saya pada
Bulan April, Agustus &
November

Umumkan pada Publik

Tim membantu Fasilitasi
dan Koordinasi

kegiatan dan penganggaran selama
ini, sering terjadi satuan kerja kurang
lengkap atau kurang tepat dalam
memenuhi persyaratan yang dibu-
tuhkan. Misalnya, Satuan kerja belum
tepat dalam memenuhi keselarasan
antara tugas dan fungsi, kegiatan,
biaya, indikator, komponen dan efi-
siensi. Contoh lain, pada kegiatan
pengadaan tanah dan pembangunan
gedung belum dilengkapi clearance
dari Kementerian/Lembaga terkait.
Selain itu masih ada beberapa contoh
kelemahan perencanaan kegiatanyang
terjadi.

Kelemahan ini mengakibatkan
proses penganggaran kegiatan jadi
terhambat. Hambatan yang sering
terjadi adalah pemblokiran anggaran.
Selain itu sering membutuhkan revisi
anggaran yang membutuhkan waktu
lebih lama lagi. Sampai dengan tanggal
9 Januari 2012, terdapat anggaran
Tahun 2012 sebesar Rp 119,7 Trilliun
yang diblokir yang tersebar pada 77
K/L dari 82 K/L.

Kelemahan Regulasi

Salah satu hal yang menjadi ham-
batan penyerapan anggaran selama
ini adalah masalah regulasi. Terdapat
dua halyang selama ini sering menjadi
hambatan yaitu perijinan terhadap
perjanjian kontrak tahun jamak dan
regulasi pengadaan tanah dan ba-
ngunan. Pada perjanjian kontrak ta-
hun jamak, masalahnya terletak pada
perijinan yang panjang yaitu mem-
butuhkanijin dari Menteri Keuangan. Di
satu sisi, jika kontrak tahun jamak dapat
terlaksana, hal ini sangat membantu
penyerapan anggaran. Dengan adanya
kontrak tahun jamak, proses pelelangan
yang pada umumnya memakan waktu
dua bulan dapat dipangkas.

Terkait dengan pengadaan tanah
dan bangunan, saat ini disyaratkan
untuk dilakukan clearance oleh Kemen-
terian Negara PAN dan RB, BPKP, dan
KemenPU. Pada tahun 2011 masih
banyak satuan kerja yang belum me-
lengkapi persyaratan tersebut. Dari

422 paket pengadaan oleh 31 K/L,
hingga 11 Januari 2012 baru 284
paket yang telah lengkap.

Kelemahan Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan,
terdapat beberapa hambatan
yang sering terjadi. Salah satu yang
umum terjadi pada awal tahun ada-
lah adanya ketentuan yang meng-
haruskan adanya penyelesaian
pertanggungjawaban keuangan
tahun sebelumnya, sebelum satuan
kerja menerima uang persediaan.
Padahal proses penyelesaian itu
membutuhkan rekonsiliasi dengan
KPPN yang paling cepat dilakukan
pada minggu kedua bulan Januari.

Selain hal tersebut, penunju-
kan pejabat pengadaan, ketidak-
lengkapan dokumen, dan proses
verifikasi pada saat melakukan
pengeluaran belanja keuangan ne-
gara membutuhkan waktu yang
tidak sedikit. Misalnya, proses
pengumpulan bukti-bukti pen-
dukung kegiatan sebagai bahan
pengajuan pembayaran terkadang
membutuhkan waktu hingga be-
berapa bulan.

Kelemahan Lainnya

Selain ketiga hal tersebut di atas,
beberapa kelemahan masih terjadi
dalam penyerapan anggaran.
Masalah yang paling dominan
adalah keterlambatan penerbitan
petunjuk teknis pelaksanaan ke-
giatan pada kegiatan yang didanai
oleh Dana Alokasi Khusus (DAK).
Pada masa lalu, petunjuk teknis
pelaksanaan kegiatan dari K/L
teknis seringkali terbit menjelang
akhir tahun. Dengan kondisi ini,
satuan kerja sangat kesulitan untuk
melaksanakannya.

Hal lain yang menjadi hambatan
adalah keterbatasan pegawai yang
memiliki sertifikasi untuk mela-
kukan pengadaan barang dan
jasa. Beberapa instansi sudah
memiliki pejabat bersertifikasi,
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namun seringkali ditempatkan pada
posisi yang tidak berkaitan dengan
pengadaan barang dan jasa. Hal ini
memperlambat proses pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa.

Satu hal lagi yang menjadi ham-
batan adalah permasalahan psi-
kologis dari pengelola keuangan

negara.Pada saat ini dimana gebrakan
Komisi Pemberantasan Korupsi
semakin gencar, dan penegakan
hukum atas hal tersebut semakin
kuat, rupanya membawa efek berupa
kehati-hatian yang berlebihan dari
kalangan pengelola keuangan
negara. Banyak aparat yang me-

| Problema dan Pengendalian Penyerapan Anggaran
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milih membatalkan pelaksanaan
kegiatan jika menemuihal-hal yang
meragukan. Sebagian dari mereka
memilih untuk berkonsultasi
secara terus menerus dengan

Aparat Pengawasan Intern.
*%%

Gebrakan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran

Pada tanggal 20 Desember 2011,
Presiden SBY memberikan arahan
terkait untuk memecahkan masalah
penyerapan anggaran. Presiden
mengharapkan setiap instansi pe-
merintah untuk melakukan perce-
patan penyerapan anggaran, mem-
benahi peraturan (termasuk Perpres
54 tahun 2010), membenahi pola
reward and punishment, melaporkan
kepada Presiden kemajuan penye-
rapan anggaran pada bulan April,
Agustus dan November, dan me-
ngumumkan perkembangan pe-
nyerapan anggaran pada publik.
Presiden SBY juga membentuk Tim
Evaluasi dan Pengawasan Penye-
rapan Anggaran yang diketuai oleh
Ketua Unit Kerja Presiden untuk
Pengendalian dan Pengawasan
Pembangunan (UKP PPP), Kuntoro
Mangkusubroto.

Dalam mengawali kerja-
nya, tim tersebut telah membuat
enam surat sebagai langkah awal
‘debottlenecking’ atas sumbatan-
sumbatan yang ada. Keenam surat
tersebut berisi tentang enam hal
yaitu (1) percepatan pelaksanaan
proses lelang, (2) percepatan pene-
tapan pejabat perbendaharaan, (3)
penyusunan Juknis pelaksanaan
DAK dan Dana Dekonsentrasi TP
Tahun 2012, (4) Kelengkapan data
dukung administratif penganggaran,
(5) penyusunan Disbursement Plan
untuk penyerapan anggaran, dan

(6) penunjukan petugas penghubung
(contact person) di K/L.

Percepatan pelaksanaan proses
lelang dilakukan dengan memerin-
tahkan kuasa pengguna anggaran
pada setiap K/L untuk mengumumbkan
paket-paket pengadaan selambat-
lambatnya tanggal 13 Januari 2012
dan menyelesaikan penandatanganan

selambat-lambatnya tanggal 13
Januari 2012.

Tim Evaluasi dan Pengawasan
Penyerapan Anggaran (TEPPA)
telah menyusun skema pengen-
dalian dalam memuluskan pe-
nyerapan anggaran tahun 2012
dengan gambar sebagai berikut:

kontrak paling lambat tanggal 16

Maret 2012. Penyusunan Petunjuk

teknis pelaksanaan DAK, dana de-
konsentrasi dan tugas Pembantuan
dilakukan dengan memerintahkan
K/L untuk menerbitkan Juknis paling
lambat tanggal 14 Januari 2012. Ke-
lengkapan dukungan administrasi
diperintahkan untuk dipenuhi pa-
ling lambat tanggal 30 Desember
2012. Tim juga memerintahkan K/L
untuk menyusun Disbursement Plan
dan Procurement Plan tahun 2012

Dengan tersebut di atas, di-
harapkan pengendalian atas pe-
nyerapan anggaran dapat berjalan
secara optimal. Dari Presiden
hingga masyarakat umum dapat
memantau secara periodik
perkembangan penyerapan
anggaran. Dengan melaksanakan
secara konsisten, diharapkan pa-
da awal bulan Desember 2012
tingkat penyerapan mendekati
seratus persen.
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Peran APIP

Sebagaimana diungkapkan pa-
da artikel sebelumnya, percepatan
penyerapan anggaran harus diikuti
juga dengan penjagaan terhadap
akuntabilitasnya melalui penga-
wasan intern yang handal agar
semua rencana dapat dilaksanakan
sesuai yang diharapkan. Pada
aspek inilah peran APIP berperan
dalam mengawal penyerapan ang-
garan.

Beberapa fungsi APIP terkait
kelancaran penyerapan anggaran,
menurut Kuntoro Mangkusubroto
(2012) meliputi :

1. Sebagai Alat Monitor
Dalam upaya memperlancar
penyerapan anggaran, Tim Eva-
luasi dan Pengawasan Penye-
rapan Anggaran (TEPPA) te-
lah mengeluarkan beberapa
langkah kerja berupa penye-
derhanaan prosedur, kewajiban
penyusunan Disbursment Plan
dan Procurement Plan, mau-
pun kewajiban memantau,
melaporkan dan mempublika-
sikan perkembangan penye-
rapan anggaran. Hal ini harus

dijalankan oleh setiap K/L/D.
Dalam menjalankan langkah
kerja ini, APIP pada setiap
K/L/D berkewajiban memoni-
tor pelaksanaannya. APIP ha-
rus memberi keyakinan bah-
wa proses pengendalian atas
kelancaran penyerapan ang-
garan tersebut berjalan secara
efektif.

. Sebagai Enabler

Dalam pelaksanaan kegiatan,
satuan kerja sering kali menga-
lami berbagai hambatan yang
mengganggu kelancarannya.
Misalnya, dalam pengadaan
gedung dan tanah, seringkali
satuan kerja tidak mampu me-
nyediakan persyaratan clearance
yang dibutuhkan. Untuk itu
dibutuhkan peran APIP agar
berfungsi sebagai enabler,
yaitu menjadi unit kerja yang
membantu pelaksana kegiatan
untuk mendapatkan solusi-solusi
yang tepat. APIP diharapkan
menjadi konsultan bagi satuan
kerja lain dalam memecahkan
hambatan yang dijumpai.

. Sebagai Pengawal Integritas

Aparat

Dalam mengelola keuangan ne-
gara, dibutuhkan integritas dari
seluruh jajaran aparat
penyelenggara
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pemerintahan. Tanpa integritas,
upaya pencapaian tujuan na-
sional akan sulit dicapai. Dalam
hal ini, peran APIP sebagai pen-
jaga integritas aparat sangat
dibutuhkan. APIP perlu menjaga
pelaksanaan kebijakan pimpinan
dan peraturan yang berlaku.
Selain itu APIP juga harus men-
jadi contoh bagi satuan kerja lain
melalui integritas aparatnya.

. Sebagai Koordinator Lintas Sek-

toral

Dari pengalaman pembangunan
masa lalu, banyak sekali dijumpai
hambatan pembangunan ter-
kait dengan pelaksanaan
program dan kegiatan yang
melibatkan beberapa instansi
pemerintah, atau disebut lin-
tas sektoral. Semakin banyak
instansi terlibat, semakin besar
kebutuhan akan koordinasi.
Adanya ketidakselarasan kebu-
tuhan antar instansi inilah
yang sering menjadi hambatan
dalam menjalankan program
dan kegiatan lintas sektoral.
APIP dibutuhkan kehadirannya
untuk memecahkan hambatan-
hambatan sepertiini. APIP dapat
menjalankan tugas sebagai
koordinator dalam memecahkan
permasalahan lintas sektoral,
hingga pelaksanaan program
dan kegiatan dapat berjalan

dengan lancar®
(triwib)
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TANTANGAN ANTARA D
PERTUMBUHAN DAN VALUE FOR MONEY

Sejatinya, dari setiap pengeluaran keuangan negara akan diperoleh manfaat sebesar-
besarnya atau mendapatkan value for money bagi negara, yang selanjutnya akan
membawa dampak adanya pertumbuhan ekonomi, dan pada akhirnya mewujudkan

kesejahteraan rakyat. Namun kondisi yang dihadapi pengelola keuangan negara saat ini
menjadi unik. Pengelola keuangan negara seperti dihadapkan pada pilihan dilematis,
pertumbuhan ekonomi atau value for money. Bagaimana itu bisa terjadi? Sebuah
tantangan untuk dapat menggapai kedua hal penting ini.

Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga tingkat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Hal ini
tercermin dari tema Pembangunan Nasional dua tahun terakhir yang mengedepankan hal tersebut. Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) tahun 2011 disusun dengan tema “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Didukung Pemantapan
Tata Kelola Sinergi Pusat Daerah”. Sedangkan RKP Tahun 2012 mengambil tema “Percepatan dan Perluasan
Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat” Hal ini
memang bukan hal yang aneh, karena melalui pertumbuhan ekonomi yang konsisten kesejahteraan rakyat dapat
dicapai.

Dengan tema pembangunan seperti itu, masalah penyerapan anggaran menjadi sangat penting. Dalam teori
ekonomi makro, Belanja Pemerintah merupakan salah satu elemen untuk menjaga pertumbuhan ekonomi suatu

WARTA PENGAWASAN  VOL. XIX/NO. 1/MARET 2012



negara. Belanja Pemerintah, khususnya belanja barang
dan jasa, merupakan salah satu komponen utama yang
membentuk Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross
Domestic Product (GDP). PDB dibentuk melalui unsur-
unsur Pengeluaran konsumsi pribadi, investasi swasta,
ekspor netto (Ekspor — Impor), dan Belanja Pemerintah.
Semakin besar keuangan negara yang dibelanjakan,
maka akan semakin besar porsi Pemerintah dalam
membentuk PDB, dan mendorong pertumbuhan
ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi sendiri terbentuk dari
peningkatan jumlah PDB. Hal itu dihitung dari pening-
katan PDB tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya.
Hal ini menjadi salah satu indikator tingkat keberhasilan
pembangunan bidang ekonomi. Rumus perhitungan
tingkat pertumbuhan ekonomi adalah sebagai be-
rikut:

g = {(PDBs - PDBk)/PDBk} x 100%

dimana:

g = tingkat pertumbuhan ekonomi
PDBs = PDB riil tahun sekarang
PDBk = PDB riil tahun sebelumnya

Dengan demikian, sangat bisa dipahami jika setiap
tahun Presiden selalu mewanti-wanti kelancaran
penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran, khususnya
belanja barang dan jasa, memiliki pengaruh yang
cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan
ekonomi. Untuk itu setiap instansi pemerintah harus
mengatur pengeluarannya agar berjalan lancar dan
dapat mendukung keberhasilan pencapaian sasaran
pembangunan nasional.

Performance Budgeting dan Value for Money
Sejalan dengan reformasi yang bergulir sejak tahun

1998, Pemerintah melakukan reformasi manajemen

keuangan negara. Hal ini ditandai dengan terbitnya

Paket UU Keuangan Negara tahun 2003 dan 2004 yang

bertujuan agar pengelolaan keuangan negara dapat

dikelola secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel da-
lam mendukung pencapaian tujuan nasional. Terdapat
empat aspek perubahan pada Paket UU Keuangan

Negara (Mahmudi, Manajemen Keuangan Daerah,

2009), yaitu:

1. Perubahan sistem anggaran, dari sistem anggaran
tradisional menjadi sistem berbasis prestasi kerja
(performance).

2. Perubahan kelembagaan pengelolaan keuangan
daerah, dari sistem sentralisasi menjadi sistem
desentralisasi.
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3. Perubahan sistem akuntansi, dari sistem tata buku
tunggal (single entry) menjadi tata buku berpasangan
(double entry).

4. Perubahan basis akuntansi, dari basis kas (cash basis)
menjadi basis akrual (accrual basis).

Perubahan sistem penganggaran dari sistem tra-
disional menjadi performance budgeting merupakan
perubahan yang signifikan. Perubahan ini tidak hanya
terkait proses penyusunan dan format penganggaran,
namun juga meliputi akuntabilitas keuangan ne-
garanya.

Proses penganggaran berbasis kinerja dinilai banyak
pihak lebih aspiratif dibandingkan era sebelumnya.
Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (lima tahunan), dan Rencana Kerja Pemba-
ngunan (RKP) setiap tahunnya, penyusunan APBN/
APBD melalui proses Musyawarah Perencanaan Pem-
bangunan (Musrenbang) pada berbagai tingkatan
dari kecamatan hingga nasional. Dengan demikian
kegiatan yang diajukan dalam proses penganggaran
akan memasukkan hal-hal yang benar-benar dibutuhkan
oleh masyarakat.

Dari segiformat, sistem penganggaran juga mengalami
perubahan yang signifikan. Format belanja yang
semula terbagi dua yaitu Belanja Rutin dan Belanja
Pembangunan, berubah menjadi Belanja Langsung
dan Belanja Tidak Langsung. Dengan format seperti
saat ini, setiap pengeluaran dapat dikaitkan dengan
kegiatannya, dan selanjutnya dapat dilakukan penilaian
hubungan dengan input, output, dan outcome-nya.

Satu hal terpenting dari penganggaran berbasis
kinerja ini adalah aspek akuntabilitasnya. Jika dengan
sistem lama, kinerja dinilai dari pencapaian input dan
aspek ekonomisnya saja. Dengan sistem performance
budgeting, setiap rupiah yang dikeluarkan negara ha-
rus dapat dihubungkan dengan kinerja output hingga
outcome-nya. Penilaian sebuah pengeluaran harus
dilihat juga dari aspek efisiensi dan efektivitasnya.
Selanjutnya, dengan performance budgeting, setiap
pengeluaran negara dituntut untuk memiliki value for
money yang optimal.

Value for money adalah sebuah terminologi yang
menilai sejauh mana keuntungan maksimal yang
diperoleh organisasi dari penggunaan sumber daya
yang tersedia. Erlendsson (2002) mendefinisikan value
for money adalah “a term used to assess whether or not an
organisation has obtained the maximum benefit from the
goods and services it both acquires and provides, within the
resources available to it”.

Value for money tidak sekedar memperhitungkan
biaya yang dikeluarkan dalam memproduksi barang
atau jasa, namun juga menghubungkan biaya dengan
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kualitas, penggunaan sumber daya, ketepatan waktu
dan capaian sasaran, dan aspek lainnya hingga produk
dan jasa dapat memiliki nilai atau “value”.

Tantangan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Value
for Money

Akhir-akhir ini, Pemerintah sering me-‘wanti-wanti
pada seluruh instansi pemerintah Pusat dan Daerah
untuk segera merealisasikan penyerapan anggarannya.
Peringatan Pemerintah tersebut umumnya akan
diikuti dengan sikap instansi pemerintah untuk mem-
belanjakan anggarannya sesegera mungkin, walaupun
dalam keadaan tergesa-gesa. Setiap pejabat akan
kalang kabut untuk segera melakukan kegiatan dan
membelanjakan anggarannya.

Kondisi ini seringkali menciptakan sebuah dilema
bagi pengelola Keuangan Negara. Pada satu sisi,
Negara membutuhkan belanja pemerintah semaksimal
mungkin untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
setinggi-tingginya. Dengan belanja Pemerintah, sektor
bisnis dapat bergerak dan terpicu untuk tumbuh
kembang, bahkan pada sektor-sektor tertentu, belanja
pemerintah menjadi satu-satunya harapan hidup. Pada
sisi lain, ketergesa-gesaan dan pemaksaan dalam
melakukan kegiatan dan pengeluaran belanja negara
dapat meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan
keuangan negara atau rendahnya value for money.

Sesuai ketentuan yang berlaku, setiap pengeluaran
belanja negara me-
miliki birokrasi
yang pan-

’

Tantangan dan Pertumbuhan Value For money
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jang dan rumit, serta membutuhkan kehati-hatian.
Pengeluaran keuangan negara berupa belanja pegawai,
belanja barang dan jasa, dan belanja modal memiliki
prosedur yang ketat agar tidak terjadi penyimpangan.
Untuk menjaga akuntabilitasnya, hal itu tidaklah
cukup. Setiap instansi harus melaksanakan kegiatan
melalui perencanaan yang matang dan pelaksanaan
kegiatan yang terkendali. Tanpa kehati-hatian dan
kesungguhan, mustahil pelaksanaan kegiatan dapat
dilaksanakan dengan baik dan mencapai outcomeyang
diharapkan.

Pembelanjaan uang negara yang tergesa-gesa
umumnya akan mendorong pengelola keuangan
negara untuk melakukan ‘potong kompas’ terhadap
prosedur, meremehkan perencanaan, menurunkan
kualitas proses dan keluaran kegiatan, dan pada akhirnya
tidak tercapainya outcome kegiatan. Jika rendahnya
penyerapan anggaran disikapi dengan pemaksaan
pelaksanaan kegiatan yang tidak perlu, hal ini akan
mendorong adanya kegiatan yang tidak jelas arah dan
sasarannya. Kedua bentuk ini mendorong penurunan
kualitas belanja, dan tentunya tidak memberikan value
for money yang optimal.

Kondisi di atas menjadi tantangan yang tidak
mudah bagi penyelenggara pemerintahan. Ketika
waktu sudah mendekati senja, uang belanja yang
harus dihabiskan masih banyak, sementara belanja
haruslah berkualitas. Jika tidak disikapi dengan tepat,
keadaan ini akan meningkatkan risiko terjadinya
penyimpangan keuangan negara. Para penyelenggara
pemerintahan ditantang untuk dapat membelanjakan
keuangannya secara cepat, namun tetap terjaga kualitas

3, akuntabilitasnya.

Untukmenghadapikondisiini, para penyelenggara
pemerintahan harus memiliki sistem pengendalian
@l yang andal. Penguatan pengawasan intern dapat
s dijadikan alternatif pilihan. Jika diperlukan,
instansi pemerintah dapat menambahkan
2 aktivitas pengendalian tambahan agar rtsnko

dapatcjlkurangl hlngga eti gﬁa;ﬂat

diterima buah merubah

(triwib)
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Pergeseran paradigma administrasi publik dari yang bersifat tradisional
menjadi New Public Administration / New Public Management (NPM) men-
jadi cerminan bagaimana pemerintah dituntut untuk dapat mengelola
negara dengan berorientasi pada pelayanan atau services.

unculnya konsep NPM tersebut juga berpengaruh langsung
terhadap konsep anggaran publik yang salah satunya perubahan
sistem anggaran dari model tradisional menjadi anggaran
berorientasi pada kinerja, dengan tiga jenis teknik penganggaran,
mulai dari teknik anggaran kinerja (performance budgeting), zero based budgeting
(ZBB), maupun Planning, Programming, and Budgeting System (PPBS). Dari ketiga

Penganggaran Tradisional Penganggaran NPM
Sentralistik *  Desentralisasi & Devolved management
Berorientasi pada input * Berorientasi pada input, outcome, dan
Tidak terkait dengan perencanaan jangka outcome
panjang + Utuh dan komprehensif dengan
Line-itern dan incremental perencanaan jangka panjang
Batasan departemen yang kaku «  Berdasarkan sasaran kinerja
Menggunakan aturan klasik * Lintas departemen
Prinsip anggaran bruto = Zero base budgeting, Planning,
Bersifat tahunan programming, Budgeting system
Spesifik +  Sistemnatik dan rasional

Bottom-up budgeting
Sumber: Buku Akuntansi Sektor Publik, Prof Mardiasmo, Ak MBA.Phd

WARTA PENGAWASAN  VOL. XIX/NO. 1/MARET 2012



teknik penganggaran tersebut, Pemerintah Indonesia
menerapkan anggaran berbasis kinerja yang diawali
dengan penerbitan 3 paket Undang-undang Keuangan
Negara, yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,
dan secara tersurat menyebutkan bahwa pemerintah
menganut sistem anggaran berbasis kinerja (ABK).

Penerapan sistem anggaran berbasis kinerja tersebut,
diharapkan dapat meminimalisir beberapa kelemahan
dari sistem penganggaran tradisional yang juga di-
anut oleh pemerintah Indonesia pada era sebelum
reformasi.

Kelemahan pertama tidak adanya sinkronisasi antara
anggaran tahunan dengan rencana pembangunan
jangka panjang (RPJP) dan RPJM; kedua, penggunaan
pendekatan incremental yang menyebabkan sejumlah
besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara me-
nyeluruh efektivitasnya; ketiga, lebih berorientasi pada
input daripada output dan outcome, yang menyebabkan
anggaran tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk
membuat kebijakan dan pilihan sumber daya atau
memonitor kinerja. Kinerja dievaluasi dalam bentuk
apakah dana telah habis dan dibelanjakan, bukan
apakah tujuan telah tercapai; keempat, sekat-sekat
yang kaku per departemen membuat tujuan nasional
secara keseluruhan sulit tercapai dan memungkinkan
munculnya konflik, overlapping kesenjangan, dan
pesaingan antar departemen; kelima, proses anggaran
terpisah antara pengeluaran rutin dan pembangunan;
keenam, bersifat tahunan. Sifat tahunan sesungguhnya
sangat pendek, terutama untuk belanja modal sehingga
memberi peluang terjadinya praktek-praktek yang
tidak diinginkan, seperti korupsi dan kolusi, ketujuh,
sentralisasi penyiapan anggaran, ditambah dengan
informasi yang tidak memadai, menyebabkan lemahnya
perencanaan anggaran. Sebagai akibatnya akan
memunculkan budget padding atau budgetary slack;
kedelapan, persetujuan anggaran yang terlambat,
sehingga gagal memberikan mekanisme pengendalian
untuk pengeluaran yang sesuai; serta kesembilan, aliran
informasi tidak memadaiyang menjadi kendala terhadap
mekanisme pengendalian rutin.

Dengan menggunakan anggaran berbasis kinerja,
seharusnya anggaran yang dihasilkan oleh pemerintah
Indonesia, dapat lebih komprehensif dan komparatif,
terintegrasi dan lintas kementerian, melalui proses
pengambilan keputusan yang rasional, berjangka
panjang, memiliki spesifikasi tujuan dan penentuan

| Paradigma Baru Sistem Penganggaran
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skala prioritas, didukung analisis total cost dan benefit,
berorientasi input, output, dan outcome, serta adanya
pengawasan kinerja.

Terdapat banyak keuntungan dalam penerapan
anggaran berbasis kinerja, diantaranya, anggaran dapat
digunakan sebagai alat pencapaian tujuan karena
penilaian kinerja didasarkan pada pelaksanaan value
for money dan efektivitas anggaran, dengan persyaratan
dilaksanakannya teknik penganggaran analitis. Hal ini
sangat penting karena tanpa memperhatikan kinerja,
pemerintah akan cenderung boros dan tidak terarah
dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki
untuk kemakmuran rakyatnya. Artinya, anggaran harus
memperhitungkan, tujuan yang akan dicapai, tolok ukur
kinerja, dan analisa biaya untuk mencapainya. Bukan
itu saja, anggaran berbasis kinerja harus diimbangi
dengan perencanaan, anggaran, pengendalian, dan
akuntabilitas yang berkualitas dan tidak hanya sekedar
memenuhi tahapannya saja.

Misalnya, untuk bidang pendidikan, indikator kinerja,
angka partisipasi murid tingkat SD X%. Untuk mencapai
itu, seharusnya pemerintah mengidentifikasi terlebih
dahulu dalam perencanaan jangka panjang (RPJP)
untuk selanjutnya dijabarkan lima tahunan ke dalam
RPJM, dan dijabarkan ke rencana tahunan yang memuat
program atau kegiatan apa yang akan dilaksanakan
menuju itu, pihak mana saja yang terkait, dan biaya
yang diperlukan untuk mencapainya. Selanjutnya, atas
dasar itulah, pemerintah baru mengalokasikannya
dalam anggaran tahunan. Oleh karena itu, pemerintah
harus memiliki timeframe pelaksanaan masing-masing
tahapan. Jika perencanaan sudah berkualitas, maka,
proses pengendalian, dan akuntabilitasnya juga akan
lebih mudah.

Dengan menggunakan sistem anggaran berbasis
kinerja, pemerintah dituntut untuk lebih hati-hati
dalam mengelola sumber daya yang ada. Jangan
sampai anggaran hanya dijadikan sarana untuk
menghabiskan sumber daya yang dimiliki indonesia
tanpa menghasilkan kemakmuran bagi masyarakat
Indonesia secara keseluruhan.

Namun, yang menjadi pertanyaan, apakah penerapan
atau implementasi sistem anggaran berbasis kinerja
atau ABK yang sudah berlangsung selama lebih dari 10
tahun telah menghasilkan anggaran yang memenuhi
karakteristik tersebut atau sudahkan meminimalisir
kelemahan dari sistem penganggaran tradisional?

Sebelum membahas tentang anggaran berbasis
kinerja atau ABK yang diterapkan di Indonesia, bahasan
sebaiknya diawali dengan membahas definisi dari
anggaran dan beberapa aspek yang mempengaruhi
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anggaran.

Prof. Mardiasmo, AK, MBA, Phd dalam bukunya
yang berjudul “Akuntansi Sektor Publik’, menyebutkan
anggaran sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja
yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu
yang dinyatakan dalam ukuran finansial atau artikulasi
dari hasil perumusan strategi dan perencanaan strategi
yang telah dibuat. Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa
dalam sebuah negara demokrasi, pemerintah mewakili
kepentingan rakyatnya, sehingga anggaran harus
dipandang sebagai blue print keberadaan negara dan
merupakan arahan atas apa yang akan dicapai dimasa
yang akan datang. Oleh karena itu, anggaran sektor
publik harus memenubhi tiga aspek, yaitu perencanaan,
pengendalian, dan akuntabilitas publik.

Mencermati definisi di atas, maka anggaran sektor
publik akan berkualitas, jika didasarkan perencanaan

yang berkualitas, dikendalikan, dipertanggungjawabkan,
dandiawasi dengan carayang berkualitas pula. Lemahnya
perencanaan anggaran sangat memungkinkan
munculnya masalah underfinancing dan overfinancing
yang akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan
efektivitas anggaran. Akibatnya, tentu saja, akan banyak
layanan publik yang dijalankan tidak secara efisien dan
kurang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan publik
tetapi habis dibelanjakan dan yang lebih parahnya, tidak
dibelanjakan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut
justru akan memperlemah peran pemerintah sebagai
stimulator, fasilitator, koordinator, dan enterpreneur
dalam proses pembangunan.

DiIndonesia, konsep anggaran berbasis kinerja (ABK)
sebagaimana dimuat dalam situs website kementerian
keuangan, sesungguhnya telah mengadopsi model
anggaran berbasis kinerja atau performance budgeting,

~ WARTA utama

yang ditandai adanya penentuan visi dan misi, tujuan,
sasaran, dan target organisasi publik, adanya penetapan
Indikator Kinerja, sebagai ukuran kuantitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran
atau tujuan yang telah ditetapkan. Bahkan, indikator
kinerja juga dipersyaratkan sebagai sesuatu yang
dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai
dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik
dalam tahapan perencanaan, tahap pelaksanaan
maupun tahap setelah kegiatan selesai dan bermanfaat
(berfungsi), yang mencakup Indikator kinerja Masukan
(Input), Keluaran (Output), Hasil (Outcome), Manfaat
(Benefit), dan dampak (Impact). Selain itu, anggaran
berbasis kinerja juga mensyaratkan adanya evaluasi
dan pengambilan keputusan terhadap pemilihan
dan prioritas program dengan keterbatasan sumber
daya dan adanya Analisa Standar Biaya (ASB), yang

merupakan standar biaya suatu program/kegiatan
sehingga alokasi anggaran menjadi lebih rasional yang
dapat meminimalisir kesepakatan antara eksekutif dan
legislatif untuk melonggarkan alokasi anggaran pada
tiap-tiap unit kerja sehingga anggaran tersebut tidak
efisien.

Menilik konsep ABK tersebut, sesungguhnya,
pemerintah telah mengakomodasi sebagian dari konsep
performance budgeting, meski dalam implementasinya
masih ditemukan beberapa hal yang masih perlu
penyempurnaan dan peningkatan. Persoalan seputar
penyerapan anggaran yang selalu muncul setiap
tahun anggaran dan kekecewaan banyak pihak
terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah
sebagaimana dimuat media massa, cukup menjadi
cerminan bahwa anggaran sebagaijembatan pencapaian
tujuan bernegara melalui alokasi sumber daya yang
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dimiliki bangsa Indobesia, belum sepenuhnya efektif
atau menghasilkan kinerja yang diharapkan publik.
Kalau melihat sinkronisasi antara anggaran tahunan
dengan RPJP dan RPJM, sepertinya, sejak diberlakukan
anggaran berbasis kinerja, seluruh Kementerian/
Lembaga dan Pemerintah Daerah telah diarahkan agar
dalam penyusunan anggaran tahunan mengacu pada
RPJM dan dalam penyusunan RPJM mengacu pada RPJP
baik di tingkat pusat maupun di tingkat pemerintah
daerah, terutama setelah dilakukannya pembaharuan
sistem perencanaan nasional melalui penerbitan
UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN). Upaya untuk melibatkan
partisipasi masyarakat juga telah diupayakan
pemerintah, diantaranya melalui media musrenbang
mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat
nasional. Di samping itu, untuk sinkronisasi antara

WARTA utama

dialami pemerintah daerah lainnya. “Saat penetapan
tolok ukur kinerja terutama pada level outcome, benefit,
danimpact, kualitas penetapannya secara umum masih
belum terintegrasi pada sebuah titik yang terukur. Ke
depan, lanjut Nafiri, pemerintah perlu menata ulang
penetapan indikator kinerja mulai dari kegiatan,
program, dan tujuan. Dengan cara itu, masyarakat atau
siapapun dapat melihat, apakah sebuah yang kegiatan
yang didanai APBN/D telah menghasilkan sesuatu
yang bernilai bagi masyarakat atau value for money
yang merupakan prinsip dasar dari anggaran berbasis
kinerja.

“Persoalan juga belum selesai hanya sampai
penetapan indikator kinerja saja, pemerintah daerah
juga mengalami kesulitan dalam menjaga sinkronisasi
program-program pusat dengan daerah. Meskipun
demikian, lanjut Nafiri, untuk Kota Pangkal Pinang,

program atau prioritas nasional dengan program dan
prioritas daerah juga telah dilakukan melalui media
koordinasi antara Bappeda pada tingkat daerah dan
Bappenas pada tingkat pusat.

Jika melihat mekanisme perencanaan nasional,
sepertinya sudah berjalan cukup ideal, namun,
sepertinya, masih ditemukan beberapa kelemahan
sebagaimana disampaikan oleh Kepala BPPKD Kota
Pangkal Pinang, Nafiri. Menurutnya, meskipun sistem
anggaran berbasis kinerja telah diterapkan cukup lama,
namun sistem penganggaran nasional masih belum
sepenuhnya berbasis kinerja.

Salah satu penyebab menurut Nafiri adalah belum
mumpuninya aparatur terutama di daerah dalam
menyusun perencanaan yang berbasis kinerja."Yang
paling sulit adalah menentukan indikator kinerja yang
dapat terukur dan dapat dipertanggungjawaban.”
jelasnya. Sepertinya apa yang disampaikan Nafiri juga

yang diprioritaskan adalah program-program daerah,
sementara untuk program pemerintah pusat, sepanjang
sejalan, dilaksanakan. Tetapi, jika tidak sejalan, maka
akan diprioritaskan program pemerintah daerah.
Lebih lanjut, persoalan lain juga disampaikan Irjen
Kementerian Dalam Negeri, Maliki Heru Santoso.
Menyikapi persoalan penganggaran, pemerintah,
menurut Maliki, perlu memikirkan sistemyang terintegrasi
serta lintas kementerian/lembaga bahkan pemerintah
daerah, mulai dari perencanaan, pengendalian, dan
akuntabilitasnya.“Penggunaan Teknologi informasi yang
bersifat nasional dan terintegrasi sangat membantu
efektifitas penerapan ABK di Indonesia,"ungkapnya.
Melalui langkah ini, lanjutnya, Presiden dapat setiap
saat memantau kinerja dari seluruh kementerian/
lembaga/pemerintah daerah sehingga permasalahan-
permasalahan dalam pelaksanaannya dapat segera
dicarikan solusi yang paling tepat, sepertiisu penyerapan
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anggaran. Agak aneh menurutnya, tatkala, anggaran
yang sudah disediakan tidak dapat dihabiskan dan
berdampak pada adanya idle money atau uang yang
menganggur. “Inikan sebuah fenomena yang cukup
unik. Saat kementerian keuangan dengan susah payah
mencari sumber pembiayaan, sementara K/L/P tidak
dapat memanfaatkan secara optimal dana yang ada.
Padahal ada konsekuensi atas tidak dimanfaatkannya
dana yang ada, yaitu biaya bunga dan commitment fee
untuk sumber pembiayaan dari utang. “tegasnya. Untuk
itulah sangat diperlukan manajemen kas yang dapat
mengantisipasi hal-hal sepertiitu dan perlu dikaji ulang,
apakah perencanaan telah sejalan dengan anggaran
yang tertuang dalam APBN/D.

Kondisi ini tentu saja berdampak pada sulitnya
dilakukan pengendalian dan pengawasannya.
Seandainya saja, perencanaan telah terintegrasi pada
satu tujuan, maka tahap anggaran, pengendalian,
dan pengawasan, dan akuntabiltas sangat mudah
dilakukan. Dengan kondisi ini, lanjutnya, Presiden
sebagai pemegang kekuasaan akuntabilitas tertinggi
memerlukan effort yang cukup besar ketika ingin
mengetahui perkembangan pelaksanaan sebuah
program dan hasil pelaksanaan sebuah program
pemerintah.

Rektor Universitas Padjajaran, Prof. Dr. Rina Indiastuti

~ WARTA utama

Idealnya, menurut Maliki, dengan pendekatan
kinerja, dominasi pemerintah akan dapat diawasi dan
dikendalikan melalui penerapan internal cost awarness,
audit keuangan, audit kinerja, serta evaluasi kinerja
eksternal. Pemerintah juga akan dipaksa bertindak
berdasarkan cost minded dan harus efisien. Artinya,
pemerintah harus dapat menggunakan dana yang
diamanahkan kepadanya secara cermat dan mencapai
tujuan.

Meskipun dengan berbagai kelemahan sistem
penganggaran di Indonesia, Maliki tidak menampik
bahwa secara umum, sistem penganggaran diIndonesia
telah mengarah pada konsep peformance budgeting,
namun sepertinya, masih terdapat beberapa hal yang
perlu penyempurnaan sebagaimana diungkapkannya.

Melanjutkan apa yang disampaikan Maliki,
Purek Il Universitas Pajajaran, Prof Dr Rina Indiastuti,
menekankan perlunya dilakukan analisis cost and
benefit saat penyusun perencanaan sehingga dapat
diketahui tingkat urgensi dan kemanfaatan dari
masing-masing kegiatan sebagai bahan penentuan
prioritas pembangunan nasional. Hal ini sangat penting
dilakukan agar dapat diidentifikasi, kegiatan-kegiatan
yang tidak perlu dan yang perlu, sebagai langkah
penghematan anggaran. Tanpa melakukan tahapan
ini, alokasi dana yang terus mengalami peningkatan
setiap tahunnya, tanpa menghasilkan apa-apa kecuali
pemborosan.

“Idealnya, memperhitungkan cost and benefit.
Artinya, kegiatan selesai, manfaatnya harus maksimal,
dan cost nya tidak boleh bertambah lagi”. Jelasnya.
Sebagai seorang akademisi, dari aspek teori maupun
praktek, sistem penganggaran di swasta lebih bagus.
Salah satu kelebihan di swasta menurutnya, pelaksanaan
belanja lebih fleksibel dan tidak dibatassi tahun anggara,
yang penting, baik timeframe, tolok ukur, maupun
alokasi dana lebih jelas. Yang paling penting adalah
kemanfaatan dari belanja.

Penerapan sistem plafon oleh pemerintah, sebagai-
mana pengalamannya selama ini, juga seringkali
mendiskresi kemanfaatan dari sebuah kegiatan.
Sebagai contoh, pihak universitas telah merencanaan
pembangunan gedung pendidikan dengan spesifikasi
tertentu dan kalkulasi dana Rp 20 miliar. Namun,
dalam perjalanannya, untuk kegiatan yang dimaksud
hanya disetujui separuhnya atau Rp 10 miliar. Hal ini,
menurutnya akan sangat berpengaruh pada kualitas dan
kemanfaatan sebuah kegiatan. Di samping itu, terdapat
persoalan lain yang juga perlu perhatian pemerintah,
yaitu masalah tahun anggaran yang hanya bersifat
tahunan.
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Kondisi di atas,
diakuinya sangat
tidak sejalan de-
ngan prinsip
ABK yang dianut
oleh pemerintah
Indonesia. Ke
depan, ia berharap
agar pemerintah
lebih fleksibel dari
sisi waktu dan me-
mungkinkan meka-
nisme luncuran
atas sebuah proyek
yang tidak selesai
di tahun anggaran
berjalan.

Satu hal lagi
yang juga sangat
penting yaitu pe-
ngawasan kinerja.
Jika selama ini, para auditor baik eksternal dan internal lebih concern
pada pengawasan terhadap keuangan, maka ke depan, pengawasan
kinerja merupakan sebuah solusi untuk menghasilkan hasil pengawasan
yang lebih komprehensif. Saat ini, seluruh aparat pengawasan juga
masih berjalan sendiri-sendiri dan lebih fokus pada aspek finansial
belum kemanfaatan dari anggaran. Namun, tentu saja pengawasan
lintas sektoral yang dibutuhkan atas kinerja menjadi sangat tergantung
pada perencanaan dan penganggarannya. Jika perencanaan dan
penganggarannya tidak menggunakan pendekatan lintas sektoral
maka akan mempersulit proses pengawasan kinerjanya. Karena
pengawasan kinerja dilakukan atas kinerja nasional bukannya kinerja
K/L/P. Jika dikatakan K/L/P sebagai pelaksana, ya, tetapi semuanya
harus mengerucut pada kinerja Presiden. Saat ini, pengawasan kinerja
harus diakui belum optimal dalam memastikan bahwa program yang
dilaksanakan telah mencapai sebuah tujuan yang terukur. Kepala BPPKD
Kota Pangkal Pinang, Nafiri, bahkan menyebutkan pengawasan yang
dilakukan oleh inspektorat masih belum menyentuh aspek kemanfaatan
dari penganggaran. Ke depan, ia berharap agar APIP dapat mengawal
pencapaian tujuan organisasi bukan hanya berkutat pada persoalan
keuangan dan fisik kegiatan.

Oleh karena itu, berbagai penyempurnaan dalam penerapan
anggaran berbasis kinerja merupakan suatu kebutuhan agar setiap rupiah
yang dikeluarkan dapat menghasilkan value yang dapat dirasakan oleh
masyarakat dengan waktu yang dapat ditentukan dan terukur. Melalui,
pembenahan kualitas pelaksanaan dari seluruh regulasi yang telah
dibangun oleh pemerintah bersama legislatif, seharusnya persoalan
rendahnya penyerapan anggaran atau penumpukan penyerapan
anggaran, atau penganggaran yang tidak tepat sasaran dapat
diminimalisir bahkan menjadi zerol

Kepala BPPKD Kota Pangkal Pinang, Nafiri

(nani)
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Jika selama ini, para
auditor lebih concern
pada pengawasan
terhadap keuangan,
maka ke depan,
pengawasan kinerja
merupakan sebuah
solusi untuk

menghasilkan hasil
pengawasan yang
lebih komprehensif
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Lambat atau rendahnya penyerapan anggaran merupakan salah satu risiko yang dapat
muncul dalam mengelola keuangan negara. Sebagaimana diungkapkan pada artikel lain,
hal ini memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi
dan value for money dari setiap belanja negara

keuangan negara, khususnya sektor belanja. Hal tersebut dapat terjadi pada

setiap tahapan siklus APBN/APBD yang dilalui. Sejak dari tahap penyusunan

anggaran hingga tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, terdapat risiko-
risiko yang dapat merugikan keuangan negara dari segi nilai rupiah maupun kesalahan
administrasi.

Pada tahap awal penyusunan anggaran, Pemerintah Pusat menyampaikan pokok-pokok
kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran kepada Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan. Berdasarkan hasil
pembahasan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal , pemerintah pusat
bersama DPR membahas kebijaksanaan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan
bagi setiap kementerian negara/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran.

Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna
anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/
Lembaga (RKA-KL) tahun berikutnya. RKA-KL disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan
dicapai, disertai dengan perkiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran

a unculnya risiko ini dipengaruhi juga oleh risiko-risiko lain dalam pengelolaan
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yang sedang disusun. RKA-KL tersebut disampaikan
kepada DPR untuk dibahas dalam pembicaraan pen-
dahuluan rancangan APBN. Hasil pembahasan RKA-KL
disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan
penyusunan rancangan undang-undang tentang APBN
tahun berikutnya.

Lalu, Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan
Undang-undang (RUU) tentang APBN tahun berikutnya
disertai dengan nota keuangan dan dokumen-do-
kumen pendukungnya kepada DPR pada bulan
Agustus. Pembahasan RUU APBN dilakukan sesuai
dengan undang-undang yang mengatur susunan dan
kedudukan DPR. Dalam pembahasan ini, DPR dapat
mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan
jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan
undang-undang tentang APBN. Setelah APBN ditetapkan
dengan undang-undang, rincian pelaksanaan APBN
dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden
tentang Rincian APBN.

Risiko yang menyertai tahap penyusunan anggaran
antara lain :

+ Kementerian/Lembaga (K/L) membuat RKA-KL nya
dengan nilai yang terlalu tinggi,

» Penetapan kegiatan yang tidak selaras dengan visi
dan misi.

» Kesalahan penetapan indikator kinerja atau tidak
selaras dengan kegiatannya.

» Penetapan kegiatan belum didukung dukungan pra
syarat yang memadai.

« Ketidaksepakatan legislatif dan eksekutif

Memasuki tahap berikutnya, mekanisme pelaksanaan
anggaran keuangan negara, diawalidengan disahkannya
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) oleh Menteri
Keuangan, kemudian disampaikan kepada pimpinan
K/L , Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Gubernur,
Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Per-
bendaharaan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan terkait, Kuasa Bendahara Umum Negara
(KPPN) terkait, dan Kuasa Pengguna Anggaran.

Lebih lanjut, pedoman pelaksanaan anggaran diatur
dalam Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004. Adapun
peraturan teknis yang membawahinya, yaitu Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang
Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara; dan Peraturan Dirjen
Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang
Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan
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Nomor PER-11/PB/2011. Untuk Pengadaan barang/jasa
berdasarkan pada Perpres 54/2010.

Secara umum, awalnya K/L mendapat uang muka dari
kas negara yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan
kepada bendahara pengeluaran satker hanya untuk
membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang
tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
Lalu Pejabat Pembuat Komitmen membuat SPP-GU/LS/
GUNihil kepada Pejabat Penerbit SPM untuk diterbitkan
SPM-GU/LS/GUN:ihil nya. Setelah itu SPM dibawa ke
KPPN untuk diterbitkan SP2D-nya dan dilakukan transfer
ke bendahara pengeluaran atau pihak ketiga.

Risiko yang terdapat pada tahap pelaksanaan ini
beragam. Pada tahapan pelaksanaan kegiatan, risiko
yang dihadapi antara lain terjadi kegagalan dalam
pelaksanaan kegiatan, sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan tidak berjalan sebagaimana mestinya, seperti
DIPA terlambat dikeluarkan atau proses pengadaan
barang dan jasa tidak berjalan sesuai jadual, dan terjadi
inefisiensi dan inefektivitas kegiatan (Kegiatan tidak
memperoleh value for money). Hal-hal yang bernuansa
KKN, mulai dari penggelembungan nilai proyek/kegiat-
an (mark-up), pengadaan kegiatan fiktif, pengurangan
volume kegiatan, atau ketidaksesuaian dengan spesifikasi
yang diinginkan, pemalsuan Berita Acara (BA) fiktif,
pembelian barang/jasa yang tidak perlu (pemborosan),
dan lain-lain. Hal-hal tersebut mungkin juga melibatkan
persekongkolan banyak pihak, mulai dari penyedia jasa,
pihak ketiga, Bank, dan pihak lain sehingga anggaran
bisa dicairkan dari kas negara. Mungkin juga fungsi
verifikasi yang ada pada Pejabat Penerbit SPM kurang
teliti sehingga bukti-bukti yang kurang valid, kurang
lengkap, atau kurang layak, dapat diterbitkan SPM-nya.
Oleh karena itu, instansi pemerintah dalam tahap ini
diharapkan bekerja sama dengan BPKP selaku internal
auditor pemerintah untuk mengawal pelaksanaan
anggaran pada tahun berjalan.

Selanjutnya pada tahap pengawasan pelaksanaan
Anggaran, pada tahap ini pengawasan terhadap pe-
laksanaan APBN dilakukan oleh atasan/kepala kantor/
satuan kerja kementerian negara/lembaga dalam
lingkungannya. Atasan langsung bendahara melakukan
pemeriksaaan kas bendahara sekurang-kurangnya
satu bulan sekali sesuai dengan Peraturan Dirjen
Perbendaharaan Nomor 47/PB/2009 jo. Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008. Inspektur
Jenderal masing-masing Kementerian/Lembaga dan
unit pengawasan pada lembaga melakukan pengawasan
atas pelaksanaan APBN di lingkungan kementerian
negara/lembaga bersangkutan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
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Selain pengawasan yang dilakukan oleh pihak
eksekutif, terdapat pula pengawasan yang dilakukan
oleh DPR atau legislatif baik secara langsung maupun
tidak langsung. BPK sebagai eksternal auditor pe-
merintah melakukan pengawasan setelah berlalunya
tahun anggaran (post audit). Adapun BPKP dapat pula
melakukan pengawasan jika diminta oleh K/L atau
mendapat perintah langsung dari Presiden atau Wakil
Presiden terhadap obyek tertentu. Pengawasan dari
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Forum
Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) juga
dilakukan untuk mengawal APBN/APBD agar tidak
diselewengkan oleh oknum yang tidak bertanggung
jawab.

Risiko pada tahapiniadalah tidak terdeteksinya atau
tercegahnya penyimpangan pengelolaan keuangan
negara. Fungsi pengawasan untuk mengawal jalan-
nya pengelolaan keuangan negara tidak berjalan
sebagaimana mestinya. Pada umumnya hal ini ka-
rena kurangnya kapabilitas aparat pengawas atau
terjadi kolusi antara obyek yang diperiksa (auditee)
dengan pengawasnya (auditor). Kolusi yang seperti
ini membuat pengawasan yang dilakukan oleh Aparat
Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan ekstern (BPK)
menjadi lemah, karena temuan-temuan yang ada
hilang begitu saja tanpa jejak. Tentunya hal ini sangat
tidak kita inginkan terjadi.

Tahapan terakhir adalah Pelaporan dan Pertang-
gungjawaban Anggaran, pada tahap ini Menteri/
pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/
Pengguna Barang menyusun pertanggungjawaban
pelaksanaan APBN di lingkungan kementerian ne-
gara/lembaga yang dipimpinnya berupa Laporan
Keuangan berdasarkan PP 71/2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan yang meliputi Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, La-
poran Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang dilampiri
Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
pada kementerian negara/lembaga masing-masing.
Laporan Keuangan kementerian negara/lembaga
oleh menteri/pimpinan lembaga disampaikan kepada
Menteri Keuangan selambat-lambatnya dua bulan
setelah tahun anggaran berakhir.

Kemudian Menteri Keuangan menyusun rekapitulasi
laporan keuangan seluruh instansi kementerian
negara. Menteri Keuangan sebagai wakil Pemerintah
Pusat dalam kepemilikan kekayaan negara yang
dipisahkan menyusun ikhtisar laporan keuangan
perusahaan negara. Semua laporan keuangan tersebut
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disusun oleh Menteri Keuangan selaku pengelola
fiskal sebagai wujud laporan keuangan pemerintah
pusat disampaikan kepada Presiden dalam memenuhi
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Presiden
menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun
anggaran berakhir. Audit atas laporan keuangan
pemerintah harus diselesaikan selambat-lambatnya dua
bulan setelah laporan keuangan tersebut diterima oleh
BPK dari Pemerintah.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara Pasal 30 menyebutkan bahwa Presiden
menyampaikan Rancangan Undang-undang tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR
berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya enam
bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Risiko pada tahap ini ada apabila pada pembuatan
laporan keuangan instansi belum sesuai dengan
standar akuntansi pemerintahan yang ada, ini akan
mengakibatkan hasil opini audit atas laporan keuangan
dari BPK menjadi kurang baik, bisa disclaimer atau
adverse. Sudah barang tentu kompetensi pegawai
yang membuat laporan keuangan instansi harus terus
diperbaiki agar dapat membuat laporan yang sesuai
dengan standar akuntansi pemerintahan yang ada.

Adapunrisikolainadalahapabilapertanggungjawaban
pelaksanaan APBN kepada DPR yang dibuat oleh
pemerintah tidak dapat diterima oleh DPR, akan
terjadi perdebatan yang sengit antara pemerintah dan
DPR. Ini pernah terjadi pada masa lalu dimana pidato
pertanggungjawaban Presiden Soekarno tidak diterima
oleh MPRS pada masa itu. Pidato pertanggungjawaban
Soekarno ini ditolak oleh MPRS, dan sebaliknya
MPRS memutuskan untuk memberhentikannya dari
jabatannya sebagai presiden seumur hidup, dan
mengangkat Jenderal Soeharto sebagai penggantinya.
Untuk pembuatan laporan keuangan, instansi dapat
bekerja sama dengan BPKP yang berperan sebagai
instansi yang melaksanakan fungsi konsultansi kepada
instansi pemerintah.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Pada dasarnya risiko-risiko yang terdapat pada
APBD terkait penyerapan anggaran relatif sama de-
ngan APBN, perbedaannya hanya pada pelakunya,
proses penyusunan anggaran dan sistem akuntansi
serta laporan yang sedikit berbeda. Secara garis besar
proses siklus APBD adalah penyusunan dan penetapan
(perencanaan), pelaksanaan dan penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban APBD .
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Kegiatan pertama dalam penyusunan APBD adalah
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
yang merupakan penjabaran dari RPJMD paling lambat
akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan,
RKPD ini ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Setelah menyusun RKPD, pemda menyusun Kebijakan
Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS). Rancangan KUA disampaikan kepala
daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan Juni
tahun anggaran berjalan, dan selesai menjadi KUA paling
lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran
berjalan.

Berdasar KUA, pemda menyusun PPAS yang akan
dibahas oleh DPRD. PPAS yang telah disepakati DPRD
diberi nama Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA). KUA
dan PPA menjadi acuan SKPD dalam membuat Rencana
Kerja Anggaran (RKA) SKPD. Lalu berdasarkan RKA SKPD
dibuatlah Raperda APBD yang harus disampaikan kepada
DPRD paling lambat minggu pertama Oktober, dan
keputusan bersama harus diambil satu bulan sebelum

tahun anggaran yang bersangkutan dllaksanakan
Raperda APBD kemudian disampaikan kepada Mendagri
paling lama tiga hari setelah diambil keputusan untuk
dievaluasi, penetapannya menjadi APBD paling lambat
31 Desember.

Pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD dilaksanakan
setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD
ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(PPKD) dengan persetujuan Sekda. Berdasarkan DPA,
Kepala SKPD menyusun anggaran kas yang merupakan
dasar PPKD membuat Surat Penyediaan Dana (SPD).
Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan ber-
dasarkan SPD atau DPA-SKPD, atau dokumen lain yang
dipersamakan dengan SPD. Lalu berdasarkan SPD,
bendahara pengeluaran mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) UP/GU/TU/LS kepada PA/KPA melalui
Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) SKPD. Kemudian
berdasarkan SPP tersebut dibuat Surat Perintah
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Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Selanjutnya
pembayaran dilakukan dengan penerbitan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kuasa Bendahara
Umum Daerah (BUD).

Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada kepala
daerah melalui PPKD paling lambat 2 bulan setelah
tahun anggaran berakhir. PPKD menyusun laporan
keuangan pemda dengan cara menggabungkan
seluruh laporan keuangan SKPD paling lambat 3
bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.
Laporan keuangan yang harus dibuat sesuai dengan
PP 71/2010 tentang SAP adalah Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
(SAL), Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional,
Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan
Keuangan. Laporan keuangan tersebut kemudian dise-
rahkan oleh kepala daerah kepada BPK paling lambat
tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Setelah itu, kepala daerah menyampaikan Raperda

Pertang-
gungjawaban
pelaksanaan
APBD kepada
DPRD paling
lambat 6 bulan
setelah tahun
anggaran
berakhir.
Persetujuan
bersama antara
pemda dan
DPRD paling
lambat 1 bulan sejak rancangan perda diterima.
Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
yang telah disetujui sebelum ditetapkan oleh gubernur
paling lama 3 hari kerja disampaikan terlebih dahulu
kepada Mendagri untuk dievaluasi. Hasil evaluasi akan
disampaikan oleh Mendagri kepada gubernur paling
lambat 15 hari kerja sejak diterimanya Raperda.

Pada setiap tahapan tersebut di atas, dapat
muncul risiko-risiko sebagaimana pada pengelolaan
APBN. Pimpinan K/L/Pemda harus cermat mengamati
pelaksanaan pengelolaan anggarannya, agar semua
risiko yang muncul dapat diantisipasi melalui aktivitas
pengendalian secara tepat. Dengan demikian
pelaksanaan pengelolaan keuangan negara dan daerah
dapat mencapai tujuan hakikatnya, yaitu memberikan
kesejahteraan bagi seluruh masyarakatll

(Harry)
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Suwartomo Ak., MS.Acc, Sekretaris Utama BPKP:
Jangan Hanya Kuantitas, Kualitasnya

Juga Harus Dijaga

i sela-sela kesibukannya sebagai Sekretaris

Utama BPKP, Warta Pengawasan sempat

berbincang-bincang bersama Suwartomo

terkait penyerapan anggaran. Dengan gaya
bicaranya yang tenang dan lembut, ia mengungkapkan
jugalangkah-langkah yang telah dilakukan BPKP dalam
rangka memperlancar penyerapan anggaran di masa
mendatang.

Pada awal bincang-bincang, ia mengungkapkan
bahwa penyerapan anggaran BPKP sebenarnya
telah berjalan dengan baik. Pada tahun 2011, tingkat
penyerapan mencapai 98,14% dari anggaran BPKP
setelah dikurangi penghematan dan hibah.

“Tingkat penyerapan anggaran BPKP tahun 2011
sebesar 98,14% merupakan hasil kerja yang baik dari
seluruh unit kerja BPKP. Namun, kami menyadari bahwa
kondisi ini bukan berarti pengelolaan anggaran di BPKP
telah sempurna. Masih terjadi pe-
numpukan pengeluaran keuangan
negara pada akhir tahun yang dise-
babkan oleh berbagai hal. Kondisi
ini perlu diantisipasi secara tepat
oleh seluruh komponen BPKP
s, | 2gar pola penyerapan anggaran

* lebih baik lagi,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, ia me-
nekankan pentingnya menjaga
keseimbangan antara penye-
rapan anggaran dengan akunta-
bilitasnya. “Kita tidak bisa terlena
jika penyerapan anggaran
sudah baik. Kita tidak bisa
hanya mengejar kuan-
titasnya saja. Yang
tidak kalah penting
adalah kualitasnya.
Hal ini harus terjaga
semuanya. Jangan
hanya mengejar
penyerapan ang-
garan tetapi kita
tinggalkan akun-
tabilitasnya,” ujarnya.

Suwartomo juga

menyampaikan
berbagai langkah
yang telah dan akan
diambil BPKP untuk

e o

3 =
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memperlancar penyerapan anggaran dengan tetap
menjaga akuntabilitasnya.

“Untuk memperlancar penyerapan anggaran tahun
2012, BPKP telah menjalankan apa yang telah diarahkan
oleh Presiden dan Tim Evaluasi Penyerapan dan
Pengawasan Anggaran(TEPPA) tahun 2012. Setelah kami
menerima DIPA, langsung kami mendistribusikannya
kepada seluruh Unit Kerja BPKP dan mempercepat
proses pengadaan barang dan jasa.

“BPKP juga telah menyusun Disbursment Plan
dan Procurement Plan. Selanjutnya, kedua dokumen
ini dijadikan acuan dalam pemantauan penyerapan
anggaran setiap bulannya. Saat ini setiap unit kerja
BPKP telah melaporkan kemajuan penyerapan anggaran
setiap bulannya pada Sekretaris Utama dan berdasarkan
laporan tersebut, kepada unit kerja yang penyerapan
anggarannya belum sesuai harapan diminta untuk
melakukan upaya percepatan penyerapan anggaran
dengan tetap menjaga kualitasnya. Hal ini merupakan
upaya untuk memperlancar penyerapan anggaran dan
menjalankan seluruh arahan Presiden dan TEPPA".

Selain hal tersebut, Suwartomo juga mengung-
kapkan strategi lain untuk memperlancar penyerapan
dan memperkuat akuntabilitas dari setiap penge-
luaran keuangan negara di BPKP. la menyebut penan-
datanganan kontrak kinerja oleh setiap pejabat sebagai
salah satu strateginya.

“BPKP telah mewajibkan seluruh pejabat untuk
menandatangani kontrak kinerja dengan atasannya.
Hal ini sebagai salah satu bentuk komitmen untuk
menjalankan tugas dan fungsinya dan mengelola
keuangan negara secara akuntabel. Selain itu setiap
pegawai juga menandatangani pernyataan kepatuhan
terhadap aturan perilaku yang berlaku. Dengan de-
mikian, seluruh komponen BPKP diharapkan memiliki
kesamaan arah dan pandangan serta terbentuknya
sinergitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya,”
ungkapnya mengakhiri bincang-bincang hari itu.

(Triwib)

Strategi Percepatan Penyerapan Anggaran BPKP
. Meningkatkan pemantauan penyerapan anggaran

2. Menyusun strategi percepatan yang diiringi dengan

rencana penyerapan anggaran secara berkala

3. Pengelolaan anggaran secara transparan dan

pengelolaan dana secara berkualitas

4. Menagih komitmen kinerja dari seluruh pengelola

anggaran
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DR. Haryono Umar, Ak., MBA., Irjen Kemendikbud:
Kemendikbud Percepat Penerbitan Juknis

ejak reformasi digulirkan pada tahun 1998,

Kementerian Pendidikan, selalu menjadi sorotan.

Imbasnya, kementerian, dibawah kepemimpinan

M.Nuh, ini langsung mendapat alokasi dana
yang cukup signifikan, yaitu 20% dari dana APBN.
Kondisi pendidikan, di mata banyak pihak, masih
sangat memprihatinkan, sehingga pemerintah telah
melakukan berbagai gebrakan di bidang pendidikan,
mulai dari pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD), penetapan sekolah bertaraf internasional pada
beberapa sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, SMA,
bahkan universitas.

Meski demikian, ternyata, berbagai persoalan terkait
pengelolaan keuangan negara juga selalu menghampiri
kementerian ini. Banyak harapan masyarakat ditumpukan
kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
karena melalui kementerian inilah diharapkan dapat
diciptakan generasi-generasi muda yang dapat menjadi
aset negara.

Langkah yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan, M.Nuh dengan mengangkat, mantan
anggota KPK, Haryono Umar untuk menenempati posisi
sebagai Irjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
sepertinya, untuk menjawab persoalan yang dihadapi
Kemendikbud. Lalu, apa program kerja yang dapat di-
tawarkan Haryono yang juga mantan pegawai BPKP
untuk mengoptimalkan alokasi dana yang cukup besar
tersebut?

DitemuiTim Warta Pengawasan di sela-sela penyerahan
Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Pusat di Aula Kantor Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN
dan RB), Haryono Umar, mengungkapkan pendapatnya
terkait penyerapan anggaran.“Tahun 2011 lalu, prosentase
penyerapan anggaran di Kemendikbud berada pada
kisaran 92%.” Jelasnya. Kisaran tersebut cukup tinggi
dibandingkan dengan kementerian lain, namun Haryono
berujar bahwa hal yang cukup penting adalah jangan
sampai ada permasalahan administratif maupun hukum
di balik penyerapan anggaran yang tinggi ini.

Menanggapi penumpukan anggaran di akhir tahun,
Haryono, menjelaskan bahwa starting point penyerapan
tahun ini memang agak lambat karena terkait per-
setujuan banyak pihak untuk program-program yang
besar nilainya. Hal ini, lanjutnya, diperparah dengan
APBN-P yang lambat terbitnya yaitu sekitar bulan

September.

Haryono menyadari bahwa situasi ini tentunya
mempunyai risiko penyimpangan yang tinggi ter-
hadap anggaran. Oleh karena itu, perlu dilakukan
pengawasan yang intens. Kemendikbud, menurutnya,
dalam melakukan pengawasan, banyak meminta
bantuan kepada BPKP baik yang berada di pusat
maupun perwakilan di daerah, karena anggaran dan
aset Kemendikbud sebesar 50% berada di Perguruan
Tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia. Disebutkan
pula oleh Haryono, bahwa, BPKP membantu Ke-
mendikbud melakukan pengawasan, monitoring
triwulanan, perbaikan sistem, pendampingan pe-
ngadaan barang/jasa, dan pendampingan lainnya yang
payung hukumnya dalam bentuk MoU.

Menanggapi keterlambatan petunjuk teknis (juknis)
yang selalu dikeluhkan pemerintah daerah, pihaknya,
menurut Haryono, telah melakukan langkah-langkah
untuk percepatan pemberian juknis ke pemerintah
daerah. la menyadari penting juknis sebagai arahan
untuk menuntun pemerintah daerah sehingga tidak
terjadi kebingungan karena
kondisi di lapangan sangat
beragam dan terkadang
tidak diantisipasi oleh juknis
tersebut.

Diawal masajabatannya,
Haryono, yang dilantik pada
9 Maret 2012, akan fokus
pada upaya pencegahan
dan pengawasan terhadap
tindakan yang ber-
potensi korupsi, _
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28 |Inspektur kementerian Dalam Negeri, Maliki Heru Santosa. Ak., MBA

“Sistem Pengelolaan Keuangan
Terintegrasi: Solusi Penyerapan Anggaran”

Jika berbicara pengelolaan keuangan di daerah, maka seluruh perhatian pasti akan
mengarah pada Kementerian Dalam Negeri. Baik maupun buruknya pengelolaan
keuangan oleh pemerintahan daerah juga sangat mempengaruhi pada baik atau

buruknya kinerja Kementerian dibawah komando Gamawan Fauzi. Demikian
besarnya peran kementerian ini, terlebih hampir 60% APBN ditransfer ke daerah.

ntuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan
Kementerian ini dalam mendorong efektifitas penyerapan
anggaran, WP mencoba berbincang-bincang dengan Irjen
Kementerian Dalam Negeri, Maliki Heru Santosa yang ditemui
saat menghadiri acara Workshop Supervisi pencegahan di Hotel IBIS

Jakarta bulan Pebruari 2012, lalu. Berikut bincang-bincang WP dengan
beliau:
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bersama BPKP berusaha untuk mempercepat proses
pengesahan APBD.

Sebetulnya, kalau berbicara anggaran, harus
diawali dengan perencanaan. Yang namanya
perencanaan, sepanjang bisa berjalan secara
teratur, sebenarnya tidak ada masalah. Terkadang,
permasalahan di kementerian dan di daerah bisa
saja karena pengendalian periodiknya yang kurang
tepat sehingga perencanaan hanya tinggal rencana,
sementara pelaksanaan, sebisanya saja dilaksanakan.
Makanya, pemerintah menerbitkan Inpres No. 4 tentang
Percepatan Peningkatan Kualitas AKuntabilitas Publik
yang salah satu poinnya adalah terkait penyerapan
anggaran. Kalau bisa, penyerapan anggaran ditata
agar bisa terjadwal dengan apik. Di samping itu, K/L/P
harus disiplin dalam pelaksanaan anggaran dan perlu
manajemen kas yang baik pula.

WP: Upaya apa saja yang dilakukan
kementerian dalam negeri dalam mendorong
efektivitas penyerapan anggaran di daerah?

MHS: Tentu saja, berkoordinasi secara intens
dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Teknis,
dan pemerintah daerah. Sebenarnya, ada suatu
persoalan yang sederhana yang belum secara efektif
dilaksanakan, yaitu belum adanya sistem pengendalian
secara periodik yang mampu menjawab pertanyaan,
apakah yang direncanakan itu telah sesuai kebutuhan,
apakah perencanaan disusun telah memperhatikan
berbagai risiko, dan apakah pelaksanaannya telah
sesuai dengan ‘schedule’

WP: Siapa yang seharusnya melakukan
evaluasi secara periodik?

~ WARTA utama

pada kebijakan dan pengendalian secara umum. Tapi
day to day, activity lebih kepada manajemen itu sendiri.

WP: Bagaimana pendapat Bapak tentang
Performance Budgeting yang selama ini
dicanangkan pemerintah? Sejauh mana
penerapannya terutama jika dikaitkan dengan
persoalan penyerapan anggaran karena bisa
saja sebenarnya, anggaran tidak terserap karena
memang tidak dibutuhkan?

MHS: Rasanya, kita belum sepenuhnya menganut
‘performance budgeting. Kita baru bicara berapa
biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan sebuah
kegiatan belum manfaat yang dapat diperoleh dari
sebuah kegiatan. Jika kita berbicara performance
budgeting, seharusnya kita tidak hanya berbicara
output tetapi juga outcome bahkan impact. Menurut
saya, pemerintah Indonesia masih belum sampai
kesana. Kalau dikatakan mengarah, ya. Kalau sekarang,
sepertinya, sudah bisa menyerap anggaran saja sudah
Alhamdulillah. Ke depan, kita harus sinkronkan antara
RPJMN ke semua Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

WP: Solusi apa yang terbaik untuk mengatasi
persoalan penyerapan anggaran?

MHS: Pemerintah perlu merancang sebuah sistem
yang terintegrasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
pertanggungjawaban, sampai audit. Seluruhnya harus
dapat diakses dalam sebuah Teknologi Informasi
Nasional dan semua K/L/P harus ikut dalam sistem.
Seperti halnya RB. Reformasi Birokrasi hanya bisa
berhasil jika seluruh institusi terlibat.

(nani)
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i tengah kegiatannya yang luar biasa padat,

Warta Pengawasan sempat berbincang-bincang

dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan

Daerah Provinsi DKl Jakarta, Drs. Syukri Bey, MM,
terkait permasalahan rendahnya penyerapan anggaran.
Pada kesempatan itu, iapun mengakui bahwa saat ini
Provinsi DKI Jakarta masih mengalami hambatan untuk
dapat menyerap anggarannya secara optimal, walaupun
secara umum kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah
Provinsi DKl Jakarta mengalami kenaikan yang signifikan.
Sebelum menyampaikan masalah penyerapan anggaran,
ia secara panjang lebar menjabarkan kondisi keuangan
Provinsi DKI Jakarta. la menceritakan bagaimana total
nilai APBD Provinsi DKI Jakarta meningkat dari tahun ke
tahun.

“Dalam lima tahun terakhir ini, total APBD Provinsi DKI
Jakarta meningkat terus. Pada tahun 2007 dan 2008 sekitar
Rp 20 trilliun. Pada tahun 2009 meningkat menjadi Rp 23
trilliun, tahun 2010 menjadi Rp 26 trilliun, dan tahun 2011
sekitar Rp 31 trilliun. Sementara itu total aset mencapai Rp
102,2 trilliun dengan opini ‘disclaimer’. Pada tahun 2008
kami melakukan sensus aset bersama BPKP hingga aset
mencapai Rp 384,6 trilliun, dan mendapat opini ‘Wajar
Dengan Pengecualian’ Tahun 2009 meningkat menjadi
Rp 395,62 Trilliun dan tahun 2010 menjadi 407,09 trilliun.
Pada tahun 2009 dan 2010 masih WDP karena masih ada
aset yang belum dihitung yaitu Fasos dan Fasum. Kondisi
ini merupakan peningkatan pengelolaan keuangan yang
signifikan. Memang BPK belum memberi opini WTP, ka-
rena masih terganjal fasos dan fasum yang diterima sejak
tahun 1971 hingga tahun 1990. Ini masih membutuhkan
waktu.”

Syukrijuga menjelaskan tentang masalah penyerapan

Syukri Bey, Kepala BPKD
Provinsi DKI Jakarta:

& '\ Penganaan Tanah,
Masalah Utama
Penyera Juﬂ 1’“ Jaran di Jakarta

anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
la mengungkapkan bahwa masalah pengadaan tanah
sebagai hambatan utama penyerapan anggaran.

“Rata-rata penyerapan anggaran Provinsi DKI Jakarta
tahun 2008 hingga tahun 2011 sebesar 83 persen. Bahkan
pada tahun 2009 itu hanya 79 persen. Jika kita cermati per
jenis belanja, pada Belanja Tidak Langsung pada umumnya
sudah lancar rata-rata mencapai 95-96 persen. Sedangkan
Belanja Langsung rata-rata mencapai 79-81 persen. Pada
Belanja Langsung ini, Belanja Pegawai pada umumnya
bagus yaitu sebesar 96 persen. Belanja barang rata-rata
mencapai 85 persen. Yang masih rendah penyerapannya
adalah Belanja Modal. Dari rata-rata 83 persen, penyerapan
Belanja Modal baru mencapai 60 Persen. Rendahnya
capaian belanja modal itu, yang utama adalah masalah
yang terkait dengan pengadaan tanah dan pembebasan
jalan. Total anggaran pengadaan tanah dan pembebasan
jalan mencapai 40 persen dari total belanja modal. Hampir
seluruh hambatan ada pada sektor ini.”

Ketika ditanya solusinya, ia berpendapat kuncinya
adalah komunikasi dan saling pengertian semua pihak
terkait dalam proses perencanaan dan penganggaran.
“Yang utama adalah masalah komunikasi dan saling
pengertian dari semua pihak. Misalnya tahun depan ada 20
lahan yang akan dibebaskan. Kita cek semua satu per satu
mana yang sudah siap. Jika kita ingin membebaskan 20
lahan, yang siap baru 12 lahan, ya yang dianggarkan hanya
12 saja. Yang lainnya masuk di tahun berikutnya. Selain
itu target ruang terbuka hijau sebesar 13 persen jangan
terlalu buru-buru dikejar. Ini membutuhkan komunikasi
dan saling pengertian semua pihak.”

(triwib)
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Sekretaris Jenderal FITRA, Yuna Farhan:

Pemuda energik ini merupakan salah satu figur yang sering muncul dalam pembahasan
terkait pengelolaan keuangan negara pada berbagai media.

una Farhan, sekretaris LSM FITRA memang memiliki perhatian yang tinggi
dalam hal itu, termasuk perihal masalah lambatnya penyerapan anggaran.
la menilai masalah ini merupakan masalah klasik yang belum tuntas
penyelesaiannya.

“Masalah penyerapan anggaran ini sebenarnya masalah klasik. Setiap tahun
penyerapannya selalu rendah atau lambat. Pemerintah sebenarnya sudah cukup
berusaha untuk mengatasinya, seperti masalah rumitnya prosedur pengadaan barang
dan jasa, Pemerintah telah berupaya menyederhanakannya. Terus ada juga masalah
DIPA yang lambat diturunkan, Pemerintah telah mempercepatnya hingga bisa turun
sebelum tahun anggaran dimulai. Namun upaya-upaya ini belum memberikan dampak
yang signifikan, karena belum menyentuh masalah utama.”’

“Masalah utamanya adalah buruknya perencanaan saat penganggaran. Banyak
instansiyang menyusun anggaran diatas kemampuan atau kebutuhan yang sebenarnya.
Misalnya, sudah tahu K/L itu penyerapannya rendah, namun pada tahun berikutnya
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tetap saja dinaikkan anggarannya. Pemerintah tidak
melakukan evaluasi terhadap kemampuan SDMnya atau
kebutuhannya. Selain itu, ada juga kasus pembelian
kendaraan yang harga sesungguhnya Rp 400 juta,
namun dianggarkan Rp 500 juta. Begitu pengadaan, ya
yang terpakai hanya Rp 400 juta, sehingga ada Rp 100
juta yang tidak terpakai. Hal seperti ini seharusnya sudah
selesai di Dirjen Anggaran.”

“Masalah yang kedua, untuk tahun 2011 ada satu
kondisi khusus. Pada pertengahan tahun, Presiden
mengeluarkan Inpres nomor 7 tentang Penghematan
Anggaran. Sebenarnya Inpres ini bagus, tetapi Inpres ini
turun ketika anggaran sudah ditetapkan. Ketika Inpres
ini diimplementasikan melalui anggaran perubahan,
waktu pelaksanaannya jadi terbatas. Ini mengakibatkan
banyak anggaran yang tersisa.”

“Kemudian yang ketiga, banyak anggaran yang
diblokir. Tahun 2011 ada sekitar 6000 mata anggaran
yang diblokir (diberi bintang.red). Hal ini akan
memakan waktu untuk merealisasikannya.
Pembahasan berikutnya menjadi
tertutup. Kondisi ini menjadi tidak
sehat karena mau tidak mau
muncul lobi-lobi tertutup untuk
merealisasikannya. Ini menjadi
peluang mafiaanggaran untuk
bermain.”

“Untuk di daerah, per-
masalahan yang muncul
adalah terkait penyerapan
Dana Perimbangan. Pada
umumnya Pemerintah Daerah
sudah mendapat info tentang
jumlah Dana Alokasi Khusus
yang akan diterima dua bulan

“Pada tahun 2011, sampai dengan triwulan ketiga
baru sekitar 50 persen anggaran terserap. Sisanya harus
dihabiskan dalam waktu 3 bulan. Ini menjadikan kualitas
belanja menjadi buruk. Tidak heran kalo akhir tahun
hotel-hotel selalu penuh. Banyak iklan-iklan di televisi
yang kurang bermanfaat.”’

“Problemnya, kita tidak mempublikasikan keterlam-
batan ini. Pada banyak negara, laporan perkembangan
dilaporkan tiga bulan sekali pada masyarakat. Bahkan
adayang realtime. DiIndonesia pengungkapan biasanya
dilakukan tiga bulan menjelang akhir tahun atau saat
RDP dengan DPR. Hal ini membuat masyarakat tidak
tahu dimana bottleneck-nya. Jika dipublikasikan tiga
bulan sekali, masyarakat bisa ikut menilai.”

“Selain itu reward and punishment masalah ini masih
belum jelas. Indonesia harus menerapkan reward and
punishment dengan jelas. Misalnya, pada instansi yang
sudah reformasi birokasi atau menerima remunerasi, jika
adaanggaran yang tidak terserap maka Pejabat Pembuat
Komitmennya harus dipotong tunjangannya.’
Terakhir ia menyarankan perlunya
publikasi secara rutin dan penyusunan
kerangka pengeluaran jangka me-
nengah sebagai alat kendali.”Solu-
sinya, DJA harus memperbaiki
softwarenya. Jika ada usulan
yang di atas standar, langsung

ditolak. Untuk dana yang
diblokir, yang penting adalah
publikasi secara rutin agar
masyarakat bisa memantau.
Saat ini, Pemerintah telah me-
nunjuk Ketua UKP4 , Wakil
Menteri Keuangan dan Kepala
BPKP untuk mengevaluasi dan



wal Maret 2011 lalu ada dua Kepala Kanwil

Kementerian Keuangan yang datang ke

kantor kami. Yang satu adalah Kakanwil

Dirjen Perbendaharaan Sumsel Iskandar,
satunya lagi Kakanwil Dirjen Kekayaan Negara Sumsel
Mustafa.

Dari diskusi antara dua kakanwil tersebut dan
Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Selatan IGB Surya
Negara beserta para kepala bidang (termasuk penulis),
antara lain mengemuka permasalahan pemetaan
penyerapan anggaran dalam kaitannya dengan
Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di
bidang keuangan negara.

“Ada yang ironis. Keuangan negara yang harusnya
menjadi kewenangan Presiden itu, dalam praktiknya
hanya terhenti pada keuangan pemerintah pusat saja,”
ujar Iskandar.

Mendengar ini, saya maklum. Laporan keuangan
pemerintah itu sebenarnya ada dua bagian besar:
laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah
daerah. Tapi untuk laporan keuangan pemerintah
pusat dengan sekian banyak lembaga, baik
kementerian dan LPND itu, memang terpusat hanya
pada satu laporan keuangan yaitu Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP). Dan laporan keuangan
yang ditandatangani Presiden ya cuma LKPP ini saja.
Sedangkan untuk pemerintah daerah ada limaratusan
lebih laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)
sesuai dengan jumlah pemerintah daerah yang ada di
Indonesia, semua di luar jangkauan Presiden.

Padahal, pengertian keuangan negara menurut
Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun
2003 mencakup baik keuangan pemerintah pusat
maupun keuangan pemerintah daerah. Kalau Presiden
adalah pemegang kekuasaan tertinggi keuangan
negara, maka dalam kerangka Negara Kesatuan

Oleh Dikdik Sadikin*

Republik Indonesia (NKRI) konsekuensi logisnya
semua pertanggungjawaban keuangan, baik pusat
maupun daerah, bermuara kepada akuntabilitas
Presiden.

Demikian pula halnya dengan masalah
penyerapan. Iskandar sebagai pejabat Kementerian
Keuangan yang notabene Pemerintah Pusat, fasih
dengan angka-angka APBN, tetapi angkat tangan
begitu bicara mengenai APBD pemda yang ada di
wilayahnya.

Menurut Iskandar, pola penyerapan anggaran
pemerintah yang kurang sehat di pemerintah
pusat tergambar dengan data tahun 2011 sebagai
berikut: dengan kue APBN-P 2011 anggaran total Rp
1.320,8 triliun, sampai pertengahan tahun, terserap
hanya seperempatnya. Ujung September 2011 atau
menjelang tiga bulan tahun berakhir, penyerapan
beringsut menjadi 47,6 persen. Awal Desember 2011,
penyerapan 66,3 persen. Barulah pada satu bulan
terakhir itu, speed penyerapan anggaran digenjot
kencang, sehingga bisa mencapai 97,6 persen.
Sisanya, 2,4 persen bukan jumlah yang sedikit karena
pengalinya adalah lebih dari seribu triliun rupiah. Ini
berarti penyerapan sebesar 50 persen baru dilakukan
dalam tiga bulan terakhir. Termasuk 21,3 persen pada
satu bulan terakhir, yaitu Desember 2011.

Tetapi bagaimana pula dengan pola penyerapan
anggaran di pemerintah daerah (pemda) dengan
masing-masing APBD-nya?

Dari data secara parsial atas masing-masing
pemda, limaratus lebih pemda di seluruh Indonesia
memiliki pola penyerapan berbeda, tetapi kondisinya
bahkan banyak yang lebih parah dari Pemerintah
Pusat. Banyak diantara pemda yang hanya menyerap
60 persen dari APBD-nya. Bahkan DKI saja sampai
akhir tahun 2011 hanya menyerap 85,15 persen dari
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total anggaran Rp31,7 triliun. Itu pun sesungguhnya
dari hasil genjotan habis-habisan di akhir tahun,
karena per 11 November 2011 penyerapan
anggaran baru mencapai 56 persen atau Rp 17,3
triliun.

Namun, lebih dari itu, pemerintah pusat
sesungguhnya tidak mengetahui persis berapa
sebenarnya persentase kumulatif penyerapan APBD
dari seluruh pemda yang ada di Indonesia, karena
ketiadaan sistem yang menjangkau ke sana. Salah
satu hambatan adalah adanya otonomi daerah.

Padahal, penyerapan anggaran sangat penting
dalam pertumbuhan ekonomi kita. Menurut
Iskandar, “Sesuai arahan Presiden, ada empat pokok
yang mendorong pertumbuhan pembangunan,
yaitu: konsumsi, investasi, belanja pemerintah
(spending government) dan ekspor-impor. Adapun
penyerapan anggaran merupakan indikator dari
belanja pemerintah atau spending government
tadi. Jadi bukan sekadar kepada penyerapannya
saja. Karena kalau itu yang dipakai terkesan
seperti sekadar bagaimana
memboroskan keuangan —
negara.’ L -

Dalam kaitan pemetaan
anggaran di pemda ini, BPKP
sesungguhnya dalam posisi — :
yang strategis. Pertama, -
sesuai visinya sebagai auditor [
pemerintah. Kedua, sesuai A ---_“"':_.T-:-'—__
perannya yang antara lain N
membantu meningkatkan
akuntabilitas pemda,
yang diantaranya melakukan pendampingan
penyusunan laporan keuangan pemda. Dengan
peran dan kegiatan itu maka hubungan baik
yang terjalin dengan seluruh pemda itu menjadi
jembatan untuk mendapatkan data pemetaan
penyerapan pemda.

Namun harus diakui bahwa cara seperti ini lebih
bersifat sporadis dan bertumpu pada hubungan
baik secara informal antara pejabat pemda dan
pejabat BPKP Perwakilan masing-masing, yang
belum didasarkan kepada sebuah sistem yang
memungkinkan pemerintah pusat c.qg Kementerian
Keuangan dapat memantau perkembangan
penyerapan anggaran pemda setiap saat diperlukan.

Alternatif lain adalah dengan memanfaatkan
kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah
pusat di daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun

o

2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

Tentu alternatif ini disodorkan ini bukan sekadar
bertumpu pada kewenangan semata, tapi pada
manfaat yang seharusnya dinikmati masyarakat
daerah terkait. Mengambil contoh Sumatera Selatan
(Sumsel), Kepala Kanwil DJPB Sumsel Iskandar,
menyampaikan data. “Di Sumsel, dana APBN tahun ini
yang mengucur sebanyak 21 triliun, dan 9 triliunnya
dikelola oleh pemda di Sumsel. Tapi penyerapannya
lemah. Sampai bulan Januari 2012, serapan baru 1,4
persen. Padahal, apabila anggaran tidak terserap, yang
menderita kerugian karena kehilangan manfaatnya
tak lain adalah masyarakat yang ada di wilayah
provinsi,” ujar Iskandar. Dan itu baru dari sisi APBN,
belum lagi dengan APBD pada 16 pemda yang ada di
Provinsi Sumsel.

Adapun untuk data penyerapan APBD di seluruh
pemda, Kepala Kanwil DJPB itu mengharapkan
dapat diperoleh dari akses Gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat di daerah.

Permasalahannya, kalaupun
dengan memanfaatkan akses
Gubernur ke pemda yang ada
di wilayah provinsinya sebagai
wakil pemerintah pusat di
daerah, lantas bagaimana
mekanismenya?

Maka dalam diskusi kami,

% diputuskanlah untuk dibentuk
forum bersama (Forbes) Instansi
Vertikal dan Daerah, yang

meliputi peserta dari semua pengguna anggaran baik

APBN maupun APBD yang ada di wilayah provinsi,

dengan Gubernur sebagai ketuanya. Rancangan

forum bersama ini akan dimatangkan dan segera
dibuat pertemuan untuk pengesahannya.

Setidaknya dengan forum seperti ini, banyak
manfaat akan didapat oleh semua pihak. Antara
lain, Gubernur akan semakin jelas kewenangannya
atas pemerintah kota dan kabupaten di wilayah
provinsinya, pemerintah pusat akan lebih mudah
mendapatkan akses data pemda yang antara lain
diperolehnya pemetaan penyerapan anggaran,
dan masyarakat setempat pun akan menerima
manfaat dalam bentuk peningkatan pertumbuhan
pembangunan dari hasil dorongan peningkatan
penyerapan anggaran tadi.

*) Penulis adalah Kepala Bidang Akuntan Negara
BPKP Perwakilan Sumatera Selatan

>

WARTA PENGAWASAN  VOL. XIX/NO. 1/MARET 2012



Penyerapan Anggaran Di Daerah :
Suara Daerah Tentang

Penyerapan Anggaran
e I SR
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-
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Fenomena-'peﬁyerapan anggaran yang rendah atau terlambat

tidak hanya terjadi pada instansi Pemerintah Pusat. Pada mstanSI
~ Pemerintah Daerah juga terjadi kondisi yang kurang lebih sz :




WARTA daerah

akil Gubernur NTT, Esthon Foenay,

Esthon Foenay, Wakil Gubernur NTT.
Kepada WP, Esthon, mengungkapkan
persoalan penyerapan anggaran lebih
dikarenakan manajemen keuangan
secara nasional yang belum ideal. la
mencontohkan, Provinsi NTT, sebagian
besar sumber pendanaan kegiatan
pembangunan berasal dari subsidi
pemerintah pusat sehingga persoalan
penyerapan anggaran tidak hanya
dapat dilihat dari sisi manajemen
keuangan di daerah tetapi sangat
terkait dengan pemerintah pusat.

la juga melihat, aturan dari

Sekretaris Kabupaten Donggala, Drs. Kasmuddin
H, MSi

pemerintah pusat berbelit-belit dan sering berubah.
“Untuk urusan administrasi saja, kami harus bolak-balik
mengurusnya sehingga lebih baik dikerjakan dahulu, baru
menjelang tahun anggaran berakhir baru mengambil
pembayarannya."tegasnya. Di samping itu, ada faktor lain
yang juga mempengaruhi penyerapan anggaran yaitu
kualitas aparatur pengelola keuangan negara yang belum
sesuai harapan terutama jika dikaitkan dengan kinerja
dan faktor eksternal berupa kondisi geografis dan situasi
di NTT yang sering terkena bencana serta lokasinya yang
berjauhan.

Hal serupa juga dialami Pemerintah Kabupaten
Bangkalan. Bupati Bangkalan, Fuad Amin, dengan gaya
bahasa dan logat khas Madura menyebutkan kendala yang
cukup dirasakannya adalah aturan terkait pengelolaan
keuangan yang terlalu banyak dan terus berubah-
ubah sehingga menyulitkan pelaksana di daerah untuk
mengikutinya. Salah satunya, Keppres No 54 tahun 2010
tentang Pengadaan Barang dan Jasa, yang menurut
Amin, terlalu banyak memuat rambu-rambu dan tahapan-
tahapannya memakan waktu cukup lama.

Masih seputar regulasi, Walikota Kupang, Daniel Adoe,
menyebutkan, petunjuk teknis (Juknis) pelaksanaan atas
program turunan dari pemerintah pusat atau kementerian/
lembaga, sering terlambat di terima Pemko Kupang yang
sangat mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran. Hal ini
merupakan konsekuensi logis, karena, daerah belum berani
melaksanakan kegiatan sebelum ada juknisnya.

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Sekretaris
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Drs. Amdjat Lawasa, MM.
Secara lebih spesifik, Amdjat Lawasa, mengungkapkan
masalah pengadaan barang dan jasa dan keterlambatan
diterimanya Petunjuk Teknis pelaksanaan Dana Alokasi
Khusus, menjadi penyebab keterlambatan penyerapan
anggaran di Sulawesi Tengah.

Saat ini, tambahnya, proses pengadaan barang dan
jasa masih dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja
Pemerintah Daerah (SKPD). Di samping itu, hambatan keter-
sediaan Sumber Daya Manusia yang kapabel, juga menjadi
persoalan tersendiri dalam melaksanakan pengadaan
barang dan jasa. “Selain jumlahnya kurang, saat ini, banyak
pegawai yang sudah dilatih, tetapi tidak ditempatkan pada
posisinya."ungkapnya.

Seputar petunjuk teknis juga disuarakan oleh Kabupaten
Donggala, Sulawesi Tengah. Sekretaris Kabupaten
Donggala, Drs. Kasmuddin H, MSi, menyatakan, penyerapan
anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) di daerahnya, cukup
menjadi masalah utama. “Penyebabnya, karena Petunjuk
Teknis (juknis) yang ada terlalu detail hingga memper-
sulit penerapannya.’paparnya seraya menunjuk salah satu
Juknis. Menurutnya, juknis seharusnya jangan terlalu detail.
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Sebagai contoh, Juknis DAK mengatur hingga ukuran kete-
balan seng yang harus digunakan dalam pembangunan
gedung. Hal ini mempersulit pengadaan bahan bakunya.
“Misalnya, untuk seng bangunan, proyek harus menggunakan
seng dengan ukuran 0,25’ Ini kan mempersulit, karena di
Sulawesi tidak ada yang ukuran seperti itu sehingga dalam
pelaksanaannya harus menunggu kiriman dari Surabaya.

Lambatnya juknis diterima juga disampaikan Kasmuddin.
“Biasanya, juknis baru turun pada akhir bulan Agustus atau
September, sehingga kita baru bisa melakukan proses pe-
ngadaan sekitar bulan Oktober. Kita tidak bisa melakukan
tender kalau juknis belum kita terima.’jelasnya. Kondisi itu
mengakibatkan besarnya sisa dana yang tidak dapat terserap.
Tahun 2010, menurutnya, dana DAK yang tidak terserap
mencapai Rp 20 M, sedangkan tahun 2012, mencapai Rp 12
M.

Sekretaris Daerah Kota Batam, Agussahiman, juga me-
nyebutkan lambannya petunjuk teknis diterima pemerintah
pusat sebagai salah satu penyebab lambannya penyerapan
anggaran. la juga memunculkan fakta cukup banyaknya
aparatur di daerah yang enggan menjadi panitia pengadaan
barang dan jasa bahkan menjadi pengelola keuangan
daerah, terlebih ditengah gencarnya pihak penyidik
memroses pengaduan terkait dugaan korupsi. Bukan itu saja,
menurutnya peraturan terkait pengelolaan keuangan yang
terus mengalami perubahan dan sulit diikuti menjadi kendala
tersendiri. "Belum paham yang lama, sudah keluar yang baru
lagi, “'ungkapnya.

Dahulu, justru lebih baik dari sekarang, jelasnya, karena
seluruh pengelola keuangan sebelum menduduki peran
sebagai bendahara atau pelaksana proyek harus melalui
pembekalan minimal 3 bulan. Sementara sekarang, tanpa
pembekalan yang cukup, disuruh mengikuti ujian, baru
mendapat sertifikasi. “Saat ini saja, belum ada sdm yang telah
memperoleh sertifikasi pengadaan barang dan jasa.jelasnya.
Rata-rata, pejabat yang ditunjuk sebagai KPA tidak mengerti
bagaimana pengelolaan keuangan, tahu-tahu, disuruh
menjadi KPA dengan tanggung jawab yang besar.“Jika dahulu
orang berebut menjadi pengelola kegiatan, sekarang semua
orang menolak."ungkapnya.

Sebagai pelaksana di lapangan, Kadis Kesehatan, Drg.

H. Chandra Rizal, Msi, juga merasakan hal yang sama. Rizal
menyoroti kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat
dengan pemerintah daerah terkait pelaksanaan program-
program pemerintah pusat di daerah.

la berharap agar program-program dari Pusat terutama
Kementerian Teknis, baik pedoman maupun juknis nya
tepat waktu, disosialisasikan, dan dikoordinasikan untuk
mengetahui sesuai atau tidak dengan kebutuhan daerah. la
mencontohkan program “Jaminan Kesehatan Masyarakat”
yang merupakan program pusat, sementara di Kota Batam,

Sekretaris Daerah Kota Batam, Agussahiman

sudah ada program pengobatan gratis,
meski melalui Puskesmas. Belum lagi,
kelambanan dari pemerintah pusat
dalam mengeksekusi programnya

ke daerah. la mencontohkan, untuk
program Jaminan Kesehatan Masyarakat.
Pemerintah pusat, menurutnya,
seringkali terlambat mengirimkan kartu
jaminan kesehatan ke daerah dan pada
saat diterima, status sosial masyarakat
bisa saja sudah berubah.“Bagaimana
masyarakat mau menggunakan fasilitas
kesehatan gratis, jika kartunya saja
belum diterima."tegasnya dengan logat
khas Betawi. Akibatnya, dananya harus

Kadis Kesehatan, Drg. H. Chandra Rizal, Msi
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epala Dinas Pendidikan dan Olah Raga, Provinsi
ataram, Lalu Syafi'i M.Pd

Bupati Bangkalan, Fuad Amin

dikembalikan ke pemerintah Pusat.
Kedua, penetapan tarif atau har-

ga satuan, seringkali tidak disesuaikan
dengan kondisi di daerah yang tentu saja
berbeda, seperti program persalinan
gratis. Kementerian Kesehatan hanya
menetapkan tarif per persalinan hanya
Rp 350.000 sementara harga pasaran di
Kota Batam sudah diatas Rp 500.000.
Akibatnya, para bidan mengeluh ke Dinas
Kesehatan.

Ke depan, sebaiknya, program-
program pemerintah pusat yang
dilaksanakan di daerah lebih intensif
melibatkan pemerintah daerah, mulai

dari penetapan program, penganggaran, pelaksanaan,
sampai ke evaluasi. Yang kami inginkan pada triwulan

Ill, penyerapan anggaran sudah selesai semua, sehingga
sebagai pelaksana lebih tenang. Untuk itu, kami memulai
dari pemantapan penyusunan time schedule meski
terkadang ada juga yang meleset dari rencana. Dinas
Kesehatan Kota Batam juga mengedepankan transparansi,
yaitu dengan mengumumbkan kegiatan-kegiatan yang akan
dilaksanakan tahun bersangkutan dipapan pengumuman.

Kondisi tersebut sepertinya secara masal dialami oleh
pemerintah daerah sebagai pelaksana dari program-
program yang digulirkan pemerintah pusat. Kepala Dinas
Pendidikan dan Olah Raga, Provinsi Mataram, Lalu Syafi'i
M.Pd, menyebutkan bahwa konsekuensi dari ketidaksiapan
pemerintah pusat pada saat perencanaan berlanjut dengan
munculnya persoalan lain seperti kelambanan penyerapan
anggaran.

Terkait penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus
Bidang Pendidikan dari Pusat ke daerah, Syafi'i, mengatakan
bahwa terdapat keterlambatan ‘eksekusi'nya. Pada tahun
2011 ini, paling cepat realisasinya baru pada bulan April
2011. Sepengetahuannya, hal ini disebabkan adanya
restrukturisasi organisasi pada Kementerian Pendidikan
Nasional, yakni berupa penggabungan atau peleburan
direktorat-direktorat.

Hal lain yang menjadi hambatan penyerapan anggaran
Dana Alokasi Khusus oleh daerah, adalah turunnya dana
ke daerah sering mendadak, sehingga hanya sedikit waktu
buat aparat di daerah untuk mengeksekusinya. Disinggung
juga oleh Syafi'i masalah kelemahan dalam perencanaan
oleh pusat. Pemerintah pusat sering kali memasukkan suatu
program kegiatan tanpa melalui rapat koordinasi terlebih
dahulu dengan daerah.

Sedangkan terkait APBD, hambatan dalam penyerapan
APBD 2011 yang terjadi adalah adanya rasionalisasi yang
mengakibatkan beberapa program dibatalkan dan ada
juga yang dilakukan relokasi implementasinya. Satu hal
lagi, menurutnya, yaitu keterlambatan penerbitan APBD-
Perubahan. “Hal ini mengakibatkan penyerapan APBD
menjadi amat tergesa-gesa,” ungkapnya.

Menyikapi berbagai persoalan seputar penyerapan
anggaran, para pelaksana di daerah mengungkapkan
berbagai solusi dan harapan, mulai dari pembenahan
sistem penganggaran secara menyeluruh, sinkronisasi
program pusat dan daerah, penyederhanaan regulasi,
dan perbaikan proses alokasi dana dari pemerintah pusat
ke daerah. Wakil Gubernur NTT, Esthon, menyebutkan
perlunya koreksi dan instrospeksi secara menyeluruh dari
proses penganggaran. Meskipun demikian, menurutnya,
dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, penyerapan
anggaran sudah semakin baik karena baik BPKP maupun
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BPK selalu memfasilitasi Prov NTT untuk menata manajemen
administrasi.

Terkait aspek perencanaan, menurut Esthon, pihaknya
juga telah melibatkan inspektorat dalam pembahasan
anggaran, mulai dari pembahasan anggaran, alokasi dan
relokasi dana, termasuk saat penetapan DIPA, TPA, Pejabat
Pembuat Komitmen. Bahkan, mereka juga memberikan
rekomendasi, bukan saja dari segi kemampuan keterampilan,
kecerdasan intelektual, tetapi dari segi moral. Meskipun
belum bisa 100%, tetapi dari tahun ketahun kita sudah
semakin selektif.

Menyikapi kondisi tersebut, ia berharap agar pemerintah
pusat dan daerah bisa bekerja dalam sebuah sistem yang
terintegrasi atau sama. Artinya, seluruh regulasi-regulasi yang
dikeluarkan pemerintah baik pusat maupun daerah menjadi
dasar kebijakan dalam menjalankan tugas pokok fungsinya.
Selanjutnya, dalam melaksanakan tupoksi masing-masing,
perlu berkoordinasi, baik secara vertikal, maupun secara
horizontal.

Lain halnya dengan Bupati Bangkalan, Fuad Amin.
Menurutnya, ke depan, perlu dilakukan penyederhanaan
regulasi dan mempersingkat tahapan dalam proses
pengadaan barang dan jasa serta menomorsatukan
kinerja.”Penyerapan anggaran penting, tetapi kinerja
kemanfaatan belanja justru lebih penting.” ungkapnya
dengan logat khas Madura. “Setiap dana yang dikeluarkan
harus jelas manfaatnya."tegasnya. Untuk itu, pengeluaran-
pengeluaran terutama terkait honorarium yang tidak jelas

manfaatnya dipangkas. Menurut Fuad, proporsi antara Belanja

langsung dan tidak langsung di Kab Bangkalan tetap dijaga
50% berbanding 50%. Sehingga antara penyerapan dan
kinerja tetap seimbang.

Untuk itu, ia juga tidak segan-segan mengawal langsung
pelaksanaan program-program prioritas. Pengawasan bukan
hanya secara hierarki tetapi juga melibatkan LSM.” Baru-baru
ini, saya mengundang seluruh elemen masyarakat untuk
datang ke Pendopo untuk menyampaikan uneg-unegnya
terkait pemerintah.jelasnya. Kegiatan yang diberi nama
refleksi akhir tahun tersebut, diakuinya cukup efektif untuk
menjaring aspirasi masyarakat.

Prinsip tersebut pula yang menghantarkan Pemerintah
Kabupaten Bangkalan memperoleh opini Wajar Tanpa
Pengecualian dari BPK Rl dan menjadi daerah tujuan studi
banding beberapa pemerintah daerah. Resepnya, sederhana
tambahnya, yaitu menjaga hubungan batin dengan
semua pihak mulai dari staf, legislatif, dan masyarakat. Pola
pesantren yang telah menempa kepribadiannya diakuinya
sangat membantunya dalam memimpin Kabupaten
Bangkalan."Hubungan batin melahirkan sikap menghargai
bukannya ketakutan. Sikap menghargai bawahan juga
membuat mereka takut untuk menyimpang. “jelasnya lebih

lanjut.

Terkait penyerapan anggaran
di Kabupaten Bangkalan, di-
sampaikannya, sudah cukup tinggi.
Tips-tipsnya cukup sederhana namun
perlu komitmen semua pihak, yaitu
pertama, konsistensi atau disiplin
rencana penyerapan anggaran, kedua,
menjaga manajemen kas setiap hari.
“Setiap hari, staf tidak boleh pulang
sebelum dilakukan rekonsiliasi bank.
Selama dua periode kepemimpinannya,
ia selalu mencontohkan bekerja tidak
mengenal jam dan libur’ungkapnya.
Dimana saja dan kapan saja, saya siap
ditemui untuk kelancaran semua urusan
terutama yang terkait pelayanan kepada

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh,

masyarakat. Begitu pula dengan para
SKPD. Mereka, menurutnya, harus siap
ditelpon dan dipanggil kapan saja
sepanjang untuk urusan negara.
Sementara Walikota Mataram, H.
Ahyar Abduh, mengusulkan perlunya
penyelesaian secara sistemik. Kenapa
sistemik? Bagi beliau, penyerapan
anggaran merupakan bagian dari
sistem pengelolaan keuangan negara,
mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
dan pengawasan atau evaluasi.
Karena terkait sebuah sistem terlebih
melibatkan beberapa institusi, maka
penyelesaiannya juga harus sistemik
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Walikota Kupang, Daniel Adoe

dan harus melibatkan semua institusi
yang terkait. Selama penyelesaiannya
dilakukan secara parsial, ia pun pesimis
persoalan penyerapan anggaran
akan dapat diatasi. “Kesalahan jangan
hanya dilimpahkan ke pemerintah
daerah.tegasnya.

Di samping itu, menurutnya, perlu
dilakukan sinkronisasi program-
program pusat dengan kebutuhan
prioritas di daerah. Kebijakan
pemerintah pusat seharusnya jelas
terlebih dahulu dan disampaikan ke
pemerintah daerah, baru daerah bisa
bergerak.

Terkait pendanaan, Kementerian
Keuangan seharusnya lebih awal
memberi kepastian alokasi dana
yang menjadi hak daerah sehingga
perencanaan di tingkat daerah
menjadi lebih realistis dan akurat.

Di samping kedua hal di atas, ia
juga berharap ada kebijakan yang
memperbolehkan luncuran atas
kegiatan yang memang tidak
memungkinkan dilaksanakan pada
tahun berjalan untuk dilaksanakan
pada tahun berikutnya.

Solusi lain juga disampaikan
Walikota Kupang, Daniel Adoe.
Untuk menyikapi persoalan
penyerapan anggaran karena

kelambanan juknis, ia mengambil

langkah dengan menggunakan juknis tahun sebelumnya karena
pengadaan sarana prasarana pendidikan yang tidak bisa ditunda.
Hal ini juga dilakukannya dalam bidang pekerjaan umum.

Untuk mengantisipasi kesalahan yuridis yang mungkin terjadi
dikemudian hari, maka Pemerintah Kota Kupang mengambil
langkah dengan membuat surat kepada kejaksaan dan kepolisian
bahwa pelaksanaan anggaran tahun yang bersangkutan
menggunakan juknis tahun sebelumnya. Untuk itu, sejak tahun
2012, Pemerintah Kota Kupang lebih memperhatikan ketepatan
waktu pembuatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD,
diantaranya dengan memberikan sanksi kepada SKPD yang
terlambat menyampaikan DPA.

Selain itu, ujar Daniel Adoe, Pemerintah Kota Kupang telah
mencanangkan strategi untuk mengantisipasi penyerapan
anggaran yang menumpuk di triwulan akhir dengan cara-cara
pembenahan administrasi DPA, membangun sistem pengawasan
anggaran, mengirim tenaga untuk ikut sertifikasi pengadaan
barang dan jasa, serta konsolidasi setiap dua bulan oleh Tim
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk evaluasi progres
kegiatan di tiap-tiap SKPD baik untuk realisasi pendapatan mapun
belanja.

Secara khusus, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah,
Drs. Amdjat Lawasa, MM mengungkapkan keinginannya untuk
memperbaiki proses pengadaan barang dan jasa, khususnya
akan menggunakan Unit Layanan Pengadaan, mengeluarkan
kebijakan untuk memperlancar pengadaan barang dan jasa,
seperti memberi batas waktu kapan pelelangan harus sudah
dilaksanakan, serta memperbaiki cara pembayaran.

Sementara itu, Sekretaris Kabupaten Donggala, Drs.
Kasmuddin H, Msi,mengharapkan adanya perbaikan dalam
proses penerbitan Juknis pelaksanaan DAK di masa mendatang.
Salah satunya yaitu adanya sosialisasi terlebih dahulu tentang
Juknis DAK, walaupun masih dalam bentuk draft. Jadi, instansi
penerima DAK bisa mempercepat proses penganggarannya.
Selain itu, Juknis diharapkannya tidak terlalu detail agar mudah

Sekretaris
Daerah Provinsi
SulawesiTengah, |
Drs. Amdjat
Lawasa, MM
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dilaksanakan di daerah-daerah yang kondisinya berbeda-beda.

Terkait pengadaan barang dan jasa, ia akan mengeluarkan
kebijakan untuk memperlancar seperti proses tender yang
diharapkan pada bulan April sudah selesai dilaksanakan. “Di
Donggala, juga terjadi hambatan pada pembentukan ULP (Unit
Layanan Pengadaan) sehingga mengakibatkan penumpukkan
belanja di triwulan terakhir tahun 2011 yang lalu. Untuk
menjaga kualitas dan mencegah resiko penyerapan anggaran,
sesuai rentang kendali dari tiap SKPD, telah dibentuk tim
monitoring untuk pengendalian dan sesudahnya dilakukan
pertemuan setiap bulan. Biasanya, proses tender mulai
dilakukan pada bulan Mei atau Juni, namun untuk tahun ini
diharapkan bisa dipercepat pada bulan April"ungkapnya

Satu solusi yang cukup menarik disampaikan Sekretariat
Daerah Kota Batam, Agussahiman, yaitu pemisahan pekerjaan
design dengan Fisik. Untuk kegiatan fisik dengan alokasi
dana yang cukup besar, pelaksanaan kegiatan design dengan
pelaksanaan fisik dipisah. Artinya, untuk kegiatan design atau
perencanaan dilaksanaan satu tahun sebelum kegiatan fisik
dilaksanakan. Di samping itu, Pemkot Batam juga membentuk
tim evaluasi penyerapan anggaran untuk memantau tingkat
penyerapan dan permasalahan-permasalahan yang ditemukan
terkait penyerapan untuk dicarikan solusi terbaiknya.

Di samping itu, ia juga melakukan rapat koordinasi dengan
seluruh SKPD terutama untuk dinas-dinas yang mengelola
anggaran cukup besar. Pihaknya juga selalu melakukan evaluasi
secara intens terutama terkait persoalan-persoalan yang

dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yang berpotensi masalah.

Lebih lanjut, ia berharap agar pemerintah pusat terutama
para penyidik dan auditor harus memahami kondisi yang
dihadapi daerah. Menurutnya, meskipun seluruh aturan
dalam Keppres diikui, jika ada pengaduan tetap saja diproses
oleh penyidik. “Bener saja salah, apalagi salah” tegasnya
menggambarkan situsi sulit yang harus dihadapi daerah.
Namun, menurutnya lagi, jika melihat urut-urutan proses
pengadaan barang dan jasa, sangat mungkin terjadi
penyerapan anggaran pada triwulan 4. la mencontohkan,
triwulan 1 dan 2 tahap perencanaan, triwulan 2 dan 3 tahap
lelang, dan triwulan 4 pelaksanaan.

Lebih lanjut, Kadis Pendidikan dan Olahraga Provinsi
NTB,Drs. H. Lalu Syafii M.Pd, mengatasi hambatan penyerapan
anggaran dengan melakukan koordinasi secara intensif
dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dan
sekolah-sekolah dan melakukan perbaikan perencanaan seperti
penyusunan program kerja/jadwal kegiatan dan rencana
penyerapan anggaran. Selanjutnya, setiap bulan Kepala
Dinas Pendidikan dan Olahraga melaksanakan monitoring
dan evaluasi serta pembinaan secara rutin, terkait daya serap
anggaran dan sebagai media untuk pemecahan permasalahan
yang ada.

Syafii berharap agar pemerintah pusat melakukan

Kepala Biro Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat,
Drs. H. Supran, MM,
berbagai langkah, diantaranya,
mempercepat diterbitkannya
dokumen anggaran, pedoman, juklak/
juknis, menyegerakan kegiatan
koordinasi program kegiatan untuk
mendapatkan kesamaan persepsi,
dan penyederhanaan prosedur revisi
anggaran dan pencairan dana.
Kepala Dinas Kesehatan Kota
Pangkal Pinang, Magdalena
Siregar, menyikapi persoalan
penyerapan anggaran sebagai
tantangan tersendiri. Sebagai unit
teknis, Magdalena menyebutkan

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkal Pinang,
Magdalena Siregar
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epala Bagian Keuangan, Kota Batam, Abdul Maliki

persoalan lemahnya perencanaan
sebagai salah satu persoalan yang

perlu mendapat perhatian serius. Di
samping itu, keterbatasan sumber daya
manusia yang memahami mekanisme
pengelolaan anggaran juga menjadi
persoalan tersendiri. Untuk itu, pihaknya
sangat berharap ada pihak lain seperti
BPKP yang dapat membantu pemerintah
daerah baik dari aspek perencanaan,
pelaksanaan, maupun evaluasi.

Dari aspek pengelolaan anggaran,
Kepala Biro Keuangan Provinsi Nusa
Tenggara Barat, Drs. H. Supran, MM,
menyebutkan perlunya sinkronisasi
anggaran kas dengan time schedule

spektorat Kota Batam, Hartoyo

kegiatan SKPD.

Menurutnya, jika selama ini Satuan Kerja Pemerintah
Daerah (SKPD) membagi rata pagu setiap triwulannya, saat
ini tidak demikian lagi. Sejak tahun 2011, ia selalu mengawali
tahun anggaran dengan mengumpulkan semua SKPD dan
menyampaikan anggaran kas pertriwulan. Anggaran kas yang
dimaksudnya adalah rencana penyerapan anggaran yang
menggambarkan ketersediaan kas di kas daerah. Selanjutnya, ia
meminta agar setiap SKPD menyeseuaikan rencana kegiatannya
atau time schedule kegiatan dengan anggaran kas tersebut.
Tahun 2011, ia menetapkan pola 15:30:35:20 sedangkan untuk
tahun 2012, pola 20:30:30:20. Dampaknya cukup dirasakan
bukan hanya SKPD dan Biro Keuangan, tetapi juga pihak bank.
“Jika sebelumnya, harus lembur di tanggal 31 Desember maka
sekarang tanggal 20 Desember sudah relatif santai.” ungkapnya.

Menurutnya, Biro Keuangan harus ketat menjaga cash flow
yang menyiratkan secara pasti antara time schedule dengan
anggaran kas. Jika terdapat perubahan time schedule pada
SKPD, biasanya tetap ada perlakuan khusus sepanjang ada
penjelasan yang logis terutama untuk kegiatan-kegiatan
prioritas dan strategis.

Namun, ia juga tidak bisa memungkiri, masih terdapat
kendala yang berpengaruh signifikan terhadap cashflow yaitu
terkait dana transfer bagi hasil yang diterima secara triwulanan
dari Kementerian Keuangan atau Dirjen Perimbangan
Keuangan Daerah. Padahal, untuk Prov NTB, porsi dana transfer
merupakan komponen terbesar dari sumber pembiayaan atau
60% dari total penerimaan APBD.

Selama ini, pemerintah Prov NTB selalu menerima dana
transfer tepat diakhir triwulan seperti tanggal 27 atau 28
Maret untuk triwulan pertama dan yang membuatnya ketar-
ketir adalah pada triwulan keempat tepat tanggal 28 atau
29 Desember, Sementara pihaknya harus mempersiapkan
penerbitan SP2D dan yang pasti menurutnya adalah desakan
dari seluruh SKPD. Padahal, menurutnya, Biro Keuangan selama
ini selalu ingin menjaga komitmen dengan SKPD terkait disiplin
penyerapan anggaran. Ke depan, ia menyarankan agar dana
transfer dapat diterima minimal minggu terakhir bulan pertama
dari setiap triwulan sehingga cash flow daerah dapat lebih
realistis.

Pendapat senada juga disampaikan Abdul Maliki, Kepala
Bagian Keuangan, Kota Batam, terutama terkait penerimaan
dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
Sebaiknya, lanjut Malik, baik rencana alokasi yang tertuang
dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang alokasi dana
transfer daerah dapat diterima sebelum pengajuan RAPBD se-
hingga rencana penerimaan pada RAPBD dapat lebih akurat. Di
samping itu, untuk penyalurannya, jangan selalu dipenghujung
bulan setiap triwulannya.Hal tersebut, menurutnya, sangat
mengganggu anggaran kas yang telah disusun pemerintah
daerah. Langkah yang dapat ditempuh untuk mendukung
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upaya optimalisasi penyerapan anggaran sebagaimana
disampaikannya adalah melalui disiplin penyerapan anggaran
terutama oleh para SKPD.

Peran APIP dalam Mengawal Penyerapan Anggaran

Berbagai upaya juga telah dilakukan oleh para APIP, baik
inspektorat maupun BPKP untuk mendorong optimalisasi
penyerapan anggaran. Untuk itu, Inspektur Kota Batam,
Hartoyo, melakukan langkah evaluasi secara rutin atas
penyerapan anggaran. Tim evaluasi penyerapan anggaran
yang terdiri dari Inspektorat, Bagian Keuangan, Bappeda, dan
Asisten 2 dan 3 melakukan evaluasi penyerapan anggaran
terutama untuk kegiatan-kegiatan yang krusial, untuk dicarikan
solusi yang paling tepat. Peran tim ini menurutnya cukup
penting. Bahkan, jika ada sanggahan dari peserta lelang, SKPD
berkewajiban menyampaikan tembusannya ke Inspektorat.
Berdasarkan pengalaman, tim ini pernah meminta SKPD untuk
membatalkan lelang karena memang kesalahan panitia.

Saat ini, menurutnya, Pemerintah Provinsi telah mulai
melibatkan Aparat Inspektorat dalam melakukan pemantauan,
pemeriksaan, dan pengendalian mulai dari proses
perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan. APIP
diharapkan menjadi partner untuk melakukan pencegahan
dini dan mendeteksi permasalahan sebelum membesar. Jika
eksternal auditor masuk, semua sudah baik. Kita perlu juga
membangun komunikasi antara Inspektorat dengan SKPD
lainnya agar terdapat persepsi yang sama terhadap penerapan
peraturan. Selanjutnya, APIP harus membangun Sistem
Pengendalian Intern yang andal. Kalau SPInya baik, tentunya
akan lebih mudah. Semua prosedur dan mekanisme akan bisa
berjalan dengan baik’kata Amdjat.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT, DR.
Bonardo Hutauruk, dalam kapasitasnya sebagai perpanjangan
tangan BPKP di daerah juga secara terus menerus mendorong
optimalisasi penyerapan anggaran di Provinsi NTT, diantaranya
dengan melakukan sosialisasi Penyerapan Anggaran
yang dibungkus dengan Akuntabilitas Keuangan Negara.
Penyerapan anggaran, menurutnya, masih merupakan masalah
di Indonesia. Hal yang paling sederhana menurutnya adalah
penyerapan anggaran selalu dikebut di akhir tahun.

la menyadari, terdapat persoalan-persoalan yang berada
diluar kendali pemerintah daerah bahkan BPKP. Meskipun
demikian, BPKP Perwakilan NTT terus berupaya untuk
mensupport Pemerintah Daerah di Prov NTT, bahkan mulai dari
penetapan anggaran, realisasi anggaran, pertanggungjawaban,
serta pelaporan. Hal ini dilakukan agar anggaran dapat terserap
secara efisien dan efektif. “Hasil evaluasi BPKP terhadap
penetapan anggaran juga sebagai upaya mendorong
agar anggaran ditetapkan lebih cepat dari tahun-tahun
sebelumnya."ungkapnya.

Terbukti, tahun ini, menurut Bonardo, dari 22 Kab/kota

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT, DR. Bonardo Huta

yang ada di Prov NTT, sebanyak 12 Kab/
Kota, APBD-nya telah ditetapkan sebelum
bulan Desember. Dengan lebih cepatnya
anggaran disetujui, maka otomatis
realisasi anggaran juga bisa lebih cepat
dilaksanakan.

Tidak sampai disitu saja, lanjut
Bonardo, BPKP Prov NTT juga
mendorong semua Pemda untuk segera
bisa merealisasikan anggarannya,
khususnya kalau BPKP NTT pergi ke
daerah-daerah dalam rangka Sosialisasi
Akuntabilitas. “Kita mendorong tender
atau perencanaan untuk pengadaan
khususnya belanja modal bisa dimulai
pada bulan Februari, agar pada bulan
Maret atau April bisa dilaksanakan tender,
sehingga sebelum akhir tahun anggaran
semua bisa selesai.’jelasnya.

Bahkan, di saat
pertannggungjawaban, BPKP juga
menyosialisasikan, bagaimana cara
pertanggungjawaban yang benar sampai
dengan pelaporan. Saat pelaporan,
BPKP juga melakukan pendampingan,
sehingga nantinya, akan kelihatan
dimana anggaran-anggaran yang tidak
dilakukan sesuai dengan posnya, serta
memberikan masukan supaya bisa di
lakukan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

“Memang secara spesifik untuk masu
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Kepala Perwakilan BPKP Kepulauan Riau, Sudiro

ke dalam penyerapan anggaran itu sendiri
tidak dilakukan oleh BPKP, tapi dalam
sosialisasi akuntabilitas kami masukkan
pesan-pesan agar segera merealisasikan
anggaran secara maksimal sesuai dengan
ketentuan yang berlaku” kata Bonardo.
Hal senada juga disampaikan Kepala
Perwakilan Kepulauan Riau, Sudiro. Sejak
mengawali tugasnya sebagai Kepala
Perwakilan Kepulauan Riau, beliau selalu
memanfaatkan kunjungannya ke Provinsi/
kabupaten/kota. Ketidaktahuan para
penyelenggara di daerah akan penting-
nya efektivitas penyerapan anggaran,
menurutnya, menjadi bagian dari tugas
BPKP untuk terus mengingatkan. Memang,
cara kita mengingatkannya harus dengan
cara yang membumi, seperti dampak
rendahnya penyerapan anggaran
terhadap pertumbuhan ekonomi di
daerah. Selanjutnya, ia juga memprakarsai
didirikannya FORBES APIP di Provinsi
Kepulauan Riau. Pembentukan FORBES
APIP Kepri, lanjutnya, dapat dimanfaatkan
sebagai media untuk mengingatkan
teman-teman APIP di daerah untuk ikut
mendorong good governance, termasuk
penanganan rendahnya penyerapan
anggaran.

Secara umum, menurutnya, kecen-
derungan lemahnya penyerapan anggaran
da empat, pertama, perencanaan yang

kurang matang atau dalam penyusunan perencanaan

tanpa didukung kerangka kerja yang jelas. Kedua,

terlambatnya pengesahan DIPA. Ketiga, panitia pengadaan,
baik pejabat pengadaan dan PPK masih banyak yang belum
memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa, karena
memang lulusnya susah. Akibatnya, menurutnya, timbul
kegamangan. Kondisi ini menurutnya, justru menyulitkan
pemerintah untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran.

“ Di tunjuk salah, karena sertifikatnya tidak ada, namun,

jika harus menunggu pegawai yang sudah ada sertifikasi,

anggaran tidak akan berjalan"jelasnya. Langkah lain yang
dilaksanakan ia bersama jajarannya adalah memberikan
solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam rangka
penyerapan anggaran dalam berbagai kegiatan baik atas
inisiatif Pemerintah Daerah maupun BPKP.

Berbagai persoalan terkait penyerapan anggaran
yang diutarakan oleh pemerintah daerah, dapat menjadi
cerminan bahwa penyelesaian permasalahan penyerapan
anggaran harus dilaksanakan secara sistemik dan
menyeluruh. Bahkan Menteri Keuangan telah menyusun 6
langkah strategis terkait optimalisasi penyerapan anggaran,
yaitu:

1) Penyusunan rencana kegiatan dan rencana pencairan
anggaran yang sistematis dan realistik, yang meliputi,
perencanaan pengadaan, kegiatan, dan penarikan dana.

2) Penunjukan pejabat pengelola anggaran lebih awal
sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi terjadwal

3) Mempercepat proses pengadaan

4) Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis anggaran
kepada seluruh satuan kerja termasuk satuan kerja
instansi vertikal

5) Pelatihan sertifikasi pengadaan barang dan jasa yang
dilaksanakan di awal tahun

6) Melakukan monitoring dan evaluasi anggaran secara
terus-menerus setiap bulan untuk mengetahui
penyerapan anggaran berserta permasalahan yang
terjadi.

Selain itu, berdasarkan arahan Presiden RI, pemerintah
juga telah membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan
Pelaksanaan Anggaran, yang terdiri dari Wakil Menteri
Keuangan, dan Kepala BPKP. Kepala Unit Kerja Presiden
bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
(UKP4), yang memiliki tugas memantau penggunaan
APBN 2012 di setiap Kementerian/Lembaga, dan
Pemerintah Daerah. Melalui langkah-langkah tersebut di
atas, diharapkan persoalan yang dihadapi daerah terkait
penyerapan anggaran dapat segera diatasi dan tidak akan
terjadi ditahun 2012 dan tahun berikutnya.

Satu hal yang juga penting adalah bagaimana
pemerintah dapat meningkatkan kualitas penganggaran.
Artinya, setiap pengeluaran negara harus diimbangi
dengan kinerja pelayanan yang maksimal®

(Tim WP)
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Jangan Sekedar Atribut

encana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM)
telah menargetkan seba-
nyak 60 % pemerintah dae-
rah memperoleh opini WTP pada
tahun 2014. Dengan waktu tersisa
tidak lebih 3 tahun lagi, sepertinya
perlu ekstra effort dari seluruh
pemerintah daerah termasuk
Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari
13 kabupaten/kota yang ada di
provinsi tersebut, baru 1 LKPD yang
memperoleh opini WTP.

Salah satu upaya yang coba
dilakukan Provinsi yang dikenal
dengan kerajinan emas nan me-
narik yaitu dengan menggelar
acara penandatanganan Deklarasi
pembentukan Forum Komunikasi
Akuntabilitas Keuangan Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara serta
Kesepakatan Peningkatan Kualitas
LKPD TA 2012 untuk Menuju Opini
WTP, bertempat di Kendari, Selasa
28 Februari 2012, lalu.

Acara yang diikuti oleh seluruh
bupati/walikota se Sulawesi Teng-
gara serta pimpinan SKPD se
Sultra ini didahului pembacaan
deklarasi oleh Gubernur Sulawesi
Tenggara Nur Alam diikuti oleh
para Bupati dan Walikota, di de-
pan Deputi Kepala BPKP Bidang
Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Wt
‘.

y FPenandatanganan Ke sepalkatan e
Bualitas LH [ ]

Iman Bastari, Irjen Kementerian
Dalam negeri Maliki Heru Santosa,
Auditama VI BPK Abdul Latief,
Dir BMN Dirjen Kekayaan Negara
kemenkeu Dedi Syarif Usman, serta
kepala Perwakilan BPKP Sulawesi
Tenggara Arman Sahri Harahap.
Keberlanjutandeklarasitersebut,
menurut Gubernur Sulawesi Teng-
gara, Nur Alam harus diikuti oleh
action plan yang nyata. Tetapi
yang paling penting, lanjutnya,
adalah komitmen seluruh kepala
Daerah dan diikuti komitmen
seluruh Kepala SKPD. Forum ini,
dimaksudkan sebagaiwadah diskusi
penyelesaian permasalahan dalam
rangka memperoleh WTP serta
permasalahan-permasalahan lain
yang ditemukan terkait pengelolaan
keuangan negara. “Sasaran untuk
memperoleh WTP bukan hanya
sekedar memperoleh atribut WTP,
akan tetapi jauh lebih penting
adalah tata kelola keuangan yang
akuntabel dan transparan,’jelasnya.
Dalam kesempatan itu juga Nur
Alam mengingatkan Bupati dan
walikota agar menindaklanjuti
Inpres No. 4 tahun 2011 tentang
percepatan peningkatan akun-
tabilitas keuangan negara yang
antaralainmenginstruksikan kepada
Kepala Daerah agar meningkatkan

o per
Nl 78 Fehrus
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Foto Bersama Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam (no. 7 dari kanan) bersama Irjen Kemendagri, Maliki Heru Santosa (no. 7 dari
kiri), Deputi Kepala BPKP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Iman Bastari (no. 6 dari kiri), Kepala Perwakilan BPKP Prov.
Sultra, Arman Sahri Harahap (no. 5 dari kiri) Auditama VI BPK, Abdul Latief (no. 4 dari kiri) dan para Bupati dan Walikota Se Sultra
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akuntabilitas keuangan negara
melalui pengelolaan keuangan
negara yang efektif, transparan dan
akuntabel dan lebih mengefektifkan
pengawasan intern di lingkungan
masing-masing. Selain itu, Inpres
tersebut menginstruksikan juga
agar BPKP secara aktif memberikan
pemahaman kepada seluruh kepala
daerah untuk menjalankan best
practices pengelolaan keuangan,
meningkatkan kepatuhan pada
peraturan Perundang-undangan ,
serta meningkatkan kualitas laporan
keuangan sebagaimana telah ber-

langsung selama ini.
Halsenadajugadisampaikan Iman
Bastari. Sebagai bentuk tanggung
jawab BPKP atas terwujudnya tata
kelolapemerintahanyang baik,iadan
jajarannya selalu siap memberikan
dukungan atas segala upaya menuju
ke arah tersebut. Sebagai tindak
lanjut dari pertemuan tersebut,
Iman juga mendorong semua pi-
hak yang tergabung dalam forum
untuk segera menyusun langkah
nyata (action plan), sebagai bentuk
komitmen untuk meningkatkan
kualitas Laporan Keuangan dan
secara periodik mengevaluasi efek-
tivitas setiap tahapan sehingga
forum ini tidak hanya sebatas acara

seremonial belakall
(suhadril)
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r . Wakil Walikota Pangkal Pinang, H:Malikul Amjad

e

* Mengawali Pembangunan Kota
“idengan Pendidikan

Ry Lhr
Y riglrajlké Kota Pangkal Pinang yang
k 204.000 jiwa ternyata memiliki
dang pendidikan. Sejalan dengan
dnya Kota Pangkal Pinang sebagai
dan Jasa” maka prioritas di bidang
ber daya manusia sangatlah mutlak
i pertumbuhan dan pembangunan
Belitung yang demikian pesat,
ikota Pangkal Pinang, H. Malikul
didukung SDM yang mumpuni,
batu sandungan tersendiri dalam
a Pangkal Pinang 2008-2013.

asih mencanangkan wajib belajar
d, maka Kota Pangkal Pinang telah
kan wajib belajar 15 tahun. Salah
itas menurutnya adalah sister city
pakan media pertukaran informasi
idikan dan kebudayaan dengan
g sudah berhasil dalam bidang
angkal Pinang mencoba menggali
ces manajemen pendidikan, seperti
sia sampai negara China. Setelah
n untuk menerapkannya dalam
an di Kota Pangkal Pinang,” Jelasnya.
njalin kerjasama dengan universitas
seperti ITB, Ul, UGM untuk mendidik
di Kota Pangkal Pinang, mulai dari
D3 atas beban pemerintah.

ti era teknologi yang kian gencar,
endorong masyarakat untuk melek
, salah satunya dengan melaunching
ity yang telah diresmikan secara
teri Pendidikan Nasional pada tahun
tu inovasi juga telah menghantarkan
ng memperoleh rekor MURI yaitu
Je 1000 laptop. Kepedulian peme-
eknologi juga diimplementasikan

melalui penyediaan fasilitas wi-fi pada seluruh lembaga
pendidikan baik negeri maupun swasta.

Menurut Amjad, hal yang paling sulit adalah me-
munculkan kesadaran masyarakat akan pentingnya
pendidikan ditengah himpitan ekonomi. Oleh karena
itu, pemerintah secara intens memotivasi para orang
tua murid untuk terus menyekolahkan anaknya.”
Jika tidak ada biaya, maka pemerintah yang akan
menanggung biaya pendidikannya."ungkap Amjad.
Program pendidikan yang cukup inovatif adalah dengan
memprioritaskan pendidikan berbasis kebutuhan yaitu
pendidikan lebih diorientasikan untuk menghasilkan
siswa didik yang sesuai dengan kualifikasi kebutuhan
pasar.

Saat ini, Kota Pangkal Pinang telah berhasil mene-
rapkan komposisi 40:60 menuju 30:70 dari target
pemerintah 60:40. Artinya, 40% lulusan SLTA Umum dan
60% lulusan SLTA Bidang Kejuruan. Saat ini, Kota Pangkal
Pinang telah memiliki 5 Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK), yaitu SMK Teknik, SMK Ekonomi, SMK Pariwisata,
SMK Pelayaran dan Perikanan, dan SMK Farmasi. Untuk
mendistribusikan lulusan sekolah kejuruan tersebut,
lanjut Amjad, pemerintah juga telah menjalin kerjasama
dengan dunia usaha. “Melalui kerjasama tersebut,
lulusan SMK dapat langsung memperoleh pekerjaan.
Bahkan, sebelum lulus sudah dipesan oleh berbagai
dunia usaha,’ tegasnya.

Untuk menjaga kualitas pendidikan di Kota Pangkal
Pinang, hampir sebagian besar di sekolah negeri di
Kota Pangkal Pinang telah melalui proses ISO yang
dilaksanakan oleh Tuv Nord.

Berbagai inovasi yang telah dilaksanakan oleh Kota
Pangkal Pinang setidaknya dapat memberi gambaran
bagaimana Kota Pangkal Pinang telah menempatkan
sumber daya manusia sebagai investasi yang paling
potensial untuk memajukan Kota Pangkal PinangH

(RTE/Nani/lsna/Tine)
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P "Jangan Asal WTP

Target 60% pemerintah daerah memperoleh penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dari BPK Rl sebagaimana
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan
bagian dari tugas APIP yang salah satunya BPKP.

al tersebut disadari oleh Kaper Bangka

Belitung, Nasmifida. Terlebih, saat ini, dari

8 kabupaten/kota yang ada di Provinsi

Bangka Belitung, baru 1 kabupaten yang
memperoleh WTP, yaitu Kabupaten bangka Tengah.
Namun, Nasmifida tidak menginginkan asal WTP atau
WTP-WTP-an.

Untuk itu, langkah awal yang dilakukannya adalah
dengan membangun infrastruktur menuju WTP, mulai
dari peningkatan kapabilitas sumber daya manusianya
baik pengelola keuangan maupun Inspektoratnya,
membangun dan memfasilitasi terbitnya regulasi
terkait pengelolaan keuangan di daerah, mulai dari
Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perda
tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah,
Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah. Selanjutnya
adalah implementasi atas infrastruktur yang sudah
dibangun. la juga mendorong sinergitas antara
BPKP dan Inspektorat di daerah untuk mengawal
pengelolaan keuangan daerah. la juga mendorong
Inspektorat Daerah untuk memperbaiki pola audit
dengan berorientasi pada kebutuhan pengguna.

Yang cukup menjadi kendala bagi BPKP di daerah
dalam mendorong perolehan opini WTP sebagaimana
disampaikan Nasmifida adalah belum munculnya
kepedulian yang merata dari seluruh Pemerintah
Daerah akan pentingnya pernyataan pihak eksternal
atau BPK atas penyajian laporan keuangan sebagai
wujud pertanggungjawaban kepada publik.” Sebagian

pemerintah daerah masih menyikapi regulasi
sebagai sesuatu yang bersifat formatif. Padahal
Pemerintah Daerah harus perduli pada aturan baik
yang diterbitkan pemerintah pusat maupun yang
dibangunnya sendiri."jelasnya.

Sebagai contoh, implementasi sistem
pengendalian intern yang merupakan salah satu
kriteria penilaian BPK RI, masih dipandang sebagai
sesuatu yang normatif. Padahal, lanjutnya, penerapan
Sistem Pengendalian Intern yang kuat dapat
meminimalkan risiko penyimpangan dan pada
akhirnya akan mendatangkan trust dari masyarakat
kepada pemerintah.

Meskipun reaksi yang diterima BPKP cukup
beragam, namun, ia dan jajarannya, tidak henti-
hentinya mendorong pemerintah daerah untuk
membangun sistem pengendalian intern yang
handal.” Saat melakukan sosialisasi atas sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau
SAKIP, pihaknya selalu mengenalkan urgensi
dari dibangunnya sistem pengendalian intern
pemerintah, terutama terkait pentingnya komitmen
dan kompetensi aparatur. Di samping hal tersebut,
BPKP Perwakilan Provinsi Bangka Belitung juga
menjalin hubungan yang harmonis dengan seluruh
instansi vertikal lainnya, seperti instansi penyidik dan
BPKRIm

(RTE/Nani/lsna/Tine)
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Bagi seorang jurnalis, melakukan perjalanan ke berbagai daerah terkadang menghasilkan
sesuatu yang tidak terduga. Saat meliput sebuah peristiwa, atau melakukan wawancara
dengan seorang tokoh, jurnalis terkadang mendapatkan hal-hal yang dapat mendatangkan
inspirasi. Hal ini dialami oleh jurnalis Warta Pengawasan saat mewawancarai dua sosok
tokoh daerah yangbaru-baru ini menjadi kandidat walikota terbaik se dunia, yaitu Walikota
Solo, Jokowi, dan Walikota Surabaya, Risma. Dari pertemuan dengan kedua pejabat itu,
kita mendapatkan sebuah contoh nyata, bagaimana besarnya pengaruh sebuah ketulusan
Pemimpin terhadap efektivitas sebuah Pemerintahan.

adatnya deretan prestasi dan penghargaan yang diperoleh Kota Solo dan Kota Surabaya selama

tiga tahun terakhir, menjadi motivasi bagi Warta Pengawasan untuk mewawancarai kedua

pemimpinnya. Hasil pembangunan kedua kota tersebut telah dirasakan masyarakatnya dan tidak

terbatas pada bidang pengelolaan keuangan negara saja, namun mencakup bidang pembangunan
lainnya, seperti pelayanan publik, teknologi informasi, lingkungan hidup, dan sebagainya. Dalam benak
kami, tentu akan menjadi artikel yang menarik jika Warta Pengawasan mendapatkan informasi tentang
kiat-kiat kedua pejabat ini dalam mencapai hal tersebut. Terbayang, sebuah wawancara dengan sosok
yang ‘smart’, agung, dan berwibawa.

Sesaat wawancara dimulai, dalam sekejap bayangan tersebut sirna ketiga kedua tokoh itu menjawab
pertanyaan Warta Pengawasan pada dua kesempatan yang berbeda. Alih-alih menjumpai seorang tokoh
yang agung dan berwibawa, kesan yang muncul justru sebuah figur yang amat sederhana, lugu, dan
bersahaja. Tidak ada sedikitpun kesan agung sebagai sosok pejabat yang berwibawa dan ‘jaim’ dengan
berbagai perangkat diri yang menunjukkan kebesaran dirinya. Berbincang dengan mereka seperti‘ngobrol’
dengan rekan setara tanpa ada jarak dan protokoler yang berlebihan. Gaya bahasanya ‘biasa-biasa’ saja
hingga mudah dipahami oleh siapapun lawan bicaranya.

Saat Warta Pengawasan menanyakan pada Jokowi, apa kiat-kiat kepemimpinannya hingga Kota Solo
bisa menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan secara efektif? Dengan suara yang lembut khas
Solo, Jokowi menjawab, “Aduh dik.. kiat-kiat apa tho..? Ya ndak ada kiat apa-apa.. sebagai pemimpin itu
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sederhana dan simpel. Kita hanya perlu mengetahuiapa
yang dirasakan dan apa yang dibutuhkan masyarakat
kita.. Ini soal kkmampuan untuk melihat dan mendengar
dengan sungguh-sungguh keinginan dan kebutuhan
rakyat.. itu hanya akan kita dapatkan kalau kita sering
bertemu dan berdialog dengan mereka.’Lalu ia bercerita
bagaimana ia bertemu puluhan kali dengan para
pedagang kaki lima ketika akan menertibkan taman kota
dan pedestrian kota. Sejarah kemudian mencatat, Kota
Solo sebagai kota yang dapat menertibkan pedagang
kaki limanya secara aman dan damai tanpa gejolak
sedikitpun, dan dijadikan bahan kajian oleh berbagai
lembaga nasional dan internasional.

Demikian juga dengan Risma saat ditanyakan hal
serupa. Dengan gaya bicara terbuka khas Surabaya,
Risma menjawab, “Wah.. Saya ini tahunya hanya bekerja
dik... Saya gak ngerti politik-politikan.. Yang penting saya
bekerja secara terukur. Hampir tiap sore saya berkeliling
kota melihat secara langsung kondisi Kota Surabaya

hingga larut malam bahkan terkadang sampai jam 4
pagi. Saya menemui pedagang-pedagang, saya melihat
saluran air, saya melihat PSK-PSK.. Saya harus mengetahui
kondisi mereka karena itu semua tanggung jawab saya.
Bagi saya, yang penting bagaimana membuat mereka
semua terangkat dari kesulitan”. la menjawab dengan
sesekali menyeringai kesakitan sambil memegang
tangannya yang patah dan masih dibalut perban akibat
terjatuh saat melakukan inspeksi kondisi saluran air.

Jawaban sederhana kedua tokoh ini cukup menge-
jutkan. Bayangan semula bahwa Warta Pengawasan akan
mendapatkan jawaban berupa konsep pembangunan
dan teori-teori modern manajemen pemerintahan
langsung lenyap seketika. Ternyata yang muncul adalah
sebuah pemikiran sederhana seorang pemimpin. Bagi
mereka, yang penting dapat memenuhi keinginan
dan memecahkan masalah yang tengah dihadapi
rakyatnya.

Kesederhanaan kedua tokoh ini sering kalimembuat

SEPUTAR kita

hati masyarakatnya tersentuh. Pilihan Jokowi untuk
menggunakan mobil esemka sebagai kendaraan dinas
telah memotivasi masyarakat untuk terus berkarya.
Walaupun beberapa sorotan negatif menuju ke arahnya,
namun tindakan itu setidaknya menjadi bentuk
penghargaan dan perlindungan seorang pimpinan
terhadap karya dan kreativitas masyarakatnya. Suatu
yang sangat dibutuhkan masyarakat saat ini dari
pimpinannya.

Demikian juga dengan Risma. Ketika berkeliling
kota untuk melakukan inspeksi, la seringkali membawa
serta beras dan gula di mobil dinasnya. Hal ini dilakukan
berdasarkan pemikiran sederhana, “kalau dahulu
Khalifah Umar sering diam-diam memanggul beras
untuk disampaikan pada rakyatnya yang kelaparan,
lalu apa yang bisa saya lakukan? Saya tidak mungkin
memanggul beras. Ya sudah saya bawa beras saja pakai
mobil dinas saja,” ungkapnya.

Kesan mendalam dari pertemuan dengan kedua

pejabat ini adalah munculnya sebuah pandangan
bahwa kedua pemimpin ini bukan mengandalkan
‘kepandaian’ atau ‘kewibawaan’ untuk membangun.
Senjata utama kedua tokoh ini adalah sebuah ketulusan
dan kebersihan hati dalam bekerja. ‘Semua untuk
memenuhi kebutuhan rakyat;‘bekerja dengan hatiyang
bersih’dan’menghindarkan diri dari konflik kepentingan’
selalu mewarnai setiap langkah yang diambil. Sikap
tersebutlah yang ternyata menjadi sebuah kekuatan
besar yang mendorong terwujudnya penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan yang efektif. Ditengah
hiruk pikuk kehidupan masyarakat yang cenderung
narsis dan sibuk menunjukkan kedigdayaan diri, kedua
figur ini justru menunjukkan kekuatan dari sebuah
ketulusan seorang pemimpin. Mereka tidak peduli
dikatakan bodoh atau naif, yang penting adalah bekerja
untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi
rakyatnya. Sebuah inspirasi yang menarik®

(triwib)
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— SEPUTAR kita

Ketut Suadyana Merada(Kepala Perwakilan BPKP Papua)
dari Juru Ketik hingga Kepala Perwakilan

“Saya juga tidak menyangka, hidup saya bisa seperti sekarang ini. Hidup saya mengalir saja.
Kuncinya Tidak boleh pasrah, do the best, hasilnya, serahkan saja kepada Tuhan. Di dalam
agama manapun, diajarkan kerja itu ibadah.

“Bersemangat, dan humoris begitulah yang tampak
dari sosok seorang Ketut Suadyana Merada. Siapa
menyangka, beliau, yang kini menjabat Kepala Perwakilan
BPKP Provinsi Papua, yang sebelumnya di Perwakilan
BPKP Provinsi NTB, dulunya adalah seorang juru ketik.
Saat pertama kali bergabung dengan BPKP, Ketut bekerja
sebagai juru ketik tagihan deklarasi akuntan, waktu
itu hanya dibayar Rp 125 perjam. Seiring berjalannya
waktu, perubahan-perubahan pun terjadi. Ketut yang
pernah duduk sebagai mahasiswa ITB Bandung, terus
memendam keinginan untuk sekolah lagi.

Ketika Ketut ditawari untuk melanjutkan sekolah oleh
atasannya, tawaran tersebut tidak disia-siakan olehnya.
Ketut pun mendaftar kuliah, dan diterima di D3 Akuntansi
UNAIR. Berbeda dengan teman-teman sekantornya yang
diperbolehkan sekolah pagi, Ketut hanya diizinkan kuliah
di sore hari.

Selama melaksanakan tugas, banyak kisah menarik
dan juga suka-duka yang dialami oleh ketut. “Ketika
penempatan di Kupang, saya berniat mengundurkan
diri karena berat untuk meninggalkan keluarga. Waktu
itu, saya dinasehati oleh atasan saya. Setelah konsultasi
dengan istri, akhirnya saya jalani bekerja di sana. Awalnya
sulit, setelah 3 bulan ternyata semua baik-baik saja.

Akhirnya, saya tarik lagi surat pengunduran diri
saya. Saya dinas di Kupang selama 3 tahun menjabat
sebagai Kasubbag Kepegawaian. Saya sempat belum
bisa menerima karena background saya adalah akuntan.
Saya sempat mempertanyakan keputusan penempatan
saya di subbag kepegawaian. Tetapi, dalam prinsip saya,
dimanapun berada, saya berupaya membuat terobosan
baru. Ketika semua orang masih menggunakan exel,
saya mulai belajar access. Akhirnya,semua pekerjaan
kepegawaian bisa saya komputerisasi. Yang selalu ada
di benak saya, adalah bagaimana caranya menyeder-
hanakan pekerjaan.

Ketika kembali ditarik ke pusat, Ketut menularkan
semangatnya ke rekan-rekan kerjanya. Ketut memotivasi
rekan-rekan dan bawahannya untuk belajar. Ketut tidak
canggung mengajarkan pegawai yang sudah senior
bagaimana mengoperasikan komputer. Bagi Ketut, usia

tua itu bukan halangan untuk mengembangkan diri.
Walaupun sudah tidak di bidang Akuntansi dan Auditing
lagi, beliau selalu update pengetahuannya dan tetap mau
belajar sehingga begitu masuk ke ranah yang sudah lama
ditinggalkan, ketut bisa langsung menyesuaikan diri dan
tidak kaget lagi.

Tidak puas hanya sampai di situ, Ketut terus me-
ngembangkan diri. Ketut pun terpacu untuk jadi akuntan,
Beliau kuliah lagi di UNA. dan memperoleh gelar akuntan
pada tahun 1998, jelasnya.

Hal itu juga diterapkan Ketut dalam mendidik anak-
anaknya. “Mereka tidak harus dibekali harta. Harta
terbaik itu moralitas dan kemampuan. Satu hal lagi,
saya tidak pernah mendorong mereka jadi juara. Saya
cuma berpesan, lakukan yang optimal. Saya selalu
menanamkan pada anak-anak saya agar jadi orang harus
bisa bermanfaat bagi orang lain. jelas Ketut yang ingin
menikmati masa tua di desa.

Sebagai atasan dar‘ >
sebagai orang tua, yang ™
kerapkali dilakukan
Ketut adalah me-
motivasi orang di
sekelilingnya uftuk
menjadi lebih bia:ijq : "l--
“Motivasi itu perlups—.

e

bukan datang dari
langit.Sisihkan uang
untuk sekolah. Saya
mulai dari nol hingga
akhirnya saya bisa
seperti ini," tuturnyal

(Erwin/Nani/RTE/
Harjum)
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PT Semen Gresik:

Membangun Added Value melalul
Implementasi GCG & Manajemen Risiko

Tingginya tingkat kompetisi bisnis semen di Indonesia tidak mengurangi optimisme
para pegawai PT Semen Gresik (persero) Thk. Hal itu tercermin dari keceriaan dan
keramahan dengan semangat kerja yang tinggi dari Sekretaris Perusahaan beserta staf
yang menerima Warta Pengawasan di ruang kerjanya. Di tengah panasnya persaing-
an usaha, Badan Usaha dengan visi “Menjadi Perusahaan Persemenan Terkemuka di
Indonesia dan Asia Tenggara” ini masih tetap bergerak maju menuai peningkatan
laba perusahaan yang konsisten hingga dapat memberi kontribusi yang berarti bagi
pembangunan bangsa.




emangat kerja pegawai yang tinggi dan
kinerja yang meningkat secara konsisten
merupakan salah satu dampak dari penerapan
pilar-pilar Good Corporate Governance (GCG)
pada perusahaan, termasuk penerapan Enterprise Risk
Management (ERM) secara berkelanjutan. PT Semen
Gresik (Persero) Tbk dapat menjadi salah satu contoh
suksesnya penerapan GCG dan ERM di Indonesia.

Pertumbuhan Berkelanjutan berlandaskan Good
Corporate Governance

Jika kita mundur melihat kondisi tujuh tahun
lalu, mungkin kita akan pesimis dengan eksistensi
badan usaha persemenan milik negara di Indonesia.
Masuknya investor besar dari luar negeri di bidang ini
membuat ketar ketir sebagian kalangan yang peduli
terhadap keberadaan badan usaha ini. Namun jika kita
melihat keadaan saat ini, kekhawatiran itu terasa naif.
Peningkatan laba PT Semen Gresik (Persero) Tbk yang
signifikan selama lima tahun terakhir ini menunjukkan
bahwa Badan Usaha ini mampu bertahan kokoh di
tengah ketatnya persaingan usaha. “Pertumbuhan
Berkelanjutan bagi Stakeholders” inilah yang menjadi
arah perencanaan jangka panjang perusahaan. Hal ini
menjadi‘added value’ tersendiri bagi perusahaan.

Pertumbuhan berkelanjutan ini dicapai dengan tetap
senantiasa berorientasi pada pertumbuhan ekonomi
(profit), pengembangan lingkungan yang bersih dan
sehat, serta pengembangan kehidupan sosial yaitu
meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar pabrik.

Pertumbuhan
Berkelanjutan bagi Stakeholders

TIGA PILAR UTAMA

LINGKUMGAN
(FPlanet)

SOSIAL
(People)
Menghasilkan
kinerja keuvangan
yang slalu
tumbukh

Mengendalikan
dampak negatif
lingkungan

Mengembangkan
dampak posilif sosial
masyarakal

Good Corporate Governance (GCG)

Tflﬂ-'j:ir':j | A:-:G Salnlsy

R::.ﬂ;;u::n:.:hr-rr ] Ir'dmln:lu] [ F.:irnuu

Sumber Daya, Nilai, Budaya dan Kode Etik

Sumber : Paparan PT Semen Gresik

—

Untuk itu perusahaan menyelenggarakan praktik
terbaik dari GCG. Hal ini menjadi kebijakan perusahaan
sebagaimana diungkapkan oleh Direktur Utama ,
Dr. Ir. Dwi Soetjipto, MM, “Pengelolaan profitabilitas,
lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar,
sejalan dengan fungsi triple bottom line, dan selalu
memperhatikan aspek risiko serta praktek terbaik Good
Corporate Governance dalam mewujudkan Perusahaan
bertaraf internasional’, ungkapnya.

Penerapan GCG pada PT Semen Gresik (Persero) Thk
menggunakan lima prinsip dasar, yaitu Keterbukaan
(Transparency), Akuntabilitas (Accountibility), Respon-
sibilitas (Responsibility), Independensi (Independence),
serta kewajaran dan kesetaraan (Fairness). Prinsip-prinsip
tersebut menjadi landasan bagi setiap komponen
organisasi dalam ber-aktivitas. Prinsip-prinsip itu harus
dihayati dan diimplementasikan secara konsisten. Untuk
itu disusun pedoman-pedoman terkait sebagai acuan
dalam implementasinya, meliputi Pedoman bagi Organ
Perusahaan, pedoman bagi Komite Penunjang Dewan
Komisaris, Pedoman bagi Pemangku Kepentingan, dan
Pedoman Pokok Pelaksanaan GCG Semen Gresik.

SMSG sebagai Pilar Implementasi

Untuk membantu pertumbuhan berkelanjutan
dengan lima prinsip tersebut di atas, PT Semen Gresik
(Persero) Tbkmembangun sumberdaya perusahaanyang
andal, termasuk sumber daya manusia. Pengembangan
nilai-nilai luhur perusahaan, budaya kerja dan kode etik
juga menjadi modal penting.

Sebagai pilar utama dari implementasi konsep di
atas, adalah pengembangan sebuah sistem terintegrasi
yang disebut Sistem Manajemen Semen Gresik (SMSG).
SMSG merupakan sistem informasi yang berisi kebijakan,
prosedur, instruksi kerja, dan catatan yang terintegrasi
untuk membantu manajemen menjalankan aktivitasnya
dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara efisien
dan efektif. SMSG merupakan pilar utama penerapan
prinsip-prinsip GCG secara operasional yang dapat
meningkatkan daya saing dan kepercayaan dalam
melaksanakan bisnis perusahaan.

SMSG bersifat fleksibel sesuai kebutuhan dan dinamka
perusahaan. SMSG dievaluasi secara berkelanjutan agar
tetap mampu mendukung penerapan prinsip-prinsip
Good Corporate Governance serta nilai-nilai yang dianut
perusagaan.

Pada saat ini, SMSG menggunakan aplikasi SAP
yang sudah dimodifikasi sesuai kondisi PT Semen
Gresik (Persero) Tbk. Sistem ini membantu mewujudkan
terbangunnya proses produksi, pengelolaan SDM,
pengelolaan keuangan, proses distribusi, dan fungsi
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lainnya berjalan secara terintegrasi hingga menjadikan
proses bisnis PT Semen Gresik (Persero) Tbk berjalan
secara efisien dan efektif, biaya produksi seekonomis
mungkin dengan kapasitas produksi yang optimal.

Pengelolaan Risiko yang Terpadu sebagai Penguat
Tata Kelola

Salah satu komponen dari tata kelola yang baik pada
korporasi adalah pengelolaan risiko yang memadai.
Untuk itu PT Semen Gresik (Persero) Tbk menerapkan
konsep Enterprise Risk Management (ERM) sejak tahun
2005. Implementasi ERM pada PT Semen Gresik
(Persero) Tbk dilakukan melalui tiga tahapan. Tahap
pertama adalah Tahap Persiapan (2005 -2007), meliputi
pembentukan unit manajemen risiko dan penyiapan
personil, pembentukan komite strategi manajemen
risiko dan investasi, Penyusunan manual, Pilot project
pada unit produksi, menyusun road map, dan inisiasi
penyusunan kajian risiko strategis.

Tahap kedua adalah tahap Implementasi (2008 -
2009), meliputi penyusunan kebijakan dan prosedur
manajemen risiko group, sosialisasi manajemen
risiko-group, Risk Assessment di seluruh unit kerja,
mengintegrasikan risiko ke seluruh prosedur proses
bisnis, secara rutin melakukan kajian risiko isu strategis
dan operasional, dan hasil risk assessment menjadi dasar
Risk Based Audit. Tahap ketiga adalah tahap continues
improvement (2010 - seterusnya), meliputi nelakukan

Membangun Added Value melalui Implementasi GCG & Manajemen Risiko

di tengah kompetisi perdagangan yang sangat ketat
sepertisaat ini. Setiap kebijakan dan program kerjayang
ditetapkan akan selalu relevan dan tepat sesuai kondidi
yang tengah dihadapi.

Implementasi GCG dan ERM pada PT Semen Gresik
(Persero) Tbk memberi dampak yang cukup signifikan
bagi pertumbuhan perusahaan. Dalam lima tahun
terakhir, laba perusahaan meningkat pesat dari Rp 509
M pada tahun 2004 menjadi Rp 3,82 Trilliun pada tahun
2011. Pendapatan juga meningkat dari Rp 6 trilliun
pada tahun 2004 menjadi Rp 16,1 trilliun pada tahun
2011. Harga Saham perusahaanpun meningkat secara
konsisten. (lihat tabel)
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menyusun pedoman evaluasi manajemen risiko Group,
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[l - Pengalaman PT Semen Gresik (Persero) Thk
R menunjukkan juga bahwa impelmentasi GCG dan
— i ERM telah mampu meningkatkan kepercayaan
friagaln Exio dari investor. Pada era globalisasi, penerapan ‘best
. . practices’ sudah menjadi suatu keharusan. Jika tidak,
p rersio P e I e secara perlahan biduk badan usaha kita tenggelam

Sumber : Paparan PT Semen Gresik

Penerapan ERMini merupakan bagian tak terpisahkan
dari Sistem Pengendalian Intern PT Semen Grasik
(Persero) Tbk. Dengan penerapan ERM, perusahaan
diharapkan akan tetap eksis dan memiliki daya saing

ke dalam arus perubahan yang tidak pernah berhenti
bergerak®
(triwib)
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Good Corporate Governance (GCG), adalah tiga kata yang selalu didengung-dengung kan
banyak pihak untuk menunjukkan kondisi sebuah perusahaan. Namun, apakah benar
jika penilaian GCG nya baik, sebuah perusahaan akan bersih dari permasalahan?

ungkin, kita masih ingat kasus salah satu bank tertua di Indonesia, yaitu Bank

Negara Indonesia atau BNI 1946. Jika melihat penilaian GCG nya, sangat baik

tetapi ternyata bank kebanggaan bangsa indonesia harus terseret sebuah

masalah yang berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat
kepadanya.

Good Corporate Governance (GCG), pada prinsipnya merupakan sebuah sistem yang
mengatur dan mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah (value
added) untuk semua stakeholders. Konsep ini menekankan pada dua hal yakni, pertama,
pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat
pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan
(disclosure) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja
perusahaan, kepemilikan, dan stakeholders.

Empat komponen utama yang dalam konsep Good Corporate Governance, yaitu
fairness, transparency, accountability, dan responsibility. Keempat komponen tersebut
penting karena penerapan prinsip Good Corporate Governance secara konsisten terbukti
dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat
aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan
nilai fundamental perusahaan. Dari berbagai hasil penelitian lembaga independen
menunjukkan bahwa pelaksanan Corporate Governance di Indonesia masih sangat rendah,
hal ini terutama disebabkan oleh kenyataan bahwa perusahaan-perusahaan diIndonesia
belum sepenuhnya memiliki Corporate Culture sebagai inti dari Corporate Governance.
Pemahaman tersebut membuka wawasan bahwa korporat kita belum dikelola secara
benar, atau dengan kata lain, korporat kita belum menjalankan governansi.

Lalu, apa yang mendasari rendahnya corporate governance di Indonesia khususnya
para perusahaan berplat merah. Untuk itu, Warta Pengawasan mencoba menggali
bagaimana penerapan GCG di PT Semen Gersik di tengah persaingan bisnis yang

WARTA PENGAWASAN  VOL. XIX/NO. 1/MARET 2012



cukup terbuka. WP disambut sangat
ramah oleh Sekretaris Perusahaan
PT Semen Gresik (Persero) Tbk,
Soenardi Prionomurti dan beberapa
stafnya. Berikut wawancara WP
dengan Sekretaris PT Semen Gresik
(Persero):

Warta Pengawasan (WP): Di
tengah sulitnya perusahaan plat
merah untuk bergerak maju,
PT Semen Gresik justru terus
mengalami pertumbuhan yang
cukup positif. Bagaimana kiat PT
Semen Gresik dalam membangun
tata kelola perusahaan yang baik
atau GCG?

Soenardi Prionomurti(SP):

PT Semen Gresik, selalu 'concern
untuk menata infrastruktur maupun
substruktur agar implementasi Good
Corporate Governance (GCG) selalu
'improve' dari tahun ke tahun. Berkat
temen-temen dari BPKP, parameter
yang digunakan untuk mengukur
orientasi GCG semakin hari semakin
tajam. Memang, sebagai Sekretaris
Perusahaan, ada kekhawatiran,
kalau diberi nilai GCG semakin tinggi
karena akan menjadikan individu
dalam perusahaan semakin terlena.

]

Saya selalu terobsesi, untuk secara
terus-menerusmengembangkan GCG.
Jika sebagian orang menganggap
GCG sebagai sesuatu yang diawang-
awang, saya justru memandangnya
sebagai sesuatu yang 'simple’.
Membumikan GCGitu sangat mudabh.
Tetapi, implementasinya memang
terkesan sangat yang susah. Namun,
menurutsaya, dikatakansusahkarena
tidak ada keinginan dari manajemen
untuk menerapkan prinsip-prinsip
GCG. Saya pernah berdiskusi de-
ngan salah satu pejabat eselon
1, yang menanyakan seandainya
keluarganya menjadi supplier di PT
Semen Gresik. Saya jawab, tidak apa-
apaasalkan dalam proses pengadaan
tetap menjaga transparansi, seperti
mengkomunikasikan segala sesuatu
yang akan ditenderkan kepada yang
lain. Kalau sudah sesuai, selanjutnya,
bagaimana 'accountability'-nya?
Apakah benar, dalam penentuan
pemenang, ada sikap superior
untuk memenangkan seseorang
berdasarkan kedekatan,

Kalau internal controlnya bagus,
menjaga independensi, dan tidak ada
‘conflict of interest' atau benturan
kepentingan, saya rasa itulah awal

dari membumikan GCG. Untuk itu,
PT Semen Gresik, memiliki sistem
terintegrasi yang menterjemahkan
prinsip-prinsip GCG, mulai dari pe-
ngambilan kebijakan, prosedur, sam-
pai 'work instruction.

Sehingga, meskipun harga ba-
han produksi terus merangkak naik,
sementara penjualan 'stuck;, PT
Semen Gresik, masih bisa 'improve' di
tempat yang lain. Sebagai Sekretaris
Perusahaan, alhamdulilah, agak
mudah akses ke 'top' manajemen,
terlebih, kami memiliki komite GCG.
Jadi, saya bisa ngomong ke atasan
agar bisa memberikan contoh yang
baik sehingga GCG bisa baik. Jadi,
pondasinya adalah SMS-G (Sistem
Manajemen Semen Gresik) yang
meng'arrange’ proses bisnis mulai
dari bidang ekonomi, sosial, dan
lingkungan.

SMS-G sebenarnya merupakan
prinsip-prinsip GCGdalam operasional,
sebagai pilar utama dalam pene-
rapan tarif. Jadi, dalam SMS-G,
ada kebijakan yang berisi sebuah
komitmen perusahaan. Ada prosedur,
yang merupakan rangkaian kegiatan
dari lintas komisi, ada instruksi kerja,
dan ada catatan. Jadi, seperti sebuah
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proses
akunta-
bilitas, dimana
struktur organisasi
kita ada kejelasan, baik pe-
ran, periijinan, dan tanggungjawab..
Jadi, SMS-G (sistem manajemen
semen gresik) merupakan refleksi dari
GCG terutama dalam operasional.
Namun, sebagus apapun sistem,
kalau ada 'conflict of interest' maka
jadinya kurang bagus.

Dengan adanya partner dari BPKP,
kami juga semakin tahu hal-hal yang
belum baik atau kurang. Hal ini agak
berbeda jika kami yang melihat atau
menilai sendiri.

WP: PT Semen Gresik (Persero)
Tbk, telah memperoleh berbagai
penghargaan, bagaimana peru-
sahaan menyikapinya?

SP: Kalau penghargaan, PT Semen
Gresik (Persero) Tbk, telah memperoleh
cukup banyakpenghargaan, mulaidari
Indonesian Institute, ARA, tetapi semua
itu hanya sebuah penghargaan. Yang
terpenting adalah bagaimana agar
PT Semen Gresik (Persero) Tbk dapat
terus berbenah diri dan memperoleh
kepercayaan dari para 'stakeholders'.

WP: Bagaimana caranya agar
PT Semen Gresik menjaga agar
penilaian GCGnya yang baik juga
dibarengi dengan kinerja yang
baik pula?

SP: Sebagus apapun sistem
yang dibangun, tanpa didukung
oleh komitmen semua pelaku di pe-
rusahaan, tidak akan efektif. Oleh
karena itu, seluruh jajaran pimpinan
tidak pernah lelah memberikan arahan
danpembinaankepadaparakaryawan.

Kami menyadari bahwa keimanan
seseorang memiliki kecenderungan
yang terkadang naik terkadang turun
terutama saat ada kesempatan.
Namun, sejauh ini, penilaian GCG tidak
hanya diatas kertas tetapi terefleksi
dengan peningkatan kinerja dan ke-
percayaan.

WP: Bagaimana komitmen
dari pimpinan di PT Semen Gresik
(Persero) Tbk?

SP: Sangat baik. Direktur Utama,
PT Semen Gresik Persero) Tbk, selalu
menyampaikan agar GCG harus selalu
dijalankan. Bagi kami, GCG merupakan
pondasi yang kuat untuk melangkah
ke depan. Selain itu, dalam proses
pengambilan keputusan selalu ada
semacam ‘prudential’ proses. Jajaran
manajemen memiliki komitmen agar
seluruh proses tetap governance. Kalau
dengan pihak eksternal, kami selalu
membangun hubungan kerja yang
kondusif, misalnya, dengan mengirim
surat atau ucapan tahun baru.

WP: Apakah perusahaan men-
dapatkan value dari GCG yang
selama ini sudah diterapkan. Kira-
kira, apa indikatornya?

SP: Sepertinya, saat saya ber-
gabung dengan PT Semen Gresik
(Persero) Tbk, prinsip-prinsip GCG
sudah di implementasikan meski ma-
sih dalam lingkup yang sangat kecil.
Tetapi, dalam perjalanan, kita secara
terus-menerus melakukan perbaikan.
Bagi kami, GCG itu sebuah kebutuhan.
Saat ini, para pemegang saham tidak
hanya menanyakan tentang kinerja
dan keuntungan, tetapi GCG nya juga.
Terutama pemegang saham dari luar
negeri. Mereka selalu mencari tahu,
bagaimana praktek-praktek GCG
di perusahaan. Kalau mereka yakin
praktek GCG nya baik, mereka akan
terys membeli saham demikian pula
sebaliknya. Keberhasilan perusahaan
menerapkan praktek-praktek GCG
dapat menghantarkan PT Semen
Gresik memperoleh laba mencapai Rp

3,6 Tselama lima tahun terakhir jauh
diatas laba tahun 2005 yang hanya
sebesar Rp 500M.

WP: Bagaimana cara PT Semen
Gresik membumikan praktek-
praktek GCG?

SP: Terkadang, orang tidak
'ngeh’ dengan GCG. Oleh karena itu,
yang pertama dilakukan adalah
melakukan perubahan yang kita
bisa. Kepada internal, kita telah
membangun sistem yang mampu
menjaga prinsip-prinsip GCG. Kedua,
selalu mengingatkan, misalnya,
saat lebaran atau tahun baru, ketika
kita menerima parcel. Menerima
parcel dalam nilai yang dibenarkan
perusahaan sesuai diatur dalam
aturan prilaku, tidak apa-apa, asal
dilaporkan. Tetapi, untuk nilai yang
besar, kita pagari.

Setiap proses dalam perusahaan,
harus menerapkan prinsip-prinsip
GCG, seperti saat rekrutmen pe-
gawai. Kita memiliki modul human
capital, yang salah satunya adanya
pengukuran kinerja sampai tingkat
individual. Itulah salah satu wujud
tata kelola yang dibantu dengan
sistem. Di samping itu, kami juga
memiliki '‘agent of change' yang
mampu mentransformasi nilai-nilai
positif keseluruh individu dalam pe-
rusahaan.

Praktek penerapan GCG yang
telah dilaksanakan oleh PT Semen
Gresik (Persero) Tbk, merupakan
sebuah best practices, bagaimana
membumikan prinsip-prinsip GCG
dalam sebuah organisasi baik cor-
porate maupun pemerintahan.
Mulailah dari yang kita bisa dan dari
sesuatu yang sederhana. Terlepas
dari itu semua, membebaskan para
individu mulai dari pegawai paling
bawah sampai paling tinggi dari
segala bentuk conflict of interest
merupakan salah satu kunci ke-
berhasilan GCGH

(Nans/Tri/RTE/Shd).
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Oleh Heli Restiati*

KPI KOMISARIS UNTUK PENGUATAN PENERAPAN G(G

Salah satu pejabat deputi
di Kementerian BUMN
mengatakan dalam acara
sosialisasi dan workshop
KPI dekom bahwa pro-
fesionalisme komisaris
adalah suatu keharusan
untuk mengantarkan
BUMN menjadi worldclass
companies. Hal senada
bahkan telah dikemuka-
kan beberapa kali oleh
beberapa pejabat ke-
menterian bahwa peran
komisaris harus lebih aktif
lagi dalam pengawasan
dan pemberian nasehat
kepada BUMN.

i dalam Permen nomor 01 /MBU/2011 tentang penerapan tata
kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) pada
BUMN pasal 15 juga telah diatur bahwa RUPS wajib menetapkan
indikator pencapaian kinerja (KPI) Komisaris berdasarkan usulan
dari komisaris, yang akan menjadi ukuran penilaian atas keberhasilan
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian
nasihat. Pasal tentang KPI komisaris ini tidak hanya menjadi hal yang sifatnya
mandatory tetapi juga harus dipandang sebagai suatu bentuk komitmen
untuk peningkatan akuntabilitas kinerja komisaris serta menjadi salah satu
cara untuk meningkatkan profesionalisme Komisaris.
Tak ada yang meragukan, bila dikatakan, meskipun anggota komisaris
tidak datang rapat, dipastikan dirinya tetap memikirkan perusahaan.
Atau dalam bahasa lain dikatakan, pada setiap kesempatan, dimanapun
ada kesempatan, seorang komisaris akan membawa pencitraan dan visi
perusahaan. Secara prinsip pelaksanaan peran komisaris juga memang
dipahami tidak intens -day by day- seperti Direksi. Namun manakala harus
dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan peran tersebut, terutama pada saat
melakukan assessment penerapan good corporate governance (GCG), kadang
bagaimana memberikan judgement dalam menilai kecukupan pelaksanaan
kinerja dekom bukan hal yang mudah. Saat ini, peran komisaris dihadapkan
pada kurangnya evidence atas pelaksanaan peran dan tugasnya, sehingga
menjadikan pengukuran kinerja komisaris suatu hal yang sulit.
Akuntabilitas kinerja komisaris memang menjadi sorotan dengan
penerapan GCG, sementara faktanya pengukuran kinerja komisaris
dihadapkan pada kondisi ketergantungan pada kinerja direksi. Disebutkan
di dalam survei tersebut bahwa faktor yang memberikan kontribusi atas
rendahnya kinerja untuk aspek responsibility of the boards antara lain
kurangnya mekanisme menilai kinerja komisaris, kurang independen, komite
kurang berperan, laporan kurang memadai, tidak adanya pengenalan dan
pembelajaran bagi komisaris dan kurangnya kehadiran komisaris.
Perlunya penguatan peran komisaris ini juga menjadi catatan dari
survei GCG oleh The Indonesia Institute for Corporate Governance (1ICD)
untuk perusahaan publik dan BUMN di Indonesia tahun 2011. IICD menilai

B
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lima aspek sesuai framework OECD yaitu right of
shareholders, equitable treatment of shareholders,

role of stakeholders, disclosure & transparancy dan
responsibility of the boards. Dari kelima aspek tersebut
“responsibility of the boards” memiliki hasil terendah
kedua. Bahkan IICD merekomendasikan: “conduct
annual performance appraisal of the boards (BOD and
BOCQ) and disclose it to public”

Dengan keluarnya permen 01/2011 tentang
GCG dan berkembangnya praktik ke arah yang lebih
baik, menjadi suatu kebutuhan untuk bisa melihat
bagaimana kinerja komisaris yang sesungguhnya.
Hal ini tidak mudah karena yang harus dilihat adalah
“bagaimana nasehat dan pengawasan komisaris me-
miliki dampak pada kinerja perusahaan”. Dalam UU
PT disebutkan bahwa peran komisaris menyangkut
aspek strategis, yang dapat dimaknai bahwa proses
manajemen strategi perusahaan yang utuh telah
melibatkan komisaris dari sejak perencanaan untuk
menghasilkan rencana kerja tahunan dan anggaran
tahunan, dan bukan hanya untuk memberikan per-
setujuan. Secara konsepsi, Robert S. Kaplan and David
Norton dalam buku Alignment diungkapkan juga “an
active and enganged board is essensial part of shaping
and executing a successful strategy.” Sementara itu
konsep enterprise governance menyebutkan bahwa
kontribusi komisaris dalam kinerja perusahaan
melalui aspek business governance yang memperjelas
tentang aspek dan area yang harus diperhatikan
komisaris dalam menjalankan peran performance-
nya. Untuk tujuan performance, komisaris antara lain
berperan mulai dari memperbaiki proses manajemen
strategi, manajemen kinerja, dan manajemen risiko
serta kebijakan strategis lainnya yang disepakati
sebagai kebijakan yang diperlukan untuk percepatan
pencapaian tujuan.

Argumen lain yang memperkuat bahwa kinerja
komisaris adalah efektivitas peran yang dijalankan,
dikemukakan juga oleh Steven A. Murphy dan Michael
L.M dalam paper “Boards of directors performance:

a group dynamic perspective.” Pendekatan yang
integratif digunakan untuk melihat kinerja komisaris
yaitu bahwa efektivitas komisaris dipengaruhi oleh
karakteristik dan fungsi yang ada dengan variabel
masing-masing yang saling ada keterhubungan.
Karakteristik digambarkan sebagai suatu prakondisi
bagi komisaris sehingga secara struktur mendukung
pelaksanaan tugas yang antara lain jumlah, komposisi,
kualifikasi, ketersediaan informasi, pelaksanaan rapat,
dan independensi. Pemenuhan karakteristik yang

baik diharapkan akan berpengaruh pada efektivitas
peran komisaris. Aspek karakteristik terkait dengan
bagaimana pemilihan dan pengangkatan Dekom agar
secara komposisi dan struktur dapat menjalankan
peran adalah tanggung jawab pemegang saham.

Penilaian kinerja komisaris harus difokuskan pada
aspek pelaksanaan fungsi yang menjadi tanggung
jawabnya yang meliputi peran conformance dan
performance role terhadap kinerja perusahaan
tidak kepada karakteristik dan strukturnya. Dalam
merumuskan KPI komisaris, proses identifikasi critical
success factor (CSF) pengukuran kinerja komisaris
adalah penentu keberhasilan. Identifikasi CFS
adalah proses untuk mengenali peran komisaris
menurut peraturan perundangan, anggaran dasar
dan bestpractices GCG, terutama rerangka pemikiran
kinerja komisaris terkait dengan aspek performance
dan pelaksanaan fungsi peran komisaris. I[dentifikasi
CFS diharapkan mampu menghasilkan KPI komisaris
yang tidak hanya menilai workload semata misalnya
jumlah rapat, kunjungan dan sebagainya, tetapi
juga mengidentifikasi KPI yang menilai sisi kualitas
pelaksanaan peran.

Penyusunan rencana kerja dan KPl dekom
harus bergeser kepada orientasi hasil dan outcome,
dimana indikator kinerja harus dipandang sebagai
alat yang penting untuk akuntabilitas kinerja dan
meningkatkan peran komisaris kepada perusahaan.
Apalagi dengan terbitnya pengaturan tentang
pendelegasian sebagian wewenang pemegang saham
kepada komisaris, maka peran komisaris menjadi
semakin luas dan berat. Bukan KPl yang menjadi
tujuan. Meski sekarang sudah ada ketentuan yang
mengatur, tetap harus dimunculkan suatu kesadaran
bahwa KPI komisaris ditujukan bukan hanya untuk
pemahaman sempit checklist atas kinerja dekom,
juga bukan semata-mata untuk kebutuhan akan
kepatuhan. Entah melalui mekanisme formal ataupun
secara self-assessment, (meskipun sulit), pengukuran
kinerja komisaris ke arah kualitas seyogyanya harus
segera diawali. Sulitnya melakukan penilaian kinerja
komisaris tidak harus menjadi suatu hambatan atau
pembenaran peran Dekom tidak dievaluasi, tetapi ini
harus menjadi tantangan bagi perbaikan penerapan
GCG. Bila boards yaitu Dekom dan Direksi dari BUMN
yang juga “the leaders” bagi BUMN merupakan suatu
tim yang kompeten dan berkinerja sekelas dunia, tak
ada salah berharap bila BUMN akan menjadi sekelas
dunia dalam operasi dan pelayanannya. Semoga.

*) Penulis adalah Staf pada Deputi Akuntan Negara
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Praktik Public Private Partnerships (PPP)

di Korea Selatan

Pembangunan sebuah fasilitas umum seperti jalan tol, tempat wisata, bandara, dan ber-
bagai fasilitas lainnya bukanlah sesuatu yang spesial sebagai upaya sebuah negara untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Namun, hal tersebut dapat menjadi sesuatu
yang spesial jika melibatkan swasta.

ondisi ini sah-sah saja mengingat keterbatasan pembiayaan yang dimiliki sebuah
negara. Praktik pembangunan menggunakan model sharing antara pemerintah dan
swasta ini pula yang coba dilihat di Korea Selatan.

Sebagai sebuah negara yang cukup berhasil menerapkan prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik, tentu saja menjadikan negeri ginseng, Korea Selatan kebanjiran
kunjungan studi banding dari banyak negara. Kali ini, puslitbangwas BPKP pada bulan
Oktober 2011 lalu diberi kesempatan untuk melihat secara langsung best practices dari konsep
kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) atau Public Private Partnership (PPP) yang merupakan
rangkaian dari acara Pelatihan “Asia Public Private Partnership Practitioner’s Network” di Seoul,
Korea Selatan.

Meskipun konsep tersebut telah diterapkan pemerintah Indonesia melalui penerbitan
Perpres No 13 tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam
pengadaan Infrastruktur, namun, harus diakui masih banyak hal-hal yang belum terimplementasi
dengan baik.

Satu hal yang cukup menarik dari perjalanan di Korea Selatan adalah penggunaan Benefit
Cost Analysis dan Value for Money Test dalam penetapan pembangunan proyek pemerintah
sebagai dasar perencanaan nasional. Di Korea Selatan, hasil analisis tersebut direview oleh
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LUAR negeri

i

Komite PPP, yaitu Ministry of Strategy and Finance.
Kondisi yang sama juga telah diterapkan di Australia.
Di negeri kangguru tersebut, pemilihan proyek
didasarkan pada hasil identifikasi kebutuhan layanan
pada masyarakat yang mencakup pemenuhan
kebutuhan bisnis, antisipasi manfaat, ketepatan waktu,
serta sesuai dengan arah kebijakan pemerintah dan
prioritas strategis departemen atau instansi.

Value for Money Test yang telah diberlakukan di
kedua negara tersebut sesungguhnya sangat penting
dilakukan untuk menetapkan apakah suatu proyek
dilaksanakan melalui conventional procurement atau
melalui skema PPP. Jadi pemilihan skema proyek bukan
berdasarkan ketersediaan anggaran pemerintah,
seperti yang masih terjadi di Indonesia.

Di Indonesia, konsep pembangunan melalui skema
PPP sudah lama ada. Beberapa tahun terakhir ini,
kebutuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia
semakin meningkat. Namun, kebutuhan ini tidak
seimbang dengan kondisi keuangan negara. Bagi
pemerintah, konsep pembangunan melalui PPP
merupakan satu alternatif pembiayaan yang sangat
membantu bagi pembangunan infrastruktur di
Indonesia.

Ke depan, diharapkan skema PPP ini bukan hanya
sebagai jalan keluar bagi kebuntuan anggaran, tapi
harus didasarkan kepada manfaat yang lebih tinggi
dari penggunaan skema PPP dibandingkan jika
menggunakan conventional procurement.

Meskipun demikian, harus disadari pembangunan
proyek dengan skema PPP tidak sesederhana seperti
melalui conventional procurement. Kunci keberhasilan
beberapa negara dalam menerapkan program
PPP adalah adanya political leadership yang kuat

-

dari skema pembiayaan PPP dibandingkan dengan
conventional procurement. Selain itu, adanya kerangka
hukum yang tertata dengan baik serta adanya peran
dari institusi sektor publik.

Korea Selatan bisa dikategorikan sebagai salah satu
negara yang berhasil menerapkan infrastruktur dengan
skema PPP dengan kunci keberhasilannya adalah
adanya kerangka hukum yang kuat dengan standar
internasional, adanya komitmen pemerintah yang kuat
dalam mendukung pelaksanaan PPP, serta adanya peran
yang kuat dari sentral Ministry of Strategy & Finance.

Di beberapa negara, adanya fungsi PPP unit, se-
perti Korean Development Institute Public and Private
Infrastructure Investment Management Centre (KDI
PIMAC) di Korea Selatan juga menjadi faktor pendorong
keberhasilan PPP. Terkait dengan landasan hukum PPP
di Indonesia, pihak-pihak yang terlibat PPP, antara lain
Bappenas, Kementerian Keuangan, beserta kementerian
sektor terkait, telah berupaya merumuskan landasan
hukum bagi PPP. Di antaranya dengan terbitnya
beberapa peraturan tentang PPP, seperti Peraturan
Presiden Nomor 13/2010 tentang Kerjasama Pemerintah

dengan Badan Usaha dalam Pengadaan Infrastruktur |

(revisi terakhir) dan Peraturan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Panduan Umum Pelaksanaan PPP.

Adanya beberapa ketentuan hukum terkait PPP s,

yang belum harmonis merupakan satu kendala
tersendiri bagi keberhasilan PPP di Indonesia. salah
satu upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan
ini adalah merumuskan penerbitan payung hukum
yang lebih tinggi bagi program PPP, yaitu peraturan
pemerintah. Selain itu, untuk mendorong keberhasilan
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PPP, pemerintah sudah membentuk PPP Unit (saat ini
berada di Bappenas), akan tetapi sampai saat ini belum
berfungsi.

Pelaksanaan proyek PPP melibatkan pihak pemerintah
dan swasta. Penyelesaian perselisihan membutuhkan
biaya, waktu dan menyebabkan kerusakan permanen
| terhadap program PPP. Oleh karena itu, sengketa
. dan konflik perlu diselesaikan dengan cepat. Pada
umumnya, penyelesaian sengketa terkait PPP dilakukan
melalui metode negosiasi, konsiliasi, mediasi, arbitrase
dan litigasi.

Di Korea Selatan sendiri belum ada peraturan khusus
untuk penyelesaian sengketa proyek PPP. Namun
demikian, jika terjadi sengketa, KDI PIMAC berfungsi
" melakukan mediasi, sedangkan untuk arbitrasi dilakukan
oleh South Korea Commercial Arbitration Board dan
International Chamber of Commerce.

Ada beberapa cara untuk mengurangi terjadinya
sengketa, seperti membangun kapasitas pejabat
pemerintah melalui pelatihan dan pendidikan, merevisi
standar atau pedoman perjanjian atau kontrak konsesi
untuk menyediakan panduan rinci untuk desain konsesi
awal. Serta membentuk suatu komite penyelesaian
sengketa PPP yang formal dalam pemerintah.

Bentuk nyata hasil kolaborasi antara pemerintah
Korea Selatan dengan swasta adalah pembangunan
jalan tol yang menghubungkan antara Kota Seoul
Timur dengan daerah Chunceon, di Provinsi Gangwon
sepanjang 61,41 km yang terdiri atas 4-6 lanes/jalur,
21 terowongan sepanjang 15,545 km, dan 53 jembatan
sepanjang 9,236 km. Proyek -- proyek yang berbentuk
BTO (Build-Transfer-Operation) ini dikerjakan selama 60

LUAR negeri

bulan, dengan periode operasional 30 tahun (2009-
2039) dan biaya total 1,732 milyar won (1,44 milyar
dolar), terdiri dari investasi swasta sebesar 1,24 milyar
won dan subsidi pemerintah sebesar 0,492 milyar
won. Dilengkapi sarana dan prasarana publik yang ¢
lengkap dengan 2 junctions, 7 interchanges, rest area
di setiap directions, serta dilengkapi dengan Electronic
Toll Collection System (ETCS), sangat berdampak pada
peningkatan jumlah turis di Provinsi Gangwon yang
bercirikan pegunungan, pantai, dan tempat bersejarah
yang indah untuk lokasi shooting dan pengambilan
gambar.

Banyak manfaat yang diperoleh dari pembangunan
proyek tol tersebut bagi pertumbuhan ekonomi nasio-
nal di Korea Selatan. Disamping mampu mempersingkat
waktu tempuh menuju Gangwon. Beberapa hal yang
dapat menjadi pelajaran bagi pemerintah Indonesia
dari proyek ini adalah telah diperhitungkannya risk
sharing yang jelas antara pemerintah dan swasta,
perencanaannya telah memperhitungkan prakiraan
lalu lintas kedepan, dan konsep ramah lingkungan dan
ekosistem melalui pembangunan jembatan dan terowo-
ngan, serta pengoperasian yang mendahului rencana
pemerintah. Pelajaran berharga dari Pemerintah Korea -
Selatan tersebut dapat menjadi catatan tersendiri | ==
bagi pemerintah Indonesia bahwa perencanaan yang
matang dan sharing dengan pihak swasta dapat
menjadi satu solusi untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi tanpa membebani APBNE

(Harry,/Etty/Nani)
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PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN KINERJA

“APIP adalah entry yang strategis untuk meningkatkan kemampuan dan prestasi birokrasi
Kementerian/Lembaga/Daerah. .. demikian sedikit cuplikan sambutan Wakil Presiden
Boediono saat membuka Lokakarya APIP tahun 2012 yang berlangsung di Gedung
Dhanapala Kementerian Keuangan, pada hari Rabu, 22 Februari 2012.

okakarya dengan tema “Penguatan Peran APIP dalam Peningkatan Kualitas

Pengelolaan Keuangan Negara dan Kinerja instansi Pemerintah” dihadiri lebih dari

500 peserta dari kalangan Inspektorat K/L/Daerah, BPKP, dan pejabat lainnya. Pada

sambutannya, Wakil Presiden menyampaikan beberapa pesan kepada APIP tentang
peran APIP dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja satuan kerja
masing-masing.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Presiden menyampaikan pesan agar para Pengawas
jangan hanya terpaku pada‘ekspose’hasil pengawasan, karena khitah pengawas intern adalah
mendukung pencapaian kinerja satuan kerja. Pengawasan harus dilakukan sejak dari tahap
perencanaan hingga pelaporan. Perencanaan kegiatan harus benar-benar baik, karena jika
tidak, maka tinggal menunggu waktu munculnya kelemahan satuan kerja. Pengawas intern
jangan menunggu sampai kegiatan selesai, apalagi hanya menunggu laporan yang masuk.
Pengawas intern harus mampu melihat critical point hari setiap kegiatan satuan kerja.

Terakhir, Wakil Presiden menyampaikan pesan agar APIP mampu menyusun sebuah
manual kerja yang dapat dijadikan acuan bagi seluruh APIP dalam bekerja. la melihat
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saat ini kualitasnya masih sangat bervariasi. Dengan
manual tersebut, kualitas kerja APIP diharapkan dapat
distandarisasikan.

Setelah dibuka oleh Wakil Presiden, tampil empat
keynote speaker dan satu pembicara tamu, yaitu Menteri
Keuangan, Agus Martowardojo; Ketua UKP4, Kuntoro
Mangkusubroto; MenPAN dan RB, Azwar Abubakar;
Kepala BPKP, Prof. Mardiasmo, dan Anggota BPK,
Taufiequrahman Ruki. Menteri Keuangan menyampaikan
beberapa hal terkait peran APIP. la mengungkapkan
bahwa walaupun saat ini Indonesia telah kembali masuk
ke dalam kategori negara layak investasi, namun saat
ini tengah terjadi suatu masalah dalam penyerapan
anggaran, yaitu penyerapan yang ekstrim pada satu
bulan terakhir. Untuk itu ia mengingatkan kembali
instruksi Presiden untuk menangani hal ini dengan 3
(tiga) langkah strategis, yaitu: (1) pembenahan regulasi
yang menghambat percepatan realisasi anggaran,
(2) pengawasan dan pengendalian secara langsung
oleh para menteri, pimpinan lembaga, dan gubernur
se-Indonesia, termasuk penyusunan disbursment plan,
dan (3) pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan
Penyerapan Anggaran yang diketuai oleh Kepala UKP4
untuk mengawal percepatan penyerapan anggaran
tahun 2012. Agus juga mengungkapkan berbagai
permasalahan current issue seperti masalah pelaporan
keuangan, pemblokiran anggaran, tindak lanjut hasil
audit BPK, dan reformasi birokrasi.

Menteri Keuangan mengharapkan peran APIP untuk
memastikan bahwa seluruh unit kerja K/L dan pemda
telah menyusun disbursement plan dan procurement
plan, serta menjalankannya dengan disiplin. Lebih baik
lagi kalau APIP dapat menjalankan fungsi konsultansi,
misalnya dengan menyiapkan help desk pengadaan
barang/jasa, dalam rangka pengamanan belanja modal
dan barang yang mungkin akan rendah karena keragu-
raguan bahkan ketakutan para pejabat pengadaan

I akan kegiatan. ; - ;

&

Wapres Boediono(kanan), membuka secara resmi Lokakarya Forbes APIP Tahun 2012 dengan pemukulan gong di dampingi oleh Menteri
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Terkait masih terdapatnya anggaran yang masih
diblokir atau dibintangi, APIP dapat mengambil bagian
dalam penyelesaian masalah, dengan melaksanakan
fungsi konsultansinya. APIP dapat melihat lebih dekat
pada hal-hal penyebab (root cause) yang mengakibatkan
tidak lengkapnya data pendukung administrasi dan
memberikan rekomendasi perbaikan. APIP dapat
melakukan pendampingan dalam pembahasan proses
clearance untuk pembangunan/pengadaan tanah
dan bangunan baru. Selain itu, APIP diharapkan dapat
berperan dalam memantau penganggaran di satker-nya.
Hal ini pada gilirannya akan membantu penyerapan
karena penganggaran yang baik dan proses realisasi
DIPA dapat segera dilaksanakan.

Dalam rangka meningkatkan dan menyelesaikan
persoalan di bidang penerimaan APBN, APIP dapat
berkontribusi dengan menjalankan fungsi penjaminan
(assurance) antara lain melalui pengujian dan penilaian
atas kepatuhan satker dalam implementasi pemungutan
dan penyetoran PNBP, kepatuhan bendahara da-
lam melaksanakan pemotongan, pemungutan
dan penyetoran pajak, serta kepatuhan PNS untuk
memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, tentu
saja APIP diminta secara konstruktif melaksanakan
fungsi katalisator dan konsultansi untuk mendorong
pemenuhan kewajiban perpajakan/PNBP di K/L dan
pemda, serta meningkatkan optimalisasi penerimaan
APBN/APBD.

Demikian juga APIP harus dapat memberikan
jaminan bahwa seluruh proses akuntansi dan pelaporan
keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan untuk menghasilkan laporan
keuangan yang berkualitas. APIP diharuskan melakukan
reviu atas Laporan Keuangan K/L atau Pemda yang
dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan
anggaran dan penyusunan laporan keuangan tersebut.
Pendekatan reviu yang dilakukan APIP perlu diubah, dari
hanya melakukan reviu LKKL atau LKPD setelah akhir

o

Keuangan, Agus Martowardojo(tengah) dan Ketua Forbes APIP, Bambang Basoeki Hadimuljo
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tahun menjadi monitoring laporan keuangan dari tahap
penyusunan sampai dengan pemeriksaan oleh BPK RI.
APIP tidak hanya menjalankan fungsi asurans tetapi
juga mesti giat memberikan masukan dan bimbingan
bilamenemukan aparat di unit operasional yang belum
memahami tugas dan fungsi dalam melakukan proses
akuntansi dan menyusun laporan keuangan.

APIP juga selayaknya menjadi semacam liaison
officer bagi unit-unit operasional dalam menghadapi
pemeriksaan oleh BPK RI. Hal ini penting untuk me-
ningkatkan efektivitas pelaksanaan pemeriksaan.
Selain itu, terkait reformasi birokrasi yang sedang dan
akan dilakukan berbagai K/L dan pemda, saat ini untuk
pemerintah pusat 15 K/L telah menjalankan reformasi
dan mendapatkan remunerasi. Dua puluh K/L lainnya
sudah selesai diproses untuk menjalankan program
reformasi dan dalam proses penyiapan remunerasi,
sedangkan sisanya diharapkan dapat memulai proses
reformasi pada tahun ini. APIP harus berperan untuk
mengawasi jalannya reformasi agar dapat mencapai
tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik. Hal ini
penting karena dalam pelaksanaan proses reformasi
birokrasi tersebut pemerintah telah mengeluarkan
belanja APBN, baik untuk pembiayaan program
dan kegiatan maupun untuk perbaikan remunerasi.
Pengawasan harus dilakukan dengan baik agar jangan
sampai uang negara telah banyak dikeluarkan tetapi
pelayanan publik tidak membaik.

Kuntoro mengungkapkan dengan panjang lebar
terkait dengan peran APIP dalam peni
Instansi Peﬁéﬁr&h‘l%n&iﬁl@n@éﬁ&%&

pada hambatan yang tétjadi pada’ pTogram program

yang melibatkan beberapa satuan kerja. Hal |n|ber|<a|tan_ ;
erat dengan kelancaran penyerapan anggaran. Untuk

itu peran’ARIP dalam mendukung upaya Pemerintah
dalam membentuk pola penyerapan anggaran yang
baik melalui empat fungsi yaitu sebagai alat monitor,
enabler atau konsultan yang membantu penyiapan hal-
hal yang perlu ada pada satuan kerja, alat pembentuk

1. Ketua UKP4, Kuntoro Mangkusubroto 2. Menterl Keuangan, Agus Martowardojo; 3. MenPAN dan
RB, Azwar Abubakar; 4. Kepala BPKP, Prof. Mardiasmo
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integritas aparat pemerintah, dan koordinator terhadap
kegiatan yang bersifat lintas sektoral.

Sementara MenPAN dan RB, Azwar Abubakar
menyampaikan peran APIP terkait dengan pengawasan
terhadap proses Reformasi Birokrasi. la mengungkapkan
ada empat bentuk pengawasan terkait RB, meliputi
pengawasan keuangan, pengawasan kinerja, pe-
ngawasan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi,
dan pengawasan terhadap perilaku aparat. Dalam
pemberantasan korupsi ia menekankan pada peran
APIP dalam membangun early warning system yang
dapat mencegah terjadinya korupsi. Jika sudah terlanjur
terjadi, tugas APIP adalah meminimalisir kerugian
negara dan membantu aparat penegak hukum.

Sedangkan Mardiasmo mengungkapkan pola hu-
bungan kerja antara BPK sebagai eksternal auditor
dengan APIP. la menekankan pada peran APIP dalam
membantu satuan kerja saat pemeriksaan dan pada
proses tindak lanjut hasil pemeriksaan. Sedangkan BPK
dapat menggunakan hasil pengawasan APIP .

Selain diisi dengan keynote speaker, acara lokakarya
diisi dengan dua buah Diskusi Panel. Diskusi pertama
dengan tema Peningkatan Kualitas Pengelolaan
Keuangan Negara. Hadir sebagai pembicara adalah
Dirjen Anggaran, Dirjen Perbendaharaan, Dirjen Pajak,
dan Inspektur Jenderal Kementerian PU, dengan
moderator Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.
Diskusi kedua dengan tema Peningkatan Kinerja
Ins&anm Pemerintah dan Penguatan Kapabilitas APIP.

tﬁcara panel adalah Wakll enteri PAN dan RB,

(:-S?hfétﬁn ! WJInEKeﬁw%\"]tga!ﬁ RQJ;ngan\Yrjen'P(emneterlan Dalam

Neger‘l De‘puti PIP. Bldahg Perekonomian BPKP, dan
ermawan Sulistyo. m
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Menyongsong 2 Tahun Keterbukaan Informasi Publik:
Refleksi dan Tantangan Kedepan

dari kiri kekanan : Peneliti ICE, Dessy Eko Prayitno, Komisioner KIP, Ahmad Alamsyah Saragih, Direktur Eksekutif CLD, Toby Mendel

etelahberselanghampirduatahundiberlakukannya

UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik, saat ini mulai muncul wacana

mengenai implementasi penentuan informasi
yang dikecualikan, bagaimana proses menentukannya,
siapa saja pihak yang terlibat, serta siapa yang berwenang
untuk membuat pedoman mengenai hal itu.

Kondisi tersebutlah yang sesungguhnya melatar-
belakangi diselenggarakannya seminar dengan topik
“Menyongsong 2 Tahun Keterbukaan Informasi Publik:
Refleksi dan Tantangan Ke Depan’, yang digagas oleh
Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dan
Center for Law and Democracy (CLD), (5/3) di Hotel Alila -
Pecenongan, Jakarta. Momen ini juga bersamaan dengan
peluncuran buku berjudul “Penafsiran Atas Pengecualian
Dalam Hak Atas Informasi : Pengalaman di Indonesia dan
Negara Lain”

Seminar mendatangkan narasumber dari luar
dan dalam negeri. Peneliti ICEL, Dessy Eko Prayitno
mengemukakan hasil studi Penerapan Pengecualian
Informasi dalam UU no.14/2008. Menurut Dessy, sebelum
badan publik mengecualikan sebuah informasi, badan
publik harus membaca pasal terkait pengecualian
informasi secara utuh sebagai satu kesatuan.

Sementara itu, Legal Officer CLD Michael Karanicolas
dalam presentasinya memaparkan beberapa penerapan
pengecualian informasi di negara lain. Pembahasan
Michael terkait pengecualian informasi meliputi privacy,
commercial interests, law enforcement, internal information,
dan natural resources. Menurutnya, terdapat perlakuan
yang berbeda dalam pengecualian informasi pada
beberapa negara. Terkait pengecualian informasi, di
Amerika Serikat, rahasia pribadi dan penegakan hukum,
hingga kini merupakan pengecualian yang paling
banyak digunakan, sementara di Kanada rahasia pribadi
memegang peranan sebesar 36% dari seluruh penolakan
akses dalam rentang waktu 2010-2011.

Di samping itu, informasi yang semula dikecualikan
dapat berubah menjadi tidak dikecualikan dengan

beberapa kondisi. Sebagai contoh, untuk pengecualian
informasi kategori law enforcement terkait dengan proses
hukum yang belum selesai, namun pengecualian ini tidak
berlaku jika proses hukum sudah selesai atau vonis sudah
diputuskan. Adapun informasi terkait pelanggaran HAM
tidak dikecualikan. Di Peru diberlakukan semua informasi
yang menyangkut pelanggaran HAM maka tidak masuk
dalam klasifikasi informasi yang dikecualikan ini.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner KIP
Ahmad Alamsyah Saragih mengulas tentang tata cara
pengecualian informasi di Indonesia. Lebih lanjut, ALam
menjelaskan bahwa untuk menjalankan uji konsekuensi
diperlukan 4 tahapan, yaitu mengidentifikasi, informasi
melalui klarifikasi; dasar hukum dan tujuan kerahasiaan;
ketentuan balancing (jika ada); dan merumuskan kesim-
pulan. Dalam UU KIP, PPID(Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi) hanya dibebankan kewajiban untuk
melaksanakan pengujian atas konsekuensi. Secara implisit,
pengujian atas kepentingan publik oleh UU KIP diarahkan
untuk dilaksanakan di Komisi Informasi atau Pengadilan.
Pada implementasinya di negara lain seperti Kanada,
pengujian atas kepentingan publik ini dilakukan oleh
Ministry of Justice (Kementerian Kehakiman).

Pada presentasi lainnya, Direktur Eksekutif CLD
Toby Mendel mengungkapkan perbedaan mendasar
implmentasi UU KIP di Indonesia dengan negara lain, yaitu
di Indonesia dalam mengimplementasikan keterbukaan
informasi publik dalam melaksanakan UU KIP, langsung
diawali dengan Standard Operating Procedures (SOP),
sementara di negara lain, diawali dengan master plan
implementasi keterbukaan informasi, yang bagian
terkecilnya adalah SOP. Toby juga melihat bahwa perlu
melihat Undang-undang yang muncul sebelum UU KIP
untuk melihat keterkaitannya, dan menginterasikan
sistem yang ada. Satu hal lagi, tambahnya, untuk
efektivitas, pejabat PPID haruslah seorang staf yang senior
dan memiliki networking yang baik dengan sesama PPID
agar lebih mudah dalam memecahkan masalah yang
timbul®

(HJK)
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Perlu Sistem

aat ini, publik hanya mengenal Komisi

Pemberantasan Korupsi sebagai institusi yang

menangani kasus-kasus korupsi melalui upaya

represif, padahal ada satu peran pencegahan
yang banyak dilupakan publik. Hal tersebut disampaikan
oleh Wakil Pimpinan KPK, Bambang Widjayanto
saat membuka acara tersebut. “Ketika banyak pihak
membicarakan pemberantasan korupsi maka semua
orang akan concern ke upaya penindakan. Padahal,
ada sistem yang memproduksi kejahatan namun
terlupakan.’kata Bambang.

Untuk mensupport peran KPK tersebut, maka KPK
dan BPKP menjalin kerjasama dalam bentuk koordinasi
dan supervisi dengan melibatkan 33 perwakilan BPKP.
Sebagailangkah awal, KPK dan BPKP menyelenggarakan
Workshop Pelaksanaan Koordinasi dan supervisi
pencegahan.

Jika semua orang beranggapan upaya represif
penting, tetapi Bambang justru beranggapan upaya
pencegahan atau represif jauh lebih penting. Bambang
juga berharap agar seluruh pihak dapat meletakkan
upaya pencegahan sebagai sesuatu yang penting.

KPK, menurutnya, sangat bersyukur dapat bersinergis
dengan BPKP dalam upaya pencegahan yang akan
dilakukan melalui kegiatan koordinasi dan supervisi
pencegahan pemberantasan korupsi dengan melibatkan
seluruh perwakilan BPKP di seluruh Indonesia. Bagi beliau,
BPKP adalah sebuah lembaga yang sangat strategis
untuk membantu upaya pencegahan KPK. Kedepan,
KPK, tambah Bambang, akan melakukan sinergis
dengan lembaga penyidik lainnya. Melalui langkah ini,
ia berharap agar upaya KPK dalam memberantas korupsi
akan semakin efektif.

Meskipun kosa kata korupsi begitu dekat di telinga

OF

masyarakat, kita justru tidak berhasil membangun
sebuah sistem yang dapat mencegahnya. Untuk itu,
ia berharap juga agar kedudukan civil society harus
dijadikan sebagai sebuah kekuatan sosial yang ikut
mengontrol praktek-praktek penyimpangan.

Acara pembukaan workshop yang berakhir hingga
tanggal 18 Pebruari 2012, juga diisi pengarahan oleh
Kepala BPKP, Prof Mardiasmo, Menteri PAN dan RB, Azwar
Abubakar, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri,
Maliki Heru Santosa, dan Anggota Ombudsman.

Azwar pada kesempatan tersebut menyampaikan
langkah-langkah konkrityang akan dilakukan Kementerian
PAN dan RB untuk mempercepat proses reformasi
birokrasi sebagai bagian dari upaya pencegahan, yaitu
dengan lahirnya birokrasi yang bersih dari KKN dan
politisasi dan siap melayani.

Senada dengan apa yang disampaikan Azwar, Kepala
BPKP, Mardiasmo memandang perlu penerapan Sistem
Pengendalian Intern (SPIP) dalam upaya mencegah
praktek korupsi. Bagi beliau, implementasi dari apa yang
sudah ditetapkan sebagai regulasi nasional merupakan
sesuatu yang penting. Meskipun koordinasi dengan pihak
penyidik termasuk KPK maupun kementerian lain sudah
berjalan, beliau berharap koordinasi yang akan dibangun
bersama KPK akan berjalan efektif. la juga menyampaikan
bahwa saat ini, BPKP tengah membantu pemerintah
dalam mempercepat proses reformasi birokrasi melalui
Satgas Tim Penjaminan Kualitas Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Nasional yang juga akan menyentuh pemerintah
daerah. Berbagai langkah pencegahan yang dilakukan
BPKP diharapkan beliau dapat menjadi titik awal dalam
perbaikan sistem yang dapat mencegah praktik korup-
sill
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dari km kekanan depan: Irjen Kemendagri, Maliki Herus Santosa, Anggota Ombudsman, Menteri PAN dan RB, Azwar Abubakar, Wakil Ketua

KPK, Bambang Widjajanto dan Kepala BPKP, Prof. Mardiasmo
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Mr Owen Podger Deputi Bidang Administrasi Sekretariat

Wakil Presiden, Djadja Sukirman

(Quality Assurance RBN:

Jalan Menuju Pemerintah yang Amanah

ntuk apa negara Indonesia dibentuk? Mr Owen
Podger yang merupakan salah satu Tim Bantuan
Tata Kelola, pada acara Capacity Building Tim
Quality Assurance Reformasi Birokrasi Nasional di
Jakarta, mencoba mengingatkan kita, maksud didirikannya
negara Indonesia sebagaimana diamanahkan UUD 1945,
yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Dengan melakukan traceback ke belakang pada tujuan
bernegara tersebut, Mr. Owen berharap, Tim Quality
Assurance dapat menjalankan perannya untuk mengawal
proses reformasi birokrasi secara tepat dan hati-hati
sehingga apa yang menjadi tujuan bernegara tersebut
dapat tercapai. “Masyarakat harus dipandang sebagai
penerima layanan dan pemegang kedaulatan (pelanggan
dan pemegang saham),” tegasnya. Dengan demikian,
birokrasi yang baik seharusnya amanah dalam menjalankan
perannya dan berperan sebagai abdi masyarakat bukannya
majikan. Konsep birokrasi yang cukup sederhana untuk
diucapkan tetapi terasa sulit untuk dilaksanakan. Lalu
bagaimana posisi pemerintah pusat, pemerintah provinsi,
dan pemkab/kota seharusnya?
Di sampaikan Owen, bahwa perlu pembagian tugas
yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi,
kabupaten/kota, dan regulasi. Menurutnya, Pemerintah

kabupaten/kota seharusnya berperan sebagai pemberi
layanan langsung kepada masyarakat, pemerintah provinsi
sebagaifasilitator, pendorong dan pelindung kepentingan
masyarakatnya, pemerintah pusat untuk menjamin
kepentingan nasional, sementara regulasi sebagai bentuk
kepastian hukum.

Oleh karena itu, reformasi birokrasi pada tingkat
pemerintah daerah merupakan suatu keharusan mengingat
merekalah yang melakukan layanan yang langsung
mengena ke masyarakat. Sehingga, baik buruknya
pelayanan publik sangat ditentukan oleh baik-buruknya
birokrasi pada level pemerintah daerah. Untuk itu,
pemerintah memandang perlu untuk mempercepat
pelaksanaan reformasi birokrasi pada level pemerintah
daerah yang akan diawali dengan penyusunan pedoman
penjaminan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di
pemerintah daerah. Dilatarbelakangi tujuan tersebut,
Tim Quality Assurance melalui dukungan Tim Inspire,
menyelenggarakan kegiatan capacity building Penjaminan
Kualitas RBN di Hotel Millenium Jakarta tanggal 29 Pebruari
s.d 3 Maret 2012.

Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Wakil Presiden,
Djadja Sukirman, pada kata sambutan pembukaannya
menyambut baik kegiatan capacity building di depan
seluruh peserta yang merupakan utusan dari enam
perwakilan BPKP, yaitu Provinsi Riau, Jambi, DIY, Jawa Timur,
Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara serta satuan tugas
Tim Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) RBN BPKP.
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WARTA pusat

Turut hadir pada acara tersebut TQA, yaitu Prof. Mardiasmo
yang merupakan ketua TQA ex officio Kepala BPKP, Neneng
Goenadi, Felia Salim, Rudiantara, dan Luthfi Andi.

Lebih lanjut, Djadja mengingatkan bahwa Wakil
Presiden sangat berkepentingan atas segala upaya untuk
mensukseskan Reformasi Birokrasi Nasional. Sehingga,
lanjutnya, dalam berbagai kesempatan beliau selalu
menyatakan bahwa Reformasi Birokrasi Nasional harus
dipandang sebagai upaya yang berkelanjutan dari satu
era pemerintahan ke era pemerintahan selanjutnya sesuai
roadmap dan grand design.

Untuk itulah, menurutnya, peran TQA sangat penting
untuk memastikan K/L dan pemerintah daerah telah secara
konsisten melaksanakan apa yang menjadi roadmap RBN
di lingkungannya sehingga apa yang menjadi tujuan
RBN dapat dirasakan oleh masyarakat , yaitu terciptanya
pelayanan publik, tidak ada KKN, cost effectiveness, dan
kualitas pengambilan

1. Kepala BPKP Ex Officio, Prof. Mardiasmo, 2. Sekretaris Tim QA RBN,
3. Neneng Goenadi, 4. Anggota Tim QA RBN, Luthfi Andi Mutty , Ang-
gota Tim QA RBN, Felia Salim, 5. Anggota Tim QA RBN, Rudiantara

kebijakan.

Selanjutnya dalam kesempatan yang sama, Ketua TQA
ex officio Kepala BPKP, Prof. Mardiasmo didampingi oleh
anggota TQA, menyampaikan harapannya agar seluruh
peserta terutama utusan dari enam perwakilan dapat ikut
mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah
Daerah, diantaranya dengan memberikan masukan
dalam rangka penyusunan pedoman penjaminan kualitas
pelaksanaan RBN di tingkat pemerintah daerah. Lebih
lanjut, ia menginginkan pedoman QA dan Monev RBN pada
pemerintah daerah nantinya dapat dijadikan sebagai acuan
pelaksanaan RBN oleh pemerintah daerah. Menurutnya,

keberhasilan pemerintahan daerah dalam melaksanakan
program reformasi birokrasi menjadi sangat penting
mengingat pada level pemerintah daerah, perubahan
mindset dan culture set aparatur melalui program RB dapat
langsung dirasakan oleh masyarakat.

Acara capacity building, yang berlangsung selama
3 hari tersebut juga menghadirkan berbagai masukan
dari Tim Quality Assurance, pembekalan dari Koordinator
Satgas RBN, Ardan Adiperdana, dan berbagi pengalaman
selama melakukan piloting dan QA pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Nasional pada beberapa K/L oleh Satgas TQA RBN,.
Para narasumber juga menyampaikan berbagai strategi
penilaian, diantaranya dengan melakukan hipotesa awal
sebelum melakukan QA pada K/L/P serta pemantauan
hasil survei yang dilakukan pihak lain terhadap K/L/P yang
bersangkutan.

Proses RB pada K/L harus dipandang sebagai upaya
melayani kebutuhan masyarakat baik yang

secara langsung

maupun
tidak langsung. Oleh karena

itu, TQA dan Satgas QA RBN seharusnya menilai layanan
setiap institusi pemerintah, dengan menilai kontribusi
layanan itu kepada pelayanan publik. Harus diakui, bahwa
peran TQA mengawal proses RBN di Indonesia tidaklah
mudah untuk dilaksanakan, terlebih di tengah berbagai
permasalahan yang secara terus menerus menurunkan
kepercayaan publik kepada pemerintah. Namun, di tengah
permasalahan yang menghimpit bangsa Indonesia, TQA
dapat menjadi secercah harapan bagi masyarakat indonesia
untuk lahirnya pemerintah yang amanah dan dipercaya
oleh masyarakatnyal

(Nani)
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Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan,

Rahmat Waluyanto

Akurasi Proyeksi kebutuhan dana
untuk Akurasi kebutuhan kas

asus gagal bayar yang terjadi di beberapa
negara di Eropa pasti membuat negara
manapun “was-was". Bagaimana tidak,
arena hampir semua negara memperoleh
pembiayaan dengan melakukan utang baik melalui
pinjaman luar negeri ataupun dengan melepas surat
berharga negara.

Namun, yang harus menjadi perhatian kita ada-
lah, apakah kebijakan utang pemerintah telah mem-
pertimbangkan prinsip kehati-hatian dan telah
mempertimbangkan berbagai risiko yang mungkin
dapat menyeret negara ke kasus yang serupa dengan
beberapa negara eropa tersebut.

Untuk mengetahui lebih banyak tentang strategi
atau kebijakan utang pemerintah dan pengelolaannya,
Warta Pengawasan berkesempatan mewawancarai
Dirjen Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan,
Rahmad Waluyanto seputar kita-kiat Direktorat Jenderal
Pengelolaan Utang tempatnya menuangkan ide-ide
dan gagasannya terkait pengelolaan utang pemerintah.
Berikut wawancara tertulis dengan Dirjen Pengelolaan
Utang, Kementerian Keuangan RI:

Warta Pengawasan (WP): Berdasarkan data, trend
realisasi defisit APBD cenderung di bawah target,
padahal dampak dari penetapan target defisit tersebut
mengharuskan pemerintah dalam hal ini DJPU sejak
awal tahun harus berupaya memenuhi kebutuhan
pembiayaan untuk menutupi target defisit tersebut.
Bagaimana pendapat Bapak menyikapi kondisi
tersebut? Bagaimana kondisi tersebut jika dikaitkan
dengan manajemen kas pemerintah yang dikelola oleh
DJPB?

Rahmat Waluyanto (RW): Pemenuhan pembiayaan
utang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai
variabel antara lain besaran defisit, kondisi pasar ke-
uangan, kondisi kas Pemerintah, dan batasan risiko
utang. Keseimbangan berbagai variable tersebut, perlu
dikelola secara hati-hati agar diperoleh kondisi yang
optimal antara pemenuhan kebutuhan untuk membiayai
defisit, pengelolaan utang, dan pengelolaan kas. Namun,
dalam pelaksanaannya masih menghadapi beberapa
permasalahan seperti terjadinya kelebihan dana pada kas

Pemerintabh.

Hal ini disebabkan penyusunan proyeksi kebutuhan
dana untuk membiayai kegiatan Kementerian/Lem-
baga masih sulit diprediksi secara akurat sehingga
mengakibatkan penyusunan proyeksi kebutuhan kas
pemerintah menjadi tidak akurat. Untuk mengatasi hal
tersebut, kami telah melakukan koordinasi yang intensif
dengan DJPB dalam rangka peningkatan kualitas penge-
lolaan utang dan kas pemerintah.

Adapun perkembangan defisit APBN dari tahun 2010
sampai dengan 2012 tersaji dalam tabel 1 dibawah

WP: Pemerintah memiliki prinsip perolehan
utang dengan biaya yang wajar dan risiko yang
dapat diterima serta kemampuan membayar
kembali. Menurut Bapak, apakah kebijakan untuk
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Tabel 1

A. Pendapatan Negara dan Hibah
|. Penerimaan Dalam Negeri
1. Penerimaan Perpajakan
2. Penerimaan Bukan Pajak
11. Hibah
B. Belanja Negara
|. Belanja Pemerintah Pusat
a. Bunga Utang
- Dalam Negeri
- Luar MNegeri
b. Subsidi
Il. Transfer Daerah
C. Keseimbangan Primer
D. Surplus/ [Defisit) Anggaran (A-B)
E. Pembiayaan
|. Pembiayaan Utang
Il. Pembiayaan Non-Utang

Kelebihan/ (Kekurangan) Pembiayaan
Sumber: Buku Perkembangan Utang Negara Edisi Desember 2011

menurunkan pinjaman luar negeri
(PLN) dalam perolehan utang dan
memperbesar perolehan dana dari
penerbitan surat berharga negara
yang saat ini diterapkan sudah
tepat memenubhi ke-3 prinsip
diatas?

RW: Biaya dan risiko utang
merupakan dua indikator utang
yang tidak selalu bisa diperoleh
secara bersamaan. Umumnya, akan
selalu terjadi proses tarik menarik
antara dua indikator tersebut. Dalam
rangka penerapan prinsip perolehan
utang dengan biaya yang wajar dan
risiko yang terkendali, DJPU telah
menyusun strategi pengelolaan
utang jangka menengah dan
tahunan sebagai pedoman atau
rambu-rambu untuk melakukan
pengelolaan utang menuju target
portofolio biaya dan risiko utang
yang optimum. Pemilihan instrument
utang antara pinjaman atau SBN
tidak hanya mempertimbangkan
risiko dan biaya utang tetapi
juga mempertimbangkan faktor

[ Triliun Rupiah |

| amo | 2om | 201 |

2012
949.7 992.4 995.3 100.3%  1,169.9 1,311.4
948.1 990.5 992.3 100.2%  1,165.3 1,310.6
742.7 743.3 723.3 97.3% 878.7 1,032.6
205.4 247.2 268.9 108.58% 286.6 278.0
1.5 1.9 3.0 158.2% 4.6 0.8
1,047.7 1,126.1 1,042.1 92.5%  1,320.7 1,435.4
725.2 781.5 697.4 89.2% 908.2 965.0
115.6 105.7 BB.4 83.7% 106.6 122.2
77.4 718 61.4 85.4% 76.6 88.5
38.2 33.8 27.0 79.8% 0.0 33.7
157.8 201.3 192.7 95.7% 237.2 208.9
322.4 344.6 344.7 100.0% 412.5 470.4
17.6 (28.1) 41.5 -147.8% (44.2) {1.8)
(98.0) (133.7) (46.8) 35.0% (150.8) {124.0)
98.0 133.7 91.5 68.4% 150.8 124.0
95.5 108.3 86.9 80.2% 125.32 1236
25 25.4 18.2% 25.5 (9.5)

4.6
aaz{ | - | .|

lain seperti fleksibilitas dalam
pengelolaan portofolio utang dan
meningkatkan kemandirian dalam
membiayaai APBN dari sumber
domestik. Dengan kebijakan tersebut
diharapkan utang yang diperoleh

langsung pada perekonomian
nasional.

Namun demikian, Pinjaman
Luar Negeri, khususnya pinjaman
proyek, juga memiliki kelebihan
karena langsung earmark dengan

Tabel 2
2,000
1,500
1,000
500
2008 2009 2010 2011+
=son  pijamon
Keterangan:

2011+ : Angka sangat sementara, per 30 November 2011
- Kenalkan pinjaman luar negeri terutama disebabkan oleh volatilitas nilal tukar rupdah terhadap
berbagal denominasli mata vang dalam pinjaman luar negerl

Sumber: Buku Perkembangan Ltang Negara Edisi Desember 2011

dapat dikelola secara maksimal
dan pembayaran kembali pokok
dan bunga utang akan berdampak

kegiatan tertentu sehingga manfaat
penggunaan utang dapat langsung
terukur.
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Adapun posisi utang pemerintah
berdasarkan komposisi jenis utang
dari tahun 2006 - 2011 disajikan
dalam tabel sebagai berikut:

WP: Menyikapi ancaman
krisis ekonomi sebagai dampak
dari gagal bayar sejumlah negara
di eropa, apa langkah-langkah
antisipatif yang telah dan akan
dilakukan pemerintah terkait
kebijakan utang?

RW: Pengelolaan Utang
Pemerintah dilakukan secara
hati-hati, efektif, transparan, dan
akuntabel melalui pembatasan
tambahan utang dengan
menetapkan deficit APBN/APBD
maskimal 3% dari PDB, penetapan
strategi pengelolaan utang jangka
menengah, dan strategi pembiayaan
utang tahunan sebagai panduan
dalam operasionalisasi pengelolaan
utang, dan pertanggungjawaban
serta publikasi hasil pengelolaan
utang kepada instansi pengawas
dan publik. Hal ini berdampak positif
pada kondisi utang pemerintah
yang semakin baik dengan indikasi
semakin rendahnya rasio utang
terhadap PDB (dari sekitar 56%
pada tahun 2004 menjadi 25% di
tahun 2011 dan 24% di tahun 2012)
dan semakin terkendalinya risiko
utang. Hal ini turut berperan dalam
mendorong peningkatan credit
rating Indonesia di saat beberapa

negara maju mengalami penurunan

credit rating.

Untuk mengantisipasi
kemungkinan terkena dampak krisis
Eropa, saat ini telah disusun langkah-
langkah antisipasi yang tertuang
dalam Bond Stabilization Fund (BSF),
antara lain:

« Melaksanakan buyback SBN oleh
DJPU dengan menggunakan dana
yang telah dianggarkan

«  Melakukan pembelian SBN oleh
BUMN di pasar sekunder pada
saat terjadi pre-crisis atau crisis

« Berkoordinasi dengan unit-unit
internal di Kementerian Keuangan
(Direktorat Pengelolaan Kas
Negara, DJPb dan BKPM) untuk
melakukan pembelian terhadap
SBN dalam kondisi bearish

«  Melakukan pembelian SBN
dengan menggunakan dana SAL

+ Menerapkan Crisis Management
Protocol (CMP) yang melibatkan
DJPU, Bank Indonesia, dan
Bapepam/LK.

Selain itu, untuk menjaga
kemampuan pembiayaan utang
dalam APBN, berdasarkan Undang-
Undang APBN tahun 2012,
pemerintah juga dapat memperoleh
contingency loan (pinjaman siaga)
dan memanfaatkan fleksibiltas
pembiayaan utang tunai melalui
pinjaman program dan penerbitan
SBN.

Sebagai gambaran, berikut

NASIONAL

disajikan perbandingan persentase
rasio utang terhadap PDB dari
beberapa negara selama 2006-2011:

WP: Menurut Bapak, apa
kelemahan dari manajemen
pengelolaan utang pemerintah di
Indonesia?

RW: Kelemahan manajemen
pengelolaan utang pemerintah yang
kami temui antara lain pasar yang
masih relatif dangkal sehingga masih
memerlukan proses pengembangan
lebih dalam lagi. Masalah lainnya
yaitu dalam proses pencarian
lender. Kecenderungannya, dalam
masalah pengadaan barang dan
jasa pemerintah, khususnya produk-
produk yang tidak bisa diproduksi
di dalam negeri, masih tergantung
dengan 'lender-lender’ tertentu. Hal
tersebut mengakibatkan tingginya
biaya yang harus dikeluarkan.

Masalah lain yaitu masih
terbatasnya sumber dana pinjaman
dari dalam negeri, sehingga harus
mencari sumber pinjaman luar negeri
yang pada akhirnya mengakibatkan
risiko valas yang tinggi.

Warta Pengawasan:

Dari semua strategi yang telah
dicanangkan, menurut Bapak apa
kunci keberhasilan dari efektifitas
utang pemerintah?

Rahmad Waluyo:

Efektifitas utang Pemerintah

2006 |

Argentina T4 6.7
Brazil 66.7 652
Germany B1.6 649
Inedia 5.7

Italy 1036
lapan 193 1877
Turkey 46.1 394
United Kingdom 431 439
United States 6l.1 622

Tabel 3
2 N T TN BTN
57.6 47.8
0.7 6.4 6.1
66.3 BS B0.0

115.1 1180

195.0 2163 103
\5 455 41.7
a0 e ri2
£y Br) B 21.6

Keterangan:

- Nominal dalam persen
terhadap FDB

Tambahan utang di negara
maju lebih besar
dibandngkan dengan
negara berkembang

65.7
B0.1

91
39.4
B0
295

Sumber. Inkermational Moretary Fund, World Economic Cuthook Databaze, Aprl 2011
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dapat diukur dari 2 (dua) sisi yaitu biaya/ risiko utang
yang harus ditanggung dibandingkan nilai manfaat dari
kegiatan/proyek yang dibiayai dari utang. Keberhasilan
efektifitas utang dari sisi biaya/ risiko utang dapat dilihat
dari perbaikan indicator risiko dan biaya utang dari
tahun ke tahun. Sedangkan keberhasilan efektifitas utang
dari sisi manfaat kegiatan/ proyek dapat dilihat pada
peran utang, khususnya utang melalui pinjaman proyek,
dalam membiayai kegiatan yang dapat mendorong
perekonomian. Namun demikian, utang secara
keseluruhan telah memberikan kontribusi yang positif
pada perekonomian sebagaimana terlihat dari penurunan
rasio utang terhadap PDB dan penurunan rasio debt
service terhadap belanja/pendapatan Negara.

Warta Pengawasan:

Apa langkah strategi pengelolaan utang
pemerintah ke depan? Apakah strategi tersebut
telah mengantisipasi kegagalan berbagai variabel di
luar Kementerian Keuangan seperti K/L, Bappenas,
Bl, dan aparat pengawasan baik internal maupun
eksternal?

Rahmat Waluyanto:

Strategi pengelolaan utang Pemerintah terdiri dari
strategi pengelolaan utang jangka menengah dan strategi
pembiayaan utang tahunan. Strategi pengelolaan utang
jangka menengah memuat arahan strategi dan batasan
risiko/ biaya utang untuk digunakan sebagai panduan
dalam menyusun strategi pembiayaan utang tahunan
yang disusun setelah APBN ditetapkan.

Secara umum strategi pengelolaan utang jangka
menengah adalah sebagai berikut:

a. Mengoptimalkan potensi pembiayaan utang dari
pasar domestik melalui penerbitan SBN rupiah
maupun penarikan pinjaman dalam negeri.

b. Terus melakukan diversifikasi instrument utang
agar diperoleh fleksibilitas dalam memilih berbagai
instrumen yang lebih cost-efficient dan risiko minimal.

¢. Pengadaan pinjaman/kredit luar negeri dilakukan
sepanjang untuk memenuhi kebutuhan prioritas,
memberikan terms and conditions yang
menguntungkan pemerintah, dan tanpa agenda
politik dari kreditor

d. Tetap mempertahankan kebijakan pengurangan
pinjaman/kredit luar negeri secara bertahap

M

e. Meningkatkan koordinasi dengan otoritas moneter
dan otoritas pasar modal, terutama dalam rangka
mendorong upaya financial deepening

f.  Meningkatkan koordinas dan komunikasi dengan
berbagai pihak dalam rangka meningkatkan
'sovereign credit rating
Dalam menyusun strategi pengelolaan utang tersebut,

Ditjen Pengelolaan Utang telah memperhitungkan

berbagai skenario termasuk apabila terjadi kegagalan/

ketidaksesuaian dengan rencana. Namun demikian, Ditjen

Pengelolaan Utang secara berkala melakukan 'review'

dan evaluasi pelaksanaan strategi untuk mengantisipasi

apabila kegagalan-kegagalan yang terjadi berpotensi
mengancam kesinambungan fiskal.

Warta Pengawasan:

Jika dikaitkan dengan peran BPKP sebagaimana
PP No 60 tahun 2008 untuk melakukan pengawasan
dalam membantu fungsi kebendaharaan, menurut
Bapak peran apa yang diharapkan Kementerian
Keuangan dari BPKP?

Rahmat Waluyanto:

Kami mengharapkan BPKP dapat meningkatkan
perannya sebagai aparat pengawasan internal yang
dapat mendorong efisiensi dalam pelaksanaan
kegiatan-kegiatan pemerintah, baik yang dibiayai dari
pinjaman maupun melalui Rupiah Murni. Selain itu, BPKP
diharapkan dapat menyusun indikator-indikator efektifitas
dalam pencapaian target kegiatan yang ditetapkan.

Beberapa lender mengakui BPKP sebagai auditor
yang dapat dipercaya dalam melakukan audit
terhadap kegiatan-kegiatan pemerintah yang dibiayai
dari pinjaman luar negeri. BPKP juga dinilai memiliki
pengalaman yang berharga dalam melakukan evaluasi,
pengawasan, dan monitoring bagi kegiatan-kegiatan
yang dibiayai dari pinjaman. Diharapkan, kedepan hal-
hal tersebut dapat terus dikembangkan, sehingga dapat
disinergikan dengan Kementerian Keuangan dalam
rangka pengelolaan kebijakan fiskal, pengelolaan utang,
pengelolaan anggaran maupun mendorong efektifitas
dan efisiensi pelaksanaan kegiatan oleh Kementerian/
lembaga.

(Triwib/Nans/Harjum)
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ktivitas anggota DRPD Provinsi DKI Jakarta

ini semakin padat akhir-akhir ini. Hal itu

tidak lepas dari rencana pencalonan dirinya

sebagai salah satu kandidat pimpinan
ibukota negara ini. Ya, saat ini Wanda Hamidah
tengah sibuk melakukan sosialisasi atas visi dan misi
serta pemecahan permasalahan jika dirinya menjadi
Gubernur atau Wakil Gubernur DKI Jakarta. Walaupun
tampak lelah, namun hal itu tidak mengurangi pesona
kecantikan wajah mantan cover girl ini.

Wanita kelahiran Jakarta, 17 September 1977 ini
mengawali karirnya dari panggung dunia model,
berlanjut keterlibatannya sebagai bintang sinetron.
Mantan cover girl tahun 90-an ini juga pernah menjadi
pembaca berita dan pembawa acara program TV di
sebuah stasiun TV Swasta. Saat ini, istri Chairul Hakim
dan ibu dari dua anak, Noor Shalima Zamaiya Hakim
dan Muhammad Azila Hakim, aktif sebagai anggota
DPRD Provinsi DKI Jakarta dan pengurus Partai
Amanat Nasional (PAN) pimpinan Hatta Rajasa.

Saat bertemu dengan Warta Pengawasan,ia
mengungkapkan pandangannyatentang pengelolaan
keuangan daerah, khususnya di Jakarta. la menilai,
anggaran dunia pendidikan belum sepenuhnya
dikelola secara efektif dan efisien. Hal ini disebabkan
perencanaan pembangunannya masih kurang
transparan dan belum melibatkan masyarakat tingkat
bawah. la kuatir terjadi kooptasi saat pengajuan
usulan kegiatan dari tingkat RT/RW dan Kecamatan
hingga tingkat eksekutif dan DPRD. la menilai masih
ada kegiatan yang orientasinya bukan pada ke-
sejahteraan masyarakat, namun lebih berorientasi

pada kesejahteraan birokrat.

Saat ditanyakan solusinya, ia mengharapkan dua
hal yaitu adanya transparansi pengelolaan keuangan
negara sejak perencanaan pembangunan pada tingkat
RT/RW hingga DPRD. Dengan adanya transparansi,
maka pengelolaan keuangan negara dan daerah lebih
akuntabel. Selanjutnya ia mengharapkan Pimpinan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih meningkatkan
pemberian reward and punishment kepada para
pejabat dan pegawainya. “Kalau ada pejabat yang
berprestasi ya harus diapresiasi, sebaliknya jika ki-
nerjanya tidak baik ya harus diberi sangsi yang sesuai’,
uangkapnya.

Perhatian Wanda Hamidah terhadap dunia
pendidikan cukup besar. la seringkali keliling ke
berbagai pelosok ibukota mengunjungi sekolah-
sekolah. Saat ditemui Warta Pengawasan, ia tengah
sibuk memberi bantuan pada sekolah Pendidikan Anak
Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak yang letaknya di
sebelah tempat penampungan sampah sementara.

Berbicara tentang pengawasan keuangan negara,
ia mengharapkan aparat pengawas dari Inspektorat,
BPKP, BPK, dan KPK, lebih pro aktif dalam melakukan
pengawasan. Jika ada berita penyimpangan, tidak
perlu menunggu untuk melakukan pemeriksaan.“Saat
ini kita sering lihat di media, ada bangunan sekolah
yang baru berusia setahun sudah rusak atau rubuh, ini
kan tidak wajar dan ada indikasi penyimpangan.Tanpa
banyak menunggu, seharusnya aparat pengawasan
langsung melakukan pemeriksaan. Jadi harus lebih
pro aktif," ujarnya dengan serius®

(Triwib)
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ebuah Rancangan

Undang-Undang (RUU)

yang diusung DPR dan

Pemerintah menyambutnya,
biasanya tidak lama kemudian akan
segera terbit menjadi UU. Salah
satu RUU tersebut adalah RUU
tentang Administrasi Sipil Negara
(RUU ASN). RUU yang tengah da-
lam pembahasan akhir di DPR ini
disebut-sebut akan merombak
secara menyeluruh sistem mana-
jemen kepegawaian, dari sekedar
administrasi kepegawaian menuju
pemberdayaan human capital. RUU
ini bertekad merubah paradigma
yang dianggap lama, manajemen
kepegawaian yang menekankan
hak dan kewajiban individual pega-
wai menuju perspektif baru yang
menekankan pada manajemen pe-
ngembangan sumber daya manusia
secara strategis (strategic human
resource management).

Isu Pokok RUU ASN
Dengan membaca RUU ASN
dan naskah akademiknya, terdapat
beberapa isu menarik yang me-
ngemuka, antara lain:
1. Tidak Terdapat Pembagian
PNS Pusat dan PNS Daerah.
Pasal 6 RUU ASN menyebutkan

MENGERMAT] RUU ADMINISTRASH

SIPIL NEGARA

Oleh: M. Muslihuddin®

bahwa pegawai Aparatur Sipil
Negara:(ASN) terdiri dari PNS dan
Pegawai Tidak Tetap Pemerintah.
RUU ASN tidak lagi membedakan
antara PNS Pusat dan PNS Daerah.
RUU ini berusaha menempatkan
kembali salah satu peran PNS sebagai
perekat bangsa. Salah satu caranya
adalah dengan menyatukan kem-
bali PNS tanpa melakukan dikotomi
pusat-daerah.

Di samping itu, RUU ASN juga
berusaha lebih mensterilkan PNS
dari pengaruh politik. Hal tersebut
terlihat dari definisi Pejabat yang
Berwenang (di bidang kepegawaian)
adalah pejabat karier tertinggi pa-
da instansi dan perwakilan (Pasal
1). Sementara itu yang dimaksud
dengan“pejabat struktural tertinggi”
antara lain Wakil Menteri, Sekretaris
Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur
Jenderal, Sekretaris Daerah, dan
Kepala Lembaga Pemerintah non
Kementerian.

Apabila ketentuan di atas diber-
lakukan maka mobilisasi PNS untuk
kepentingan politik yang kerapkali
menjadi isu di daerah bisa dimini-
malisir karena pejabat yang ber-
wenang dibidang kepegawaian
(pembina kepegawaian) bukan lagi
kepala daerah melainkan sekre-

taris daerah. Namun demikian,
pengaturan tersebut bukan tanpa
tantangan dan akan menjadi diskusi
yang menarik apabila dikaitkan
dengan isu otonomi daerah, dimana
sebagian kewenangan pemerintah
telah dikuasakan atau diserahkan
untuk diurus oleh daerah. Satu
hal yang harus diantisipasi adalah
potensi perpecahan antara pe-
mimpin politis dengan pemimpin
kepegawaian. Untuk sengketa di
daerah nantinya akan diselesaikan
oleh Komisi Aparatur Sipil Negara.
Komisi ini antara lain berwenang
menerima pengaduan atau masukan
dari kepala daerah mengenai ki-
nerja Pejabat yang Berwenang
dan melakukan mediasi antara ke-
pala daerah dengan Pejabat yang
Berwenang di daerah (pasal 30).

2. Pengisian Jabatan Eksekutif
Senior (JES) Melalui Seleksi
Terbuka (Lelang Jabatan).
Salah satu yang menonjol

dari RUU ini adalah pengaturan

mengenai Jabatan Eksekutif Senior

(JES). Dalam Pasal 18 RUU ASN dise-

butkan bahwa Jabatan Eksekutif

Senior terdiri dari pejabat struktural

tertinggi, staf ahli, analis kebijakan,

dan pejabat lainnya yang ditetapkan
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dengan Peraturan Pemerintah. JES

berfungsi memimpin dan men-

dorong setiap Pegawai ASN pada

Instansi dan Perwakilan melalui

kepeloporan (keahlian profesional,

analisis dan rekomendasi kebijakan,
kepemimpinan manajemen), me-
ngembangkan kerjasama dengan

Instansi lain dan keteladanan dalam

mengamalkan nilai-nilai dasar ASN

dan melaksanakan kode etik ASN.
Pengisian jabatan JES dilakukan

melalui lelang terbuka. Hal tersebut

terlihat dari pasal 19 ayat (4), (5) dan

(6) RUU ASN. Secararingkas prosedur

pengisiannya sebagai berikut:

- Pejabat yang Berwenang atau
pimpinan Instansidan Perwakilan
mengajukan permintaan pe-
ngisian jabatan eksekutif senior
yang lowong kepada KASN.

«  KASN mengumumkan lowong-
an jabatan ke seluruh Instansi
dan Perwakilan disertai dengan
kompetensi, kualifikasi, dan per-
syaratan lain yang dibutuhkan.

« Calon Pejabat Eksekutif Senior
yang memenuhi kompetensi,
kualifikasi, dan persyaratan
lain yang dibutuhkan berhak
mengajukan lamaran kepada
KASN.

+  KASN melakukan seleksi untuk
memilih 1 (satu) orang calon
Pejabat Eksekutif Senior dan
ditetapkan dengan Keputusan
Presiden
Dengan sistim di atas akan di-

dapatkan pemimpin yang lebih

kapabel dan kompeten, fair play,
serta ketersebaran PNS yang akan
mendorong transfer of knowledge.

Disamping beberapa hal positif,

beberapa hal yang patut menjadi

diskusi antara lain adalah sampai
sejauh mana keterlibatan instansi
asal sebagai lembaga yang akan
ditempati oleh pejabat eksekutif
senior. Keterlibatan instansi asal
layak dipertimbangkan karena
bagaimanapun instansi memiliki
kekhasan atau karakteristik teknis

masing-masing dan yang paling
mengerti adalah instansi yang ber-
sangkutan, sehingga sebaiknya
pelibatan yang lebih dari instansi
asal dalam pemilihan JES sebaiknya
dipertimbangkan.

Hal lain yang patut diwaspadai
adalah masuknya pengaruh politik
praktis ke dalam birokrasi. Sesuai draf
pasal 19 ayat (2) dan pasal 63 ayat (2),
pengisian Jabatan Eksekutif Senior,
khusus pada jabatan struktural
tertinggi lembaga pemerintah
non kementerian, staf ahli, dan
analis kebijakan dapat berasal dari
Non PNS yang ditetapkan dengan
Keputusan Presiden. Ketentuan
tersebut dapat menjadi pintu masuk
bagi politik praktis ke dalam ranah
PNS yang dapat mengganggu dan
memecah belah korps PNS dan
hal tersebut bertentangan dengan
maksud diterbitkannya RUU ini
yang ingin membebaskan PNS dari
pengaruh semua golongan dan
partai poltik.

3. Dibentuknya Komisi Aparatur

Sipil Negara (KASN).

Hal menonijol lain dari RUU ASN
adalah dibentuknya lembaga baru
yang diberi nama Komisi Aparatur
Sipil Negara (KASN). Komisi inilah
yang akan melakukan pengisian
dan pembinaan jabatan eksekutif
senior (pasal 19 ayat (3) dan pasal
26). Komisi ini juga berwenang
menetapkan peraturan dan pe-
ngawasan kebijakan pembinaan
ASN serta menyelidiki dugaan pe-
langgaran peraturan pembinaan
ASN (pasal 30).

Besarnya kewenangan KASN
seharusnya menjadi perhatian ka-
rena bagaimanapun pembinaan
kepegawaian adalah ranah mana-
jemen pemerintah (eksekutif).
Meskipun dalam KASN terdapat
unsur Pemerintah, tetap perlu
keseimbangan, jangan sampai
maksud baik dibentuknya KASN

untuk mendorong transparansi dan
profesionalisme PNS, malah menjadi
kurang efektif atau bahkan menjadi
bentuk KKN baru. KASN diwacanakan
akan mengelola jabatan eksekutif
senior (setara eselon | dan IlI).
Hal tersebut juga patut menjadi
perhatian karena sesuai pasal 35
ayat (1) RUU ASN, KASN hanya ter-
diri dari 7 orang yang merupakan
wakil pemerintah, akademisi, tokoh
masyarakat, wakil organisasi ASN
dan wakil daerah. Tentu saja tidak
sederhana mengelolajabatan eselon
| dan Il seluruh Indonesia yang
jumlahnya tidak sedikit, dengan
berbagai karakteristik teknis baik di
lingkungan eksekutif, yudikatif dan
legislatif.

4. Pengembangan Karier PNS
Dilakukan Berdasarkan Kua-
lifikasi, Kompetensi dan Peni-
laian Kinerja.

Pasal 68 RUU ASN menyatakan
bahwa pengembangan karier PNS
dilakukan berdasarkan kualifikasi,
kompetensi, dan penilaian kinerja
yang dilakukan dengan mem-
pertimbangkan integritas dan
moralitas. Lebih lanjut Pasal 73
RUU ASN menyebutkan bahwa pe-
nilaian kinerja PNS didelegasikan
secara berjenjang kepada atasan
langsung dari PNS dan dapat juga
dilakukan oleh bawahan kepada
atasannya. Penilaian kinerja PNS
dilakukan berdasarkan perencanaan
kinerja pada tingkat individu dan
tingkat unit atau organisasi, dengan
memperhatikan target, sasaran,
hasil, dan manfaat yang dicapai.

Tuntutan perubahan kepega-
waian yang mengarah kepada tun-
tutan kinerja individu dan kinerja
organisasi dalam RUU ASN semakin
menegaskan pengaturanyang sudah
ada sebelumnya sebagaimana diatur
dalam PP 46 tahun 20011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
Negeri Sipil dan PP 53 Tahun 2010
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HUKUM

tentang Disiplin PNS.

Sesuai PP 53 tahun 2010, setiap
PNS wajib mencapai sasaran kerja
pegawai yang ditetapkan (Pasal
3 butir 12). PNS akan dikenai
sanksi hukuman disiplin sedang
apabila hanya mencapai sasaran
kerja sebesar 50% dan dikenakan
hukuman disiplin berat apabila
capaian sasaran kinerjanya kurang
dari 25% (pasal 9 dan 10). Hal senada
diatur dalam PP 46 tahun 2011
yang menyatakan bahwa setiap
PNS wajib menyusun Sasaran kerja
Pegawai (SKP) yang merupakan
rencana kerja dan target yang akan
dicapai seorang PNS (pasal 5 ayat
(1). Prestasi kerja PNS akan dinilai
berdasarkan 2 (dua) unsur penilaian,
yaitu: Sasaran Kerja Pegawai dan
Perilaku kerja (setiap tingkah laku,
sikap atau tindakan yang dilakukan
oleh PNS). Penilaian SKP meliputi
aspek kuantitas, kualitas, waktu dan
biaya (pasal 7 ayat (2).

5. Selain Gaji dan Tunjangan,
KepadaPNSDiberikanJaminan
Sosial.

Untuk dapat bekerja secara
profesional, PNS membutuhkan
kesejahteraan yang cukup. Lebih-
lebih terdapat kewajiban “tour
of duty” sebagai syarat promosi
PNS. Perpindahan PNS dari satu
daerah ke daerah lain memerlukan
biaya. untuk menjamin kelayakan
hidup dan kesejahteraan PNS yang
bersangkutan.

Sesuai Pasal 78 RUU ASN, selain
gaji dan tunjangan pemerintah
memberikan jaminan sosial ke-
pada PNS yang bertujuan untuk
menyejahterakan PNS. Ketentuan
tersebut memberikan harapan
agar PNS bisa lebih profesional
mencurahkan segala kemampuan
dan waktunya untuk menjalankan
roda administrasi-birokrasi dan
menjadi pionir perubahan.

Selain isu utama di atas, bebe-

Mencermati RUU Administrasi Sipil Negara

Tantangan terberat lain
adalah menciptakan kultur
atau budaya berorganisasi

yang baik. Pembuatan pera-

turan perundang-undangan
di bidang kepegawaian
mutlak harus mengarah
pada terciptanya budaya
organisasi yang baik

rapa hal

yang diatur dalam RUU ASN adalah
pegawai tidak tetap Pemerintah,
manajemen ASN, lembaga yang
berwenang dalam pembinaan dan
manajemen ASN, jabatan admi-
nistrasi dan jabatan fungsional,
mutasi dan promosi, sistem infor-
masi pegawai, penyelesaian seng-
keta, pensiun pegawai dan sanksi
pidana.

Integritas dan Keteladanan
Dengan melihat pasal-pasal RUU
ASN, terlihat antusiasme DPR dan
Pemerintah untuk membangun
administrasi kepegawaian dan
mendorong PNS yang profesional,
beretika dan berkinerja tinggi,
terdesentralisasi, bebas intervensi
politik dan bebas dari praktek KKN.
Niat baik tersebut bukan tanpa
tantangan karena permasalahan
manajemen kepegawaian ber-
singgungan atau menyangkut pe-
ngaturan yang bercabang-cabang.
Banyak elemen perubahan yang
dijanjikan dalam RUU ASN yang
apabila terburu-buru dan tidak siap
dengan perubahan seketika maka
“ongkos” yang dikeluarkan untuk
tercapainya tujuan yang diharapkan
akan sangat besar. Kelak apabila
sudah menjadi UU, dibutuhkan
sangat banyak peraturan pelak-
sananya. Jangan sampai terlalu

produktif mengeluarkan Peraturan
perundang-undangan namun pera-
turan satu dengan yang lain tidak
membentuk suatu siklus yang efektif
menuju penataan pegawai yang
baik. Butuh kesiapan semua instansi/
lembaga untuk menyongsong pe-
rubahan yang diamanatkan. Satu
hal lain, bagaimanapun suatu
Undang-Undang adalah produk
politik yang didalamnya banyak
terjadi “bargaining” atas hal-hal
yang dianggap “paling baik” oleh
berbagai pihak. Kita semua berharap
lahir sebuah UU yang reformis
yang akan menata manajemen dan
pembinaaan aparatur sipil negara
yang profesional, apolitis, dan bersih
dari KKN.

Tantangan terberat lain adalah
menciptakan kultur atau budaya
berorganisasi yang baik. Pembuatan
peraturan perundang-undangan di
bidang kepegawaian mutlak harus
mengarah pada terciptanya budaya
organisasiyang baik. RUU ASN sudah
memberikan ruang yang cukup bagi
pembahasan mengenai nilai-nilai
baik yang disejajarkan dengan syarat
lain: kualifikasi dan kompetensi. RUU
ASN mengambarkannya antara
lain dengan kata/frasa: nilai dasar,
kode etik, komitmen, kejujuran,
integritas, moralitas, tanggung
jawab. Untuk mewakili nilai-nilai
yang baik dan profesional tersebut,
setidaknya dapat disarikan menjadi
duakata, integritas dan keteladanan.
Dengan integritas dan keteladanan,
peraturan perundang-undangan
atau sistem yang kurang sempurna
sekalipun akan tetap dapat dija-
lankan dengan baik. Sebaliknya
dengan sistem yang terlihat sem-
purna, namun dijalankan oleh biro-
krat yang tidak berintegritas, tidak
memiliki keteladanan, maka sistem
kepegawaian yang baik akan sulit
terwujud.

*)Penulis adalah Kasubag
Pemberhentian Pegawai pada Biro
Kepegawaian dan Organisasi BPKP
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erbicara mengenai manajemen
sumber daya aparatur pemerintah,
kita tidak akan pernah kehabisan
bahan perbincangan. Hal tersebut
tentu saja menarik bukan hanya karena topik
permasalahannya yang luas mulai dari man
power planning sampai dengan retirement,
namun harus diakui juga bahwa sumber daya
aparatur pemerintah baik di Kementerian/
Lembaga maupun Pemerintah Daerah sampai
dengan saat ini belum dikelola secara optimal.
Oleh karena itu tidak mengherankan jika
manajemen sumber daya aparatur menjadi
isu menarik yang menjadi salah satu fokus
perhatian dari delapan program pada
roadmap reformasi birokrasi 2010-2014.
Diantara beberapa mandat kegiatan yang
harus dilaksanakan dalam program reformasi
birokrasi tersebut adalah keharusan setiap
instansi pemerintah untuk melakukan dan
mengembangkan penilaian kinerja individu
pegawai. Tugas tersebut terasa sangat berat jika
dibandingkan dengan tugas untuk membenahi
delapan tahap lain dalam manajemen
sumber daya aparatur misalnya penempatan,
pengembangan, dan promosi/pemberhentian
pegawai. Beberapa masalah yang seringkali
muncul dalam penilaian kinerja pegawai antara
lain penetapan atau penentuan indikator kinerja
yang tepat untuk masing-masing pegawai
sesuai dengan jabatannya, target kinerja
untuk masing-masing pegawai terkait dengan
perencanaan organisasi, dan media untuk
menangkap capaian kinerja pegawai. Berbagai
permasalahan dalam penilaian kinerja pegawai
ternyata juga terjadi di sektor swasta, sehingga

Oleh : Sumardi*

beberapa pemerhati manajemen sumber daya
manusia berpendapat bahwa tahap penilaian
kinerja pegawai merupakan tahap paling kritis
dalam pengelolaan pegawai. Oleh karena itu
diperlukan energi, waktu dan dana yang cukup
untuk mengimplementasikan model penilaian
kinerja yang tepat bagi pegawai.

Penilaian kinerja pegawai di lingkungan
Pegawai Negeri Sipil sampai dengan saat ini
dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1979 melalui media Daftar
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3).
Berdasarkan ketentuan tersebut, kinerja pegawai
dinilai atas delapan unsur yang melekat pada
personality pegawai yang bersangkutan
yaitu kesetiaan, kejujuran, dan prestasi kerja
serta ketaatan. Disamping itu juga dilakukan
penilaian terhadap unsur kerjasama, prakarsa,
dan kedisiplinan serta kepemimpinan dalam
melaksanakan tugasnya. Model penilaian
kinerja pegawai yang telah diterapkan lebih dari
tiga puluh tahun tersebut ternyata dirasakan
banyak kelemahannya. Kuspriyomurdono
(2011) menyatakan bahwa proses penilaian
pelaksanaan pekerjaan melalui DP3 cenderung
terjebak ke dalam proses formalitas, sehingga
kehilangan makna substantif dan tidak berkait
langsung dengan sesuatu yang telah dikerjakan
oleh pegawai. Selain itu model penilaian
dengan pendekatan tersebut secara substantif
tidak dapat digunakan sebagai penilaian dan
pengukuran seberapa besar produktivitas dan
kontribusi pegawai terhadap organisasi. Melalui
model penilaian tersebut juga tidak dapat
diketahui seberapa besar keberhasilan dan
atau kegagalan pegawai dalam melaksanakan
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tugasnya. Penilaian selama

ini juga lebih berorientasi

pada penilaian kepribadian

dan perilaku serta terfokus

pada pembentukan

karakter individu dengan
menggunakan kriteria

behavioral. Fokus pada .
kinerja, peningkatan

hasil, produktivitas

dan pengembangan

pemanfaatan potensi

belum menjadi perhatian

dalam model penilaian

DP3. Selanjutnya

pengukuran dan penilaian

prestasi kerja juga tidak

didasarkan pada target goal, sehingga proses
penilaian cenderung terjadi bias dan bersifat
subyektif.

- Ve

Prasyarat

Untuk menyikapi berbagai kelemahan
model penilaian kinerja DP3 di atas, beberapa
Kementerian dan Lembaga mengembangkan
model penilaian kinerja pegawai yang dianggap
lebih baik di masing-masing instansinya. Beberapa
Kementerian diantaranya menggunakan model
penilaian kinerja dengan mengadopsi teori
Balance Score Card dan beberapa instansi yang
lain memadukan beberapa teori dikaitkan dengan
job description masing-masing pegawai. Upaya
tersebut sudah selayaknya diberikan apresiasi
walaupun implementasinya belum berjalan secara
efektif dan menyeluruh di semua lapisan jabatan
pegawai negeri sipil. Model penilaian kinerja yang
berbasis output nantinya diharapkan dapat secara
obyektif mengukur dan menilai suatu tugas yang
dilaksanakan oleh masing-masing pegawai sesuai
dengan jabatannya. Penilaian kinerja tersebut
menyangkut kinerja tugas sesuai dengan target
goal yang telah ditetapkan dan perilaku pegawai
dalam melaksanakan pekerjaan. Dengan demikian
capaian kinerja individu diharapkan akan dapat
menggambarkan keterkaitannya dengan kinerja
organisasi atau kinerja unit. Hal ini berarti bahwa
jika capaian kinerja masing-masing pegawai
bernilai baik, maka kinerja organisasi semestinya
juga bernilai baik dan sebaliknya. Disamping
itu capaian kinerja masing-masing pegawai
semestinya menyumbang kinerja organisasi

Evaluation

atau lebih jauh lagi
mendukung capaian
visi dan misi organisasi.
Namun demikian
untuk memastikan
berjalannya model

OUTSTANDING

penilaian kinerja aparatur
Excellent yang baru tersebut,
VEI'}F Good masih banyak meng-

hadapi hambatan dan
Average tantangan. Oleh karena
Below A\\"El'ﬂge itu harus dipersiapkan

terlebih dahulu suatu

kondisi tertentu,

agar sistem penilaian

kinerja tersebut dapat

berjalan dengan baik
dan fair. Pertama, komitmen yang kuat dari
pimpinan dan seluruh pegawai di masing-
masing instansi untuk mengimplementasikan
model penilaian kinerja yang baru. Komitmen
yang kuat ini sebagai modal utama sekaligus
energi keberlangsungan implementasi model
penilaian kinerja yang berbasis pada output
atau hasil tugas yang dilaksanakan oleh masing-
masing pegawai. Tanpa komitmen yang kuat
dari segenap pegawai dan pimpinan instansi
pemerintah maka media tersebut hanya sekedar
alat yang tidak memberikan kontribusi terhadap
keberhasilan organisasi.

Kedua, perbandingan jumlah pegawai dan
beban kerja atau workload di masing-masing
unit kerja suatu instansi harus proporsional.

Hal ini berarti bahwa suatu unit kerja yang
mempunyai beban kerja lebih sedikit dengan
span of controll yang lebih sempit maka jumlah
pegawainyapun seharusnya lebih sedikit
dibandingkan dengan unit kerja lain yang
mempunyai beban kerja lebih banyak. Oleh
karena itu keseimbangan jumlah pegawai ini
harus dijaga melalui manajemen mutasi yang
selalu mengedapankan faktor beban kerja.
Praktik manajemen mutasi di banyak instansi
pemerintah yang masih memberikan “fasilitas
khusus” pada jenis gender tertentu, jabatan
fungsional umum, dan beberapa jabatan
fungsional tertentu sudah seharusnya segera
diakhiri. Jika praktik ini dapat berjalan dengan
baik maka akan terwujud suatu keadilan bagi
semua pegawai. Prinsip dasar yang harus selalu
dipedomani adalah keberadaan seseorang
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dalam suatu instansi adalah karena
adanya beban kerja yang harus
dilaksanakan atau diselesaikan
oleh pegawai tersebut. Jumlah
pegawai yang proporsional
dengan beban kerja akan
mendukung terwujudnya keadilan
dalam penetapan target kinerja
masing-masing pegawai sesuai
dengan jabatannya. Kita semua
tidak ingin melihat suatu kondisi
pegawai dengan jabatan, gaji

dan tunjangan kinerja yang sama,
tetapi diberikan target kinerja
yang berbeda-beda. Tentu saja
jika dalam implementasi penilaian
kinerja terjadi ketidakadilan maka
akan dapat memicu ketidakpuasan
pegawai dan menimbulkan
demotivasi dalam bekerja.

Ketiga, tidak adanya
kesenjangan kompetensi minimal
antar pegawai pada jabatan yang sama pada suatu
unit kerja. Kondisi ini harus diwujudkan karena
kesenjangan kompetensi yang terlalu lebar antar
pegawai pada jenjang jabatan yang sama akan
mengakibatkan pemberian target kinerja yang
berbeda. Hal ini dapat dipahami mengingat Kepala
Unit Kerja akan melihat target kinerja unit secara
keseluruhan sebagai tanggungjawabnya sehingga
wajar jika target kinerja kemudian dibagi habis
ke bawahannya walaupun pembagiannya tidak
merata. Untuk mewujudkan kesamaan kompetensi
minimal ini dapat dilakukan dengan memperbaiki
proses rekrutmen dan pengembangan kapasitas
pegawai melalui pendidikan dan pelatihan.
Sertifikasi untuk jabatan fungsional tertentu harus
selalu dijaga kualitasnya, sehingga diharapkan
setiap pemegang sertifikat suatu jabatan tertentu
akan mempunyai kualifikasi kompetensi yang
relatif sama. Dalam kondisi demikian maka
pemeranan ke bawah dari jabatan yang seharusnya
serta “fenomena kamu lagi, kamu lagi dan kamu
lagi” diharapkan tidak akan terjadi lagi.

Keempat, kesesuaian antara realisasi tugas
sehari-hari dengan nomenklatur jabatan yang
dimiliki oleh pegawai. Kondisi ini juga harus
diwujudkan agar tidak terjadi deviasi antara
tugas sehari-hari dengan tugas yang seharusnya
dilaksanakan sesuai dengan tuntutan tugas
sebagaimana tercantum dalam job description-nya.

=

Penataan atau penempatan
pegawai sesuai dengan
jabatannya masing-masing
merupakan langkah tepat yang
harus segera dilakukan oleh
setiap instansi pemerintah.

Jika ketidaksesuaian ini
dibiarkan secara terus-menerus
maka akan mengakibatkan
ketidakadilan dalam penentuan
indikator kinerja untuk jenjang
jabatan yang sama. Dampak
lebih lanjut dari permasalahan
ini adalah munculnya
ketidakpuasan pegawai yang
juga melaksanakan tugas-tugas
tersebut sekaligus sebagai
pemilik sebenarnya jabatan itu.

Simpulan

Paling tidak empat hal di
atas merupakan prasyarat
mutlak yang harus diwujudkan jika instansi
pemerintah akan menerapkan model penilaian
kinerja aparatur yang berbasis pada output
secara berkeadilan. Langkah pembenahan untuk
mewujudkan kondisi tersebut sebaiknya dilakukan
terlebih dahulu sebelum tahap implementasi.
Namun demikian mengingat pembenahan
tersebut juga menyita waktu dan biaya yang
besar serta kesiapan infrastruktur lainnya, maka
pembenahan atas keempat hal tersebut dapat
juga dilakukan secara bersama-sama. Dengan
demikian pada suatu waktu nantinya akan dicapai
titik keseimbangan atau titik ideal dalam penilaian
kinerja pegawai. Sebaliknya jika keempat hal
tersebut tidak dibenahi maka implementasi
penilaian kinerja pegawai berbasis output akan
mengalami banyak hambatan dari para pegawai
karena dirasakan tidak adil baik dalam penentuan
jumlah target kinerja maupun penentuan
indikator kinerja masing-masing jabatan. Hal
tersebut selaras dengan hasil survei yang dilansir
oleh American Management Association yang
menyatakan bahwa 85% kegagalan mencapai
kineja optimal disebabkan oleh kegagalan dalam
memformulasikan target kinerja yang benar dan
menentukan Key Performance Indicator-nyall

*)Penulis adalah Kepala Bagian Organisasi pada Biro
Kepegawaian dan Organisasi BPKP
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PROFESI

KONSULTASI JFA

Pengasuh:
(Cak Sidik dan Ceu lin

Sidik Wiyoto
Kapusbin JFA BPKP

1. Bagaimana pengakuan angka kredit untuk tugas
limpah ke atas bagi Auditor Penyelia yang ditugaskan
menjadi Ketua Tim?

JAWABAN:

Sesuai dengan Permenpan 220 tahun 2008 tentang
Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya,
disebutkan:

Pasal 10

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Audi-
tor yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk
melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 pada ayat (1) atau ayat (2), Auditor lain yang
berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah
jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut
berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit
kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan sebagai
berikut:

1) Auditoryang melaksanakan tugas Auditor satu tingkat
di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh
ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari
setiap angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana
tersebut dalam Lampiran | atau Lampiran Il Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

2) Auditor yang melaksanakan tugas Auditor satu tingkat
di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diper-
oleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari
setiap angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana
tersebut dalam Lampiran | atau Lampiran Il Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
Dengan ketentuan tersebut maka tugas limpah

ke atas atau ke bawah dalam penugasan tim mandiri

hanya terjadi dalam jenjang jabatan ahli. Kemudian bagi

Auditor jenjang Terampil dalam penugasan tim mandiri

Meidyah Indreswari
Kapusdiklatwas BPKP

seharusnya berperan sebagai anggota tim dan tidak ada
tugas limpah ke atas atau ke bawah. Namun apabila dalam
penugasan terdapat auditor terampil diperankan sebagai
ketua tim maka diberikan angka kredit sebesar tarif dalam
jabatannya. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan
Kepala BPKP Nomor PER-708/K/JF/2009 tentang Penilaian
dan Penetapan Angka Kredit Auditor.

2. Apakah pejabat struktural dapat melakukan kegiatan
pengawasan intern dengan peran sebagai KetuaTim?
Apa dasar/pertimbangannya, hal ini kami tanyakan
agar perolehan angka kredit auditor bersertifikat Ketua
Tim/Auditor Muda tidak dirugikan.

JAWABAN:

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun
2000 tetang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural,
disebutkan dalam Pasal 1 ayat 2 bahwa Jabatan Struktural
adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai
Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan
organisasi Negara. Menurut ketentuan ini berarti pejabat
struktural bertugas memimpin, bukan melaksanakan
sebagaimana tugas fungsional sebagaimana diatur dalam
Pasal 1 ayat 1 menurut PP 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional PNS bahwa Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai
Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau
ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Namun, dalam pelaksanaannya pejabat struktural di
lingkungan APIP dapat melakukan tugas pengawasan
intern apabila dalam unit APIP belum ada Auditor Muda
dengan peran Ketua Tim dan atau pejabat struktural
tersebut telah mempunyai kompetensi keahlian sebagai
auditor dibuktikan dengan keikutsertaan diklat dan

Pembaca, rubrik ini kami sediakan untuk Anda yang mempunyai masalah dengan Jabatan Fungsional Auditor (JFA),
baik seputar aturan-aturan JFA, angka kredit maupun sertifikasinya. Pengasuh rubrik ini adalah

Mas Kasminto dan Mas Agus Witjaksono. Surat yang Anda layangkan untuk rubrik ini, hendaknya ditujukan ke Sekre-
tariat Redaksi Warta Pengawasan.
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kelululusan sertifikat auditor sebagaimana amanah Pasal
51 PP 60 tahun 2008 tentang SPIP.

Kegiatan pengawasan intern bagi pejabat struktural
tersebut dapat diajukan angka kreditnya pada saat
diusulkan masuk dalam jabatan auditor. Dengan demikian
dalam penugasan pengawasan intern diperlukan te-
naga struktural dan atau fungsional yang bersertifkat.
Kewenangan pimpinan APIP untuk menugaskan struktural
atau auditor sesuai kompetensinya.

3. Apa saja kriteria atau filter promosi jabatan bagi audi-
tor, misalnya auditor muda yang akan dipromosikan
ke jabatan auditor madya ?

JAWABAN:

Sesuai dengan Kebijakan MenPAN yang dimuat dalam
Permenpan 220/2008 tentang JFA dan AKnya, Filter
Promosi Jabatan bagi auditor meliputi:

1) Jumlah Angka Kredit Kumulatif Minimal terpenuhi
2) Komposisi AK Penjenjangan minimal 80 % dari unsur

Utama dan maksimal 20 % berasal dari unsur Penun-

jang dengan Angka Kredit sub unsur pengembangan

profesi harus terpenuhi dalam jumlah tertentu (delta)

sesuai dengan pasal 15.

3) Memenuhi Sertifikasi mengacu pada PP 16/1994

4) Adanya formasi jabatan sesuai PP 97 tahun 2000 ten-
tang Formasi PNS

5) Penilaian Baperjakat yang meliputi integritas, loya-
litas,kompetensi dsb

Sedangkan untuk kenaikan pangkat salah satu syarat
adalah DP3 setiap unsur bernilai baik. Salah satu unsurnya
adalah prestasi kerja. Prestasi kerja auditor dihitung
berdasarkan perolehan angka kredit. Angka kredit
ditetapkan berdasarkan usulan DUPAK setiap auditor yang
dinilai oleh Tim Penilai Angka Kredit Auditor.

Problem utama para auditor adalah TIDAK MENGU-
SULKAN DUPAK secara tepat waktu sebagaimana diatur
dalam Pasal 18 Permenpan 220/2008, yaitu setiap
semester. Dampaknya ada DUPAK yang tidak dapat
dinilai karena tidak lengkap, kadaluwarsa atau tidak
tepat besaran tarifnya karena dihitung berdasarkan
jabatan, yang seharusnya selain berdasarkan jabatan juga
perannya dalam penugasanTim Mandiri.

4. Menurut PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin
PNS, disebutkan dalam penjelasannya bahwa PNS
bekerja 7,5 jam sehari, sedangkan menurut Permen-
pan 220 tahun 2008, auditor bekerja mengatur 6,5 jam
sehari. Apa tidak bertentangan?

JAWABAN:
Sesuai dengan Surat Edaran MenPAN Nomor SE-

211/2001 menyebutkan bahwa PNS bekerja tidak lebih

dantidak kurang selama 37,5 jam perminggu. Artinya bagi

PROFESI

unit kerja yang 5 hari kerja perminggu, maka PNS bekerja
sehari dalam waktu efektif yang tersedia selama 7,5 jam
seharinya. Kemudian dalam melaksanakan tugasnya,
auditor harus membuat perencanaan penugasan pe-
ngawasan (Program Kerja Audit/Reviu/Evaluasi) selama 6,5
jam produktif per harinya dari waktu yang tersedia efektif
7,5 jam tersebut. Berarti ada selisih waktu 1 jam untuk
tidak produktif yang digunakan antara lain untuk istirahat
sholat/beribadah, makan/minum dan lainnya Sedangkan
penilaian kinerja auditor dihitung berdasarkan realisasi
waktu yang digunakan untuk menyelesaikan penugasan
dalam batas perencanaan Tim Mandiri secara keseluruhan.
Apabila realisasi waktu penugasan melebihi total jam
perencanaan, harus dibuat surat keterangan lembur yang
ditandatangani minimal eselon Il, termasuk bila hari Sabtu
dan Minggu digunakan untuk bekerja.

5. Sesuai ketentuan dalam Permenpan 220 tahun 2008
bahwa DUPAK harus diajukan setiap semester. Ba-
gaimana dengan saya yang belum diangkat dalam
jabatan auditor, apakah akan tidak dinilai kegiatan
saya yang melebihi satu semester?

JAWABAN:

Pasal 18 Permenpan 220/2008 mewajibkan Auditor
mengajukan DUPAK secara hirarki setiap semester.
Sedangkan bagi CPNS/PNS sebagai calon Auditor belum
diwajibkan menyusun DUPAK, sehingga saat diusulkan
diangkat dalam JFA maka harus dibuatkan Daftar Penu-
gasan yang didukung seluruh dokumen penugasan
selama CPNS/PNS untuk ditetapkan AK oleh instansi
pembina.

6. Perolehan angka kredit sub unsur pengembangan
profesi (PP) cukup sulit diperoleh auditor, kegiatan apa
saja yang dapat dinilai AK sub unsur PP selain PKS?

JAWABAN:

Pengembangan Profesi merupakan kegiatan individu
auditor dalam rangka menjaga profesionalitas dan
kompetensinya. Banyak kegiatan unsur PP yang dapat
dilaksanakan antara lain menulis karya tulis ilmiah bidang
pengawasan, menyadur/menterjemahkan, meningkatkan
kemampuan bidang ilmu pengawasan melalui workshop/
PKS dan aktif dalam media pengawasan. Kegiatan
tersebut memerlukan upaya auditor baik segi waktu dan
pikirannya sehingga sangat tergantung auditor ybs dalam
mengalokasikan waktunya.

Bahwa PP menjadi kewajiban dalam pertimbangan
kenaikan jabatan/pangkat karena angka kredit yang
diperoleh harus dalam delta dipangkat terakhirnya sesuai
pasal 15 Permenpan 220/2008. Dan kelebihan AK dalam PP
tidak dapat digunakan untuk kenaikan jabatan/pangkat
berikutnya.
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Memimpin sebuah kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta bukanlah sebuah
pekerjaan yang mudah. Terlebih, saat ini Kota yang berdiri sejak tahun 1293, dipimpin oleh
seorang wanita yang bernama lengkap, Ir. Tri Rismaharini. Alumnus Institut Teknologi
Surabaya jurusan Arsitektur memang berbeda dengan kepala daerah wanita lainnya. Pe-
nampilan Risma sangat sederhana, tetapi dengan kesederhanaannya, ia mampu menjadi
pemimpin yang dekat dengan warganya. Bahkan, sejak ia di lantik tanggal 8 Juni 2010 lalu,
ia menyempatkan waktunya untuk on air di Stasiun Radio Swasta di Surabaya, hanya untuk
mendengar keluhan warganya.

aginya, suara rakyat adalah suara Tuhan, sehingga baik pujian maupun

cercaan selalu diterimanya dengan lapang dada. Kepedualiannya untuk

mewujudkan Indonesia yang mampu menyejahterakan rakyatnya bu-

kan hanya negara, mengingatkan kita pada peristiwa “hari pahlawan”
yang menjadi simbol sikap heroik arek suroboyo melawan penjajahan. Peristiwa
yang ditandai dengan didudukinya hotel Oranye atau yang dikenal dengan Hotel
Mojopahit pada tanggal 1 Nopember 1945. Satu hal yang sangat menarik dari
sosok wanita keibuan ini adalah gaya kepemimpinannya yang selalu ada ditengah
warganya dan selalu melihat permasalahan di lapangan bukan di belakang meja
yang hanya mendengar laporan dari stafnya.

Meski baru mengalami cedera tangan saat meninjau ke lapangan, wanita yang
biasa disapa Risma ini tetap meluangkan waktunya berbincang-bincang tentang
bagaimana membangun tata kelola pemerintahan yang baik di Surabaya dengan
Warta Pengawasan. Berikut bincang-bincang Tim WP dengan Ir. Tri Rismaharini:

Warta Pengawasan(WP): Bagaimana ibu membangun tata kelola
pemerintahan di kota Surabaya?
Ir. Tri Rismaharini (TR): Membangun tata kelola bisa dikatakan gampang-gampang
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Di Tengah Pujian, Saya Melihat Banyak Permasalahan

susah. Artinya, susah jika tidak di-
barengi kesungguhan hari para pe-
nyelenggara, dan gampang jika
dilaksanakan dengan kesungguhan
hati. Sebetulnya, yang pertama kali
saya lakukan adalah mengelola
kota dengan membangun sistem.
Berbagaisistem kita buat. Contohnya,
untuk pengelolaan anggaran, ki-
ta membangun e-budgeting,
‘e-controlling, e-procurement;
sampai “e- performance”. Dengan
membangun “e-budgeting’;semuanya
menjadi terjadwal sampai jam
berapa mereka harus menyelesaikan
pekerjaan berada di bawah pantauan
saya. Sementara e-controlling, ada-
lah pengendalian bulanan yang
dilakukan oleh bina program. Jadi
tiap bulan mereka rapat, masalahnya
apadarise iatan. Saya sangat
‘concern’ “erencanaan.
IMisalkan, berapa kekurangan untuk
sekolah, bagaimana cara pencapaian,
bagaimana peningkatan sdmnya, itu
saya pegang sendiri. Saya juga selalu
ketat dalam pemantauannya. Jadi,

BEALAI KOTA

PEMERINTAH KOTA
SUR \BAYA

pada awal bisa ganti berapa kali.
Terkadang, saya memeriksa sendiri
dokumen anggarannya. Kalau
perencanaan tepat, kita tinggal
control pada saat pelaksanaan.
Kedua, langsung melihat perma-
salahan kelapangan. Satu hal
yang perlu diketahui, terkadang,
di atas kertas tidak selalu sama
dengan dilapangan. Karena itu,
saya mengajarkan kepada semua,
bukan hanya kepada kepala SKPD
yang menangani k'el'giatan fisik,
tetapi juga kepada_ kepala SKPD

yang menangani k non fisik,
untuk melihat langstifig pekerjaan
ke lapangan. Bagi teman-teman di

Pemerintah Kota Surabaya, itu bukan
merupakan sesuatu ang tabu.
Ketiga, saya selalu'menekankan
kepada seluruh SKPP‘ 'Intuk selalu
bekerja sama. Permasalahan yang
dihadapi sebuah SKPD, harus di-
anggap sebagai permasalahan
bersama dan harus-diselesaikan
bersama-sama pula. Misalnya
di dinas X ada masalah, berarti
masalah kita bersama.'Jadi harus
kita tangani:bersama.
Itulah j'{qhg=§aya coba

lakukan. Sebagai contobh, jika ada
kasus kebakaran atau banjir, semua
dinas harus kumpul. Kemudian, kita
tangani bersama.

WP: Bagaimana cara ibu mem-
bangun kesebersamaa tersebut?

TR: Setiap SKPD, pasti mempunyai
masalah. Untuk itu, saya membuat
masalah itu menjadi masalah ber-
sama. Metodenya, dengan saya
memberikan contoh. Misalnya, “coba
Saudara minta bantuan SKPD A”.
Sengaja saya begitukan. Jadi, dia
merasa tidak sendirian dan merasa
ada yang membantu mereka dalam
memecahkan masalah. Saya jarang
sekali mengadakan rapat. Tetapi
dengan terjun kelapangan saya
sering bertemu dengan para SKPD.
Kepemimpinan, tidak bisa hanya
dalam bentuk teori dan di belakang
meja, tetapi harus dipraktikkan di
lapangan bahkan dengan hal yang
sangat sederhana. Kedekatan dan
kebersamaan, itulah yang selalu saya
coba untuk dibangun di Pemerintah
Kota Surabaya.

Warta Pengawasan:Terkait




sistem, bagaimana caranya me-
nginternalisasi sistem tersebut
untuk mendukung tata kelola
pemerintahan yang baik di Kota
Surabaya?

TR:Untuk proses membangun
sistem, saya melibatkan pihak lain,
seperti universitas. Untuk sistem
akuntansi, kami banyak dibantu
oleh BPKP. Untuk internalisasi,
kami memiliki tim yang mampu
menterjemahkan sistem tersebut
sehingga sistem menjadi sesuatu
yang memudahkan dalam bekerja
bukannya menyulitkan. Yang ter-
penting dari semua tahapan itu,
adalah sosialisasi agar seluruh SKPD
dapat menggunakan 'software' ter-
sebut. Saat ini, seluruh SKPD sangat
terbantu dengan adanya sistem
tersebut. Dengan adanya sistem,
saya dapat mengetahui dinas mana
yang biayanya sangat besar dan
komponen mana yang paling besar.
Misalnya, dinas X, berapa alokasi
biaya perjalanan dinasnya, makan
minumnya. Mudah sekali bagi saya
untuk mengontrolnya.

WP: Salah satu indikator
terbangunnya tata kelola pe-

L

merintahan yang baik adalah
pemanfaatan teknologi da-
lam proses bisnisnya. Bagai-
mana sebenarnya konsep tek-
nologi informasi yang akan di-
kembangkan di Kota Surabaya?
TR:Teknologi Informasi (Tl)
bukanlah gaya-gayaan. Bagi saya,
Teknologi Informasi hanya untuk
mempermudah pekerjaan. Tidak
mudah mengelola kota sebesar Sura-
baya dengan hanya mengandalkan
sistem manual. Dengan T, saya
ingin semuanya mudah, bukan
hanya pemerintah tetapi juga
warga Kota Surabaya. Salah satu
terobosan yang telah dibuat di era
kepemimpinannya adalah perijinan
online. Saat ini, penerbitan Surat
Izin Usaha Perusahaan sudah gratis.
Dengan TI, masyarakat tidak perlu
datang ke kantor pemerintahan
untuk mengurus perizinan. Kalau
harus datang ke kantor, mereka perlu
ongkos, belum lagi harus mengalami
kemacetan jalan. Tl bukan hanya
mempermudah masyarakat, tetapi
juga mempermudah pekerjaan
pemerintah. Berbagai penghargaan
yang diperoleh Kota Surabaya, saya
anggap sebagai motivasi agar
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dapat bekerja lebih baik lagi. Jika kita
melakukan yang terbaik pasti reward
akan datang dengan sendirinya.

WP:Dengan berbagai tekanan
pekerjaan, bagaimana ibu tetap
gigih membangun birokrasi di
Kota Surabaya?

TR: Saya selalu menyampaikan ke
seluruh staf bahwa bekerja itu ibadah.
Kita adalah pelayan masyarakat.
Di birokrasi, saya bisa menjamin,
sudah 80% persen telah melayani
masyarakat dengan baik. Saya me-
nyadari, masih ada beberapa se-
kolahan dan puskesmas yang masih
menjadi PR saya karena karakternya
memang berbeda. Kalau di birokrat,
saat saya menjelaskan, mereka akan
mudah memahami dan langsung
jalan. Sementara kalau di puskesmas,
memang ada suasana yang berbeda.
Pada dasarnya, semua manusiaingin
maju dan lebih baik, dan pastiingin
memberikan sesuatu yang terbaik
dari dirinya. Hanya saja, caranya
yang berbeda-beda. Ada yang ha-
rus secara intensif dan khusus di-
ingatkan sementara sebagian, hanya
diberikan contoh saja sudah bisa.
Kita hanya butuh waktu untuk dapat
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merubahnya.

Warta Pengawasan:Apa se-
benarnya yang mendorong ibu
untuk terus berjuang membenahi
Kota Surabaya?

TR: Satu pertanyaan yang selalu
saya lontarkan dalam diri saya, ke-
napa negara kita yang telah merdeka
sudah lama tetapi kita masih jauh
tertinggal dari negara lain. Itulah
yang selalu memacu diri saya untuk
berbuat banyak terlebih dengan
kesempatan yang telah diberikan
kepada saya. Memang tidak mudah.
Satu hal lagi, saya memperoleh ja-
batan ini tanpa perjuangan dan
tanpa biaya sepeserpun. Sejak da-
hulu, saya tidak mau berebutjabatan.
Menjadi Walikota, menurut saya
adalah anugerah tuhan. Jadi, tuhan
menakdirkan saya seperti ini karena
dalam waktu singkat bisa dipilih
menjadiwalikota. Saya bukan orang
organisasi. Namun, yang penting,
saya bekerja sebaik mungkin. Kalau
masalah gender, rasanya tidak ada
masalah. Terkadang, kalau lagi di
lapangan, justru lupa kalau saya
adalah wanita. Jam 1 malam berada
di jalanan, itu merupakah hal yang
biasa bagi saya. Meskipun demikian,
sebagai seorang istri dan ibu, saya
tetap menyempatkan waktu untuk

bertemu anak-anak. Jam
berapapun itu.

T

di kota Surabaya. Saya pergi ke
. . Y ya perg

Kadang-kadang, saya melihat
saluran, kondisi kota, tempat ibadah,
melihat PSK di jalanan. Mereka itu-
kan, bagian dari tanggung jawab
saya. Saya tidak bisa menafikan itu,
sehingga saya perlu waktu ekstra
dalam bekerja.

WP: Apa harapanibu terhadap
aparat pengawasan?

TR: Banyak hal yang tidak di-
ketahui oleh para birokrat, terutama
untuk pengelolaan keuangan.
Pada awal keluarnya regulasi, saya
tidak tahu cara membuat laporan
keuangan. Lalu, saya meminta ke
staf untuk mempelajari kota lain
yang lebih dahulu bisa. Kita tidak
membuat laporan sesuai aturan,
bukan berarti kita tidak mau, tetapi
kita tahu. Makanya, saya sampaikan
ke seluruh staf, kita harus belajar.
Kadang cuma salah nomenklatur,
bisa jadi masalah. Tidak semua
orang mengerti akuntansi. Untuk
itulah saya meminta ke BPKP untuk
membantu dalam mengelola
keuangan daerah.

WP: Selama melaksanakan
kunjungan ke lapangan, apa saja
yang ibu dapat?

TR: Saya kehilangan teman-
teman. Jarang sekali saya bisa
berkumpul dengan teman-teman.
Seminggu saya turun ke lapangan,
saya melihat nggak ada yang bagus

" kediaman seorang

Sebagian dari berbagai nghargaan yang di terima Walikota Surabaya

penjual kue dengan penghasilan
yang sangat minim. Selain itu, ada
suatu tempat yang dekat dengan
kantor PDAM, tapi rumah-rumah
sekitarnya nggak ada aliran PDAM.
Saya sering menemukan orang
sakit dan melihat orang mabuk-
mabukan. Bagi saya, mereka adalah
bagian dari tanggung jawab saya.
Permasalahan yang saya temukan
dilapangan menjadi masukan dalam
menyusun perencanaan. Saat ini,
concern saya adalah membina anak
muda di Surabaya, diantaranya de-
ngan mendirikan klub sepak bola.
Hal itu, untuk mengurangi dampak
buruk dari pengaruh lingkungan
yang kurang baik.

Saat ditanya, siapa yang me-
nginspirasi beliau, dengan tawa
khasnya, baliau menyebutkan sosok
sahabat Rasulullah SAW, Sayidina
Umar. Lebih lanjut, ia menceritakan,
bagaimana seorang khalifah, yang
selalu mendatangi warganya, untuk
melihat sendiri keadaan warganya.
Dan saatitu, ia mendengar, rintihan
seorang anak yang kelaparan.
Sontak, Sayidina Umar, bergegas
mengambil sekarung gandum dan
membawanya sendiri dipundaknya
untuk diserahkan ke warganya
yang kelaparan tersebut. Sehingga
tak heran, jika di mobil Risma,
kita akan selalu melihat sembako
untuk diserahkan ke warga yang
benar-benar membutuhkan seperti
lansia. Semoga, di Indonesia akan
hadir, pemimpin-peminpin yang
berkarakter sama dengan Risma
yang selalu mencontoh gaya
kepemimpinan Sayidina Umar.
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Menapaki Langkah Perjalanan
BPKP Dalam Pembinaan

. Penyelenggaraan SPIP

\ ' Oleh: Iman Bastari*

) (Penanggung Jawab Satgas Pembinaan Penyelenggaraan SPIP)

erjalanan penyelenggaraan SPIPtelah berlangsung

lebih dari tiga tahun sejak ditetapkannya PP

Nomor 60 Tahun 2008. Berbagai langkah dan

upaya untuk mengimplementasikan SPIP telah
dilakukan, baik oleh BPKP sebagai instansi pembina,
maupun oleh instansi pemerintah lainnya sebagai
penyelenggara. Memang harus dipahami bahwa upaya
penerapan SPI dalam bentuk yang ideal membutuhkan
waktu yang tidak singkat, apalagi dihadapkan dengan
area penerapan yang sangat luas dan kompleks pa-
da organisasi pemerintahan dengan struktur yang
begitu besar di republik ini. Apabila bercermin kepada
penerapan internal control pada sektor privat, maka kita
akan memperoleh gambaran bahwa ternyata mereka
juga membutuhkan waktu relatif panjang untuk sampai
kepada format dan desain penerapan yang efektif. Namun
tentunya hal ini tidak boleh menjadi pembenaran untuk
melangkah dengan cara yang biasa, tetapi sejatinya akan
menjadi pendorong dalam merancang dan menjalankan
strategi penerapan SPIP yang fokus, terjadwal, dan te-
rukur, dalam rangka mempercepat implementasi dan
pencapaian hasil penerapan SPIP.

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, pembinaan
dan penyelenggaraan SPIP meliputi penyusunan pe-
doman teknis penyelenggaraan, sosialisasi, pendidikan
dan pelatihan, pembimbingan dan konsultansi, serta
peningkatan kompetensi auditor Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP). Substansi pembinaan pe-
nyelenggaraan SPIP mencakup 3 hal pokok, yaitu
pengaturan, pelaksanaan, dan penguatan efektivitas pe-
nyelenggaraan SPIP.Terkait pelaksanaan penyelenggaraan
SPIP, BPKP mengembangkan tahapan yang meliputi
pemahaman, pemetaan, pembuatan instrumen pengen-
dalian, internalisasi, dan pengembangan berkelanjutan.

Berbagai Upaya yang telah Dilakukan
Upaya pembinaan dan penyelenggaraan SPIP pada
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dirancang

dalam pola yang berkesinambungan, berdasarkan
tahapan implementasi SPIP dengan memperhatikan
prioritas dan kebutuhan instansi pemerintah. Salah satu
prioritas yang menjadi titik perhatian adalah dalam area
pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah,
dengan indikator keberhasilan antara lain pencapaian
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan
Keuangan.

Berdasarkan hasil audit dari auditor eksternal pe-
merintah yaitu BPK-RI, diketahui bahwa kondisi kualitas
pengelolaan keuangan negara masih belum menunjukkan
peningkatan yang signifikan dan masih terdapat temuan
pemeriksaan yang disebabkan lemahnya pengendalian
intern. Hal ini semestinya memberikan kesadaran bagi se-
mua pemangku kepentingan, bahwa salah satu landasan
penting untuk menciptakan pengelolaan keuangan
negara yang sehat adalah dengan mengimplementasikan
sistem pengendalian intern secara memadai.

Dalam rangka memperbaiki kondisi tersebut,
BPKP sebagai pembina dan penyelenggara SPIP telah
melakukan berbagai langkah untuk mendorong pe-
nerapan SPIP pada K/L dan Pemda. Dalam rangka
menanamkan dasar-dasar pemahaman secara utuh
mengenai SPIP, BPKP telah memberikan sosialisasi kepada
instansi pemerintah pusat dan daerah melalui berbagai
media, terutama melalui kegiatan sosialisasi. Selama
tahun 2011, BPKP telah melaksanakan sosialisasi pada 37
K/L dan 82 Pemda. Salah satu hasil penting dari sosialisasi
tersebut adalah keberhasilan dalam mendorong pene-
tapan Peraturan Menteri/ Kepala Lembaga/Daerah
mengenai penyelenggaraan SPIP pada 47 K/L dan 442
Pemda.

Upaya untuk meningkatkan kualitas pemahaman juga
dilakukan dalam bentuk penyelenggaraan diklat SPIPyang
selama tahun 2011 telah diikuti oleh 4.435 peserta, serta
pembimbingan dan konsultansi penyelenggaraan kepada
278 K/L dan Pemda. Dalam tahun 2011, pembimbingan
berupa kegiatan pemetaan sampai dengan pembuatan
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infrastruktur pengendalian telah dilakukan pada 12
K/L dan 124 Pemda. Dari hasil pemetaan, telah dapat
diidentifikasi berbagai permasalahan pengendalian yang
dihadapi instansi pemerintah sehingga dari hasil tersebut
selanjutnya disusun rencana tindak perbaikannya (action
plan) oleh K/L dan Pemda, yang pelaksanaannya dipantau
dan didampingi oleh BPKP.

Dalam rangka mendukung semua aktivitas pembinaan
dan penyelenggaraan SPIP tersebut, serta untuk mem-
berikan panduan dalam pelaksanaannya, maka pada
tahun 2011 BPKP telah menerbitkan 7 pedoman teknis
dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan. Penyusunan
berbagai pedoman ini adalah untuk melengkapi pe-
doman-pedoman yang telah diterbitkan pada tahun
2009 sebanyak 26 pedoman teknis dan mempermudah
pelaksanaan penyelenggaraan SPIP.

Tahun 2012, Mengayunkan Langkah untuk Penerapan

Penuh
Untuk tahun 2012, selain melanjutkan berbagai

kegiatan pembinaan sebagaimana yang diuraikan di
atas, BPKP telah merancang strategi dan rencana aksi
yang diharapkan dapat lebih memperkuat konstruksi
penerapan SPIP yang pondasinya telah dibangun pada
waktu-waktu sebelumnya. Rancangan strategi tersebut
meliputi berbagai hal sebagai berikut:

1. Peningkatan Mutu Strategi Pembinaan, meliputi:

a. Penyempurnaan modul diklat agar lebih mendekatkan
dengan kebutuhan penerapan di lapangan, yang
dilakukan dengan melengkapi kasus-kasus SPIP di
Indonesia.

b. Menyusun pola pembinaan yang berkesinambungan
antara lain melalui percepatan sosialisasi dan imple-
mentasi pedoman pelaksanaan SPIP.

¢. Peningkatan kompetensi SDM BPKP, K/L, dan Pemda,
melalui kegiatan diklat dan magang.

2. Strategi Penerapan, meliputi:

a. Percepatan penerapan SPIP melalui Penetapan K/L
dan Pemda sebagai prototype penyelenggaraan SPIP
yang utuh dan pendokumentasian penerapannya.

b. Mengintensifkan komunikasi dengan K/L dan Pemda
melalui pembentukan forum komunikasi SPIP.

c. Sinergidengan APIP lainnya untuk penguatan SPIP di
K/L dan Pemda.

d. Mendorong pembentukan Satgas SPIP di K/L dan
Pemda sebagai motor penggerak penerapan SPIP
sekaligus sebagai kelompok target terhadap proses
transfer of knowledge dalam pengembangan wawasan
dan pengetahuan tentang SPI.

e. Monitoring penyempurnaan sistem pengendalian
intern yang menekankan soft control dan monitoring
penyusunan peraturan mengenai SPl yang merupakan

_ﬁ

amanah dari Inpres Nomor 17 tahun 2011 tentang

Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun

2012.

Strategi tersebut, selain diterapkan untuk mencapai
target kinerja tahun 2012 yang ditetapkan dalam Rencana
Kerja Tahunan, juga untuk memenuhi target yang
ditetapkan dalam Inpres 17 Tahun 2011, yaitu 60 laporan
hasil perbaikan SPI yang berbasis risiko dan 90 Peraturan
Menteri/Kepala Lembaga/Gubernur/Bupati/ Walikota.

Selain itu, juga dirancang strategi yang terkait dengan
program quick wins peningkatan kualitas opini laporan
keuangan pemerintah, yang dipandang sebagai salah
satu indikator keberhasilan penerapan SPI. Seperti
diketahui bahwa target pencapaian opini WTP atas
laporan keuangan pada RPJMN tahun 2010-2014 adalah
100% untuk Laporan Keuangan K/L dan 60% untuk
Laporan Keuangan Pemda. Adapun strategi yang hendak
dijalankan adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dan komunikasi dengan BPK dalam rangka
mendapatkan pemahaman yang sama tentang upaya
peningkatan opini, termasuk hal-hal yang terkait
dengan penerapan SPI. Selain itu juga dipetakan K/L/
Pemda yang berpotensi meraih opini WTP.

2. Membuat komitmen dengan pimpinan dan jajaran K/L/
Pemda terpilih untuk menetapkan langkah-langkah
dalam peningkatan kualitas laporan keuangan.

3. Pendampingan dalam penyelesaian permasalahan
akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Untuk lebih mempercepat penyelenggaraan SPIP
pada instansi pemerintah, baik pada K/L maupun Pemda,
BPKP melakukan sinergi dengan inspektorat jenderal
K/L dan inspektorat lembaga serta inspektorat provinsi/
kabupaten/kota mengingat berdasarkan PP 60 Tahun
2008, fungsi pengawasan intern juga juga mempunyai
peran yang strategis untuk melakukan pengawasan dalam
rangka penguatan penyelenggaraan SPIP.

Sebagai catatan akhir, terdapat berbagai tantangan
yang cukup berpengaruh terhadap percepatan pene-
rapan SPIP.Tantangan tersebut, antara lain belum adanya
penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) dalam
penerapan SPIP, misalnya penerapan SPIP belum dikaitkan
dengan pengalokasian anggaran berbasis kinerja,
indikator keberhasilan reformasi birokrasi dan remunerasi,
serta laporan kinerja pemerintah daerah. Selain itu, masih
terjadi disharmoni beberapa kebijakan atau peraturan
yang menghambatimplementasi SPIP yang efektif, seperti
penerapan kebijakan atau pengaturan tentang struktur
organisasi perangkat daerah, yang belum sepenuhnya
sejalan dengan kebijakan pembagian urusan Pemdall

*)Penulis adalah Deputi Kepala BPKP Bidang
Penyelenggaraan Keuangan Daerah
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eanekaragaman budaya lokal yang

ada di Indonesia menjadi tantangan

tersendiri dalam menerapkan Sistem

engendalian Intern Sektor Publik di
Indonesia. Hal ini disebabkan penerapan SPIP
merupakan proses yang berkelanjutan dan
membutuhkan ‘tone of the top’ dari pimpinan
masing-masing satuan kerja. Dalam hal ini,
faktor budaya sangat berpengaruh. Selain
itu, tantangan terbesar dalam penerapan
SPI berbasis COSO adalah menciptakan
transparansi dan Kejujuran pada lingkungan
kerja. Hal ini menjadi tantangan besar
bagi para fasilitator dalam membimbing
satuan kerja. Hal ini diungkapkan oleh Jane
Needham, seorang pakar dan konsultan
bidang internal audit, corporate governance,
dan risk management dari Guernsey, Inggris.
Di tengah kesibukannya memberikan

jasa konsultansi atas penerapan SPIP di
Indonesia, wanita cantik kelahiran 23 Januari
1968 ini mengungkapkan juga beberapa
tantangan lain yang harus dihadapi dalam
penerapan SPIP di Indonesia. Salah satu
adalah, bagaimana membangun desain
pengendalian yang tepat, bukan sekedar ada
pengendalian. Di Indonesia, saat ini sangat
banyak peraturan, prosedur, dan kebijakan,
dan ini memiliki risiko tersendiri. Kita jangan
berfikir, semakin banyak peraturan berarti
pengendaliannya semakin baik. Yang
terpenting adalah bagaimana menerapkan

gane Needham

Tantangan Ilasamva allalall

pengendalian yang efisien.

Wanita cantik yang saat ini menjadi
anggota komite Audit, Risk & Remuneration of
the office of Utilities Regulation di Guernsey ini
juga menyebutkan kuatnya sikap ‘ego sektoral’
pada satuan kerja sebagai penghambat
dalam penerapan SPIP. Sikap ini yang harus
dihilangkan agar penerapannya dapat lebih
efektif.

Jane saat ini tengah membimbing tim sa-
tuan tugas SPIP Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan
bimbingan teknis penerapan SPIP dengan
pendekatan yang agak berbeda. Pendekatan
yang ia gunakan lebih fleksibel dan terbuka
sesuai dengan kondisi masing-masing
satuan kerja yang dibimbing. Hal ini akan
dilakukan pada 3 Kementerian/Lembaga dan
5 Pemerintah Daerah. Dengan pendekatan
ini, diharapkan BPKP akan mendapatkan
bentuk pendekatan yang lebih efektif dalam
penerapan SPIP di Indonesia.

Setelah beberapa waktu mengamati pe-
nerapan SPIP di Indonesia, ia merasa optimis
bahwa penerapan SPIP di Indonesia akan
dapat berjalan secara efektif. la melihat
banyaknya sumber daya yang berdedikasi
tinggi dalam menerapkan SPIP.“Saya melihat
pimpinan proyek dan sumber daya yang ada
memiliki dedikasi. Jika semuanya memiliki
dedikasi yang tinggi, tentunya kita akan
sukses.”
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Jalan Menuju Penguatan GPG

Wakil Presiden Budiono saat membuka Lokakarya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada
hari Rabu, 22 Februari 2012, di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan mengungkapkan
pentingnya peran APIP dalam mendukung keberhasilan kinerja satuan kerja. Pengawasan,
lanjutnya, jangan terpaku pada ekspose hasil pengawasan, karena khitah pengawas intern

adalah mendukung pencapaian kinerja satuan kerja dari tahap perencanaan hingga pelaporan.

Perencanaan kegiatan harus benar-benar baik. Jika tidak, maka tinggal menunggu waktu

munculnya kelemahan.

ebelum munculnya permasalahan, baik yang positif sehingga semua bisa dilaksanakan se-

administrasi dan hukum, disitulah seharusnya cara akuntabel. Hal ini ditekankan oleh Kepala BP

BPKP bersama APIP lainnya memberikan Migas, R. Priyono dalam sambutannya pada acara

kontribusi. Seruan Wakil Presiden tersebut penandatanganan MoU dengan BPKP tanggal 15
sepertinya ditanggapi positif oleh sebagian Februari lalu. MoU tersebut, merupakan perpanjangan
Kementerian dan Lembaga. Kesadaran K/L/P untuk dari MoU yang telah berakhir pada tanggal 27
meningkatkan kualitas pengelolaan Keuangan Nopember 2011, terkait dengan pengembangan
negara dan kinerja institusinya sangat tinggi. Hal GCG, Internal Control System, Risiko Manajemen, dan
ini terlihat dari banyaknya Kementerian /Lembaga masalah pengawasan dan jasa audit lainnya di BP

yang menggandeng
BPKP untuk penguatan
tata kelola keuangan,
diantaranya

BP Migas, PT Timah
(Persero), Pemprov
Gorontalo, Pemprov
Sumut, dan MEP UGM,
dan organisasi ke-
masyarakatan. Berikut
rangkaian MoU antara
BPKP dengan para K/L/P
tersebut:

Ciptakan WTA dan
WBK di BP Migas

BP Migas selalu
menerapkan kultur
pengendalian internal

Kepala BP Migas, R. Priyono,
(kanan) menerima cinderamata
dari Kepala BPKP, Prof Mardiasmo
usai penandatanganan MoU

Now
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MoU

Migas.

Seperti yang telah diketahui bersama bahwa Opini
Laporan Keuangan BP Migas oleh BPK mendapatkan
predikat WTP selama 3 kali berturut-turut dari 2008
sampai dengan 2010.

Di samping itu, menurut R.Priyono transparansi
dan akuntabilitas adalah merupakan budaya BP
Migas, karena kalau tidak demikian maka akan
mengalami kesulitan pada saat menghadapi
perusahaan minyak internasional. Oleh karenanya, ia
mengajak pada seluruh jajaran BP Migas agar selalu
transparan dengan menyampaikan laporan pajak dan
melaporkan harta kekayaan untuk seluruh pegawai
dimulai dari level Top Manajemen sampai dengan level
bawah.

BP Migas, ungkapnya, memiliki peran yang
strategis yaitu pengawasan penyelenggarakan migas
di indonesia agar dapat berjalan secara efisien, efektif,
transparan dan akuntabel. Untuk itu, lanjutnya,

BP Migas memerlukan pihak dalam untuk menuju
optimalisasi perannya, diantaranya BPKP.“Jika, saat ini
BP Migas adalah institusi yang cukup ditakuti karena
perannya tersebut, maka BPKP menjadi institusi yang
tengah diperlukan semua instansi.” demikian ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPKP Prof.
Mardiasmo mengungkapkan keinginannya agar
BPKP dapat memberi dukungan optimal, bukan
hanya untuk mempertahankan
opini laporan keuangan dariBPK {1 21,
yang telah WTP, tetapi juga WTA ;
(Wilayah Tertib Administrasi ) AR
yang merupakan ranahnya BPKP. =
Di samping itu, BP Migas juga ¥
harus menuju WBK (Wilayah Bebas I
Korupsi) yang bisa dibantu oleh
KPK.

Untuk menuju WTP dan
WTA, Mardiasmo menekankan
pentingnya implementasi SPIP
karena salah satu syarat WTP
adalah Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah yang dapat
diandalkan, dan yang paling
penting lagi adalah bagaimana
memerankan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah sebagai
budaya kerja di institusi tersebut.
Di samping itu, ditambahkan
Mardiasmo hal yang juga penting
adalah adanya Role Model atau
keteladanan pimpinan yang

Berfoto bersama dari kiri ke kanan : Kepala BPKP, Prof Mardiasmo, Menteri Hukum dan HAM

dapat dijadikan culture setempat. “Soft Control

BP Migas adalah SDM yang harus dikelola sesuai
dengan Human Capital Manajemen sehingga dapat
berkinerja dan berkontribusi terhadap organisasi’,
kata Mardiasmo.

BPKP Ikut Dukung WBK di Kemenkum dan HAM

Kementerian Hukum dan HAM membulatkan
tekadnya dalam upaya pemberantasan korupsi de-
ngan menandatangani nota kesepahaman dengan
BPKP serta KPK sekaligus mendeklarasikan Penetapan
Wilayah Bebas Korupsi Tahap ke-2 yang meliputi
293 satuan kerja. Acara yang berlangsung di Kantor
Kementerian Hukum dan HAM, tepatnya di Graha
Pengayoman Jakarta pada tanggal 9 Januari 2012
merupakan lanjutan dari Penetapan Wilayah Bebas
Korupsi tahap | pada 8 Juni 2011 dimana delapan
satuan kerja telah ditetapkan sebagai Wilayah Bebas
Korupsi.

Penandatanganan MoU dengan BPKP bertujuan
untuk memperkuat akuntabilitas keuangan
Kementerian Hukum dan HAM sedangkan kerjasama
dengan KPK merupakan syarat mutlak untuk
mendorong Kementerian Hukum dan HAM agar
lebih antikorupsi. Banyak hal yang diatur dalam nota
kesepahaman dengan KPK terkait kerjasama saling
tukar informasi,

Amir Syamsudin, dan Ketua KPK, Abraham Samad

WARTA PENGAWASAN  VOL. XIX/NO. 1/MARET 2012



mekanisme pencekalan
hingga kemungkinan
dibukanya cabang rutan di
KPK. Wakil Menteri Hukum
dan HAM, Denny Indrayana
mengungkapkan dua
MoU tersebut sangat perlu
untuk menegaskan bahwa
ikhtiar pemberantasan
korupsi tidak bisa
dilakukan sendiri-sendiri.
Sinergi dan kerjasama
antar kementerian,
lembaga negara bahkan
nonnegara sangat penting
untuk suksesnya upaya
penciptaan Indonesia yang
lebih bersih dari korupsi.
Menteri Hukum dan
HAM Amir Syamsudin
menyatakan, “semua ini masih calon, karena akan
dilihat pada akhir tugasnya apakah pakta integritas
yang sudah diteken itu diwujudkan”. Menteri Amir
pun mengakui pihaknya belum bisa memberantas
korupsi secara menyeluruh. Tapi pencanangan
pakta integritas merupakan fondasi pencegahan
korupsi di lembaganya. Wakil Menteri Hukum dan
HAM, Denny Indrayana menambahkan bahwa pi-
haknya menghargai skeptisme publik atas deklarasi
bebas korupsi sebagai bentuk kontrol publik. Di
era demokrasi seperti saat ini, public distrust adalah
keniscayaan, sekaligus pemicu semangat agar
penyelenggara negara makin gigih bekerja.

Upaya Preemptive dan Preventif, atasi Penyakit
Korupsi.

Pencegahan praktek korupsi sudah seharusnya
menjadi prioritas ketimbang melakukan penindakan
yang seperti sulit mencapai titik penyelesaian. High
Cost sudah pasti, jera, belum tentu. Satu langkah
yang sudah pasti cukup efektif adalah melalui
pembangunan sistem yang dapat mencegah
praktek-praktek penyimpangan. Untuk itu, BPKP
(15/3), bersama PT Timah (Persero) menandatangani
Memorandum of Understanding (MOU) terkait
Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di PT
Timah (Persero) Tbk.

Penandatanganan Naskah MoU dilakukan oleh
Ardan Adiperdana, Deputi Kepala BPKP Bidang
Akuntan Negara, dan Wachid Usman, Direktur
Utama PT Timah (Persero) Tbk, yang disaksikan oleh

Penandatanganan Naskah MoU dilakukan oleh Ardan Adiperdana, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan
Negara(kanan), dan Wachid Usman, Direktur Utama PT Timah (Persero) Tbk (kiri)

beberapa pejabat BPKP dan Staf, Direktur Niaga dan
Pengembangan Usaha serta Manajer Kunci PT Timah
(Persero) Tbk.

Lingkup tugas BPKP, diantaranya, memberikan

jasa konsultasi layanan pre-emptive dan preventif

dalam mencegah terjadinya penyimpangan, dalam
bentuk (1) Bantuan pelaksanaan audit, assessment
dan pemberian pendapat profesional lainnya. (2)
Bantuan bimbingan teknis/ asistensi pengembangan
dan penerapan perangkat manajerial. (3) Pelaksanaan
bantuan lainnya dapat berupa Pendidikan dan
pelatihan di bidang pengawasan, evaluasi dan
pengembangan struktur pengendalian intern, dan
kajian atau analisis, sebagai second opinion dan
penugasan lainnya.

SInergi Menuju GPG
Administrasi publik yang ideal merupakan
impian seluruh masyarakat termasuk masyarakat

Gorontalo. Meski Provinsi baru, tetapi keinginan untuk

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
sudah cukup teruji. Salah satu bentuk komitmennya,
ditandai dengan sinergi secara intens dengan BPKP.
Langkah kerjasama tersebut dituangkan dalam
MoU yang ditandatangani pada tanggal 15 Maret
2012. Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur
Gorontalo, Rusli Habibie dan Kepala BPKP, Mardiasmo.
Nota kesepahaman ini merupakan bentuk kerjasama
dalam pengembangan manajemen Pemerintah
Provinsi Gorontalo. Selanjutnya dilakukan pula

NOW
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MoU

penandatanganan MoU antara Kepala Perwakilan
BPKP Provinsi Gorontalo, Amrizal, dengan para Kepala
Daerah di Provinsi Gorontalo.

Tujuan Nota kesepahaman ini untuk
mengembangkan manajemen pemerintahan dalam
rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik (good governance) di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Gorontalo.

Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, saat me-
nyampaikan kata sambutannya mengatakan bahwa
administrasi keuangan di daerahnya cukup bagus
dengan adanya pendampingan dari BPKP, dan telah
berhasil meraih predikat WTP selama dua tahun
berturut-turut. Dia berharap, Provinsi Gorontalo dapat
dijadikan role model dalam pengelolaan keuangan
daerah dan pencegahan praktek-praktek korupsi.

Pernyataan Rusli tersebut disambut positif oleh
BPKP yang disampaiakn Kepala BPKP, Mardiasmo.
Dengan dukungan potensi alam yang cukup bagus
termasuk sumber daya manusia yang memadai,
Mardiasmo, optimis, Provinsi Gorontalo akan semakin
lebih baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal
ini nampak, sebagai daerah yang relatif baru, namun
telah mendapat predikat WTP. Mardiasmo juga
berharap BPKP dapat melakukan pendampingan ke
Pemda Provinsi Gorontalo dalam quality assurance
reformasi birokrasi yang didukung oleh sumber daya
manusia setempat, demikian akhir sambutannya.

Perlu Langkah Konkrit Untuk MoU yang efektif
Demikian dikatakan Kepala BPKP, Mardiasmo

Kepala BPKP, Prof. Mardi-
asmo (kiri) menerima cin-
deramata dari Gubernur
Gorontalo, Rusli Habibie

dalam sambutannya pada rangkaian acara
penandatanganan Memorandum of Understanding
(MoU) antara Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara dengan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) tentang Pengembangan
Manajemen Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara di
Aula Martabe Kantor Gubernur Sumatera Utara (17/2).
MoU ini merupakan kelanjutan dari MoU
sebelumnya. Kepala BPKP juga menyampaikan peran
strategis yang diemban BPKP saat ini yaitu Kepala
BPKP (ex officio) sebagai Ketua Tim Quality Assurance
(QA) Reformasi Birokrasi Nasional dan sebagai Wakil
Ketua Tim Evaluasi, Pengawasan, dan Percepatan
Penyerapan Anggaran (TEPPPA). Selain itu, ia juga
menyampaikan bahwa saat ini BPKP bersama-sama
dengan KPK, Menteri Negara PAN dan RB, Menteri
Dalam Negeri, dan Lembaga Negara Ombudsman
tengah melakukan upaya sistematis untuk
pencegahan Tindak Pidana Korupsi (TPK) melalui
peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara.
Untuk mem follow up MoU di atas, diharapkan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun Peme-
rintah Kabupaten/Kota dapat memanfaatkan dan
mengoptimalkan keberadaan Perwakilan BPKP Pro-
vinsi Sumatera Utara melalui kerja sama pemberian
konsultansi dan quality assurance guna meningkatkan
kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/
daerah menuju terwujudnya Good Goverance dan
Clean Government di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
Sementara itu dalam sambutannya, PIt.
Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pudjo Nugroho,
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menyambut gembira penandatanganan MoU ini dan
menyampaikan apresiasi kepada BPKP khususnya
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara karena
setelah dengan bantuan BPKP, , laporan keuangan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selama dua
tahun terakhir, yaitu tahun 2009-2010, sudah
mengalami peningkatan dari tahun 2008 yaitu dari
opini disclaimer menjadi wajar dengan pengecualian
(WDP).

Perlu Kejujuran Untuk Dipercaya

Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)
menjalin kerjasama dengan Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka
memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan ke-
uangan dan membangun tata kelola yang baik (Good
Governance). Jalinan kerjasama ini dilakukan melalui
penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum
of Understading) antara Ketua Umum PSSI, Djohar
Arifin Husin, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan, Mardiasmo pada tanggal 12
Januari 2012. Penandatanganan Nota Kesepahaman
ini disaksikan juga oleh Staf Ahli Menteri Bidang
Sumber Daya Olahraga di Kementerian Pemuda dan
Olahraga, Tunas Dwidharto, Wakil Ketua KONI Pusat,
Ratna Erawati, para pengurus PSSI, dan para Deputi
Kepala BPKP.

PSSI sebagai wadah organisasi persatuan olah

Ketua Umum PSSI, Djohar Arifin Husin, (kanan) dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan, Prof. Mardiasmo saling berjabat tangan usai penandatanganan MoU

raga yang paling populer dan banyak pengemarnya
di tanah air, berkomitmen untuk mengelola
keuangannya secara akuntabel dan membangun
tata kelola yang baik pada organisasinya, khususnya
bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Proses
dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan
publik. Bantuan yang akan diberikan BPKP kepada
PSSl berupa penyempurnaan kebijakan dan sistem
akuntansi, konfirmasi Utang Pihak Ketiga, Inventarisasi
Aset, pengembangan perangkat lunak, penyusunan
pedoman dan pendampingan Rencana Kegiatan
Anggaran Tahunan. Selain itu BPKP juga membantu
dalam membangun pedoman audit untuk Komite
Audit Internal PSSI. Dengan kerjasama ini diharapkan
pengelolaan keuangan PSSI dapat lebih efisien

dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan
kepada seluruh pihak pemangku kepentingan dan
masyarakat umum (akuntabel).

Ketua Umum PSSI, Djohar Arifin Husin dalam kata
sambutannya berharap kerjasama dengan BPKP dapat
membantu PSSI menjadi organisasi yang dipercaya
oleh masyarakat. “PSSI adalah milik masyarakat
sehingga masyarakat berhak mengetahui kemana
saja dana yang dikelola PSSI digunakan.” Tegasnya.
Menurutnya, untuk meraih kepercayaan masyarakat
harus diawali dengan kejujuran para pengurus PSSI.
la juga menyambut baik kesediaan BPKP untuk
membantu terwujudnya tata kelola kepemerintahan
yang baik di tubuh PSSI.

Pada kesempatan ini,
Kepala BPKP mengingatkan
kepada semua pihak
bahwa jalinan kerjasama
ini jangan berhenti pada
secarik kertas, tetapi harus
menjadi komitmen bagi
seluruh jajaran PSSI dan
BPKP untuk sungguh-
sunguh membangun
pengelolaan keuangan PSSI
yang akuntabel. Kepala
BPKP juga menekankan
agar kedua belah pihak
melakukan upaya
perbaikan secara terus
menerus dan konsisten
untuk meningkatkan
transparansi (tranparency)
dan tata kelola yang
baik (Good Governance).
Hal inilah yang menjadi

Now
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MoU

harapan seluruh masyarakat, khususnya para pecinta
bola di Indonesia.

MoU Antara PPKGBK dengan BPKP

Tata kelola kepemerintahan yang baik sudah
menjadi tuntutan agar dilaksanakan oleh seluruh
instansi pemerintah baik pusat maupun daerah
dan Badan Layanan Umum (BLU). Oleh karena itu,
pada tanggal 8 Maret 2012 lalu, telah dilaksanakan
penandatangan Nota Kesepahaman antara Pusat
Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK)
dengan BPKP tentang Penguatan Tata Kelola
Kepemerintahan Yang Baik di Lingkungan PPKGBK
termasuk akuntabilitas pengelolaan keuangan negara
dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan
publik.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Direktur
Utama PPKGBK Suradji, Ak.,MM. dengan Deputi Kepala
BPKP Bidang Polsoskam DR. Achmad Sanusi, M.S.PA.
disaksikan oleh Kepala BPKP Mardiasmo, para pejabat
struktural eselon I, I, lll, dan IV di lingkungan BPKP dan
para pejabat PPKGBK.

Beragam kegiatan menjadi lingkup MoU, mulai
dari pendampingan penerapan SPIP sesuai PP
60/2008; pendampingan dan penerapan manajemen
pengelolaan keuangan negara yang transparan
dan akuntabel; pendampingan dan reviu laporan
keuangan; joint audit atas program strategis dan audit
investigatif; pendampingan dalam pengembangan
sistem informasi pengawasan; pendampingan
dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI;

Direktur Utama Pusat Pengelo-
laan Komplek Gelora Bung
Karno, Suradiji, Ak,MM (kanan)
memberikan cinderamata
kepada Kepala BPKP, Prof. Mar-
diasmo usai penandatanganan
MoU

peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan
dan pelatihan pengawasan; serta bimbingan teknis
lainnya.

Pada sambutannya, Direktur Utama PPKGBK
Suradji mengatakan bahwa PPKGBK sekarang adalah
berstatus BLU dibawah Sekneg, namun tidak seperti
BLU lainnya PPKGBK tidak didanai oleh APBN tapi
hanya didanai dari kontribusi pendapatan yang
berasal dari pengelolaan aset yang ada di komplek
Gelora Bung Karno. Namun, saat ini, ditegaskan oleh
Suradji bahwa dari seluruh lahan GBK, PPKGBK hanya
mengelola 35% saja, selebihnya HGB Perorangan dan
PT, sebagian di-BOT-kan dan di-KSO-kan. Diuraikan
juga oleh Suradji bahwa dalam pengelolaan PPKGBK
terdapat banyak permasalahan pendapatan, biaya,
aset, SDM dan lainnya. Oleh karena itu PPKGBK
memerlukan bantuan BPKP dalam melakukan
pengelolaan keuangan dan pengelolaan lainnya
bahkan mungkin bantuan audit investigasi guna
menuju tata kelola kepemerintahan yang baik.

Sementara Kepala BPKP, Prof. Mardiasmo
mengatakan bahwa PPKGBK memang unik karena
biasanya pada instansi pemerintah fokus pada
bagaimana melakukan pembelanjaan yang ada pada
DIPA, tapi PPKGBK menghadapi tantangan di bidang
upaya-upaya untuk peningkatan pendapatan yang
terkait dengan aset baik HGL dan HGB dari yang
dikuasai. Oleh karena itu, lanjut Mardiasmo, PPKGBK
harus mengoptimalkan pendapatannya dengan
mengevaluasi kontrak sewa dan tarif-tarif yang adal

(diana)
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Men PAN dan RB Azwar Abubakar(kiri) menyerahkan LAKIP BPKP dengaﬁ predikat “B” yang penerimaannya diwakili oleh Kepala Biro Umum

BPKP Priyatno, SH

ejak diterbitkan Inpres no.7/1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka

setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun

daerah mulai tahun anggaran 2000/2001 wajib
menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) kepada Presiden dan salinannya
kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) dengan menggunakan pedoman
penyusunan sistem akuntabilitas kinerja yang dibuat
oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Ketika itu, evaluasi LAKIP ditugaskan kepada BPKP,
namun pada perkembangannya, peran tersebut, kini,
dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara, melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP).

Pada tahun 2011 ini, evaluasi dilaksanakan terhadap
82 K/L yang menyerahkan LAKIP tepat waktu, ada 5
aspek yang dinilai, yaitu perencanaan kinerja (bobot
nilai 35), pengukuran kinerja (bobot nilai 20), pelaporan
kinerja (bobot nilai 15), evaluasi kinerja (bobot nilai 10),
dan capaian kinerja (bobot nilai 20).

Hasil penilaian tahun 2011 menempatkan KPK dan
BPK meraih predikat “A” (Sangat Baik), 17 Kementerian/
Lembaga (K/L) termasuk BPKP meraih predikat“B” (Baik),
49 K/L masuk kategori “CC" (Cukup Baik), dan 14 K/L
lainnya masuk kategori “C”" (Agak Kurang). Pada tahun
2011 ini terdapat peningkatan akuntabilitas kinerja dari
tahun sebelumnya. Pada tahun 2011, LAKIP K/L yang
berpredikat CC ke atas mencapai 82,93%, meningkat
dari tahun 2010 yakni 63,29 %, dan tahun 2009 hanya
47,37%.

Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah Pusat ini dilakukan di Aula Kantor
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) di JI. Sudirman
— Jakarta pada Selasa (28/2) oleh MenPAN dan RB Azwar
Abubakar. LAKIP BPKP termasuk ke dalam 17 K/L yang
meraih predikat “B” yang penerimaannya diwakili oleh
Kepala Biro Umum BPKP Priyatno, SH.

Melalui evaluasi akuntabilitas kinerja, seluruh K/L
di dorong untuk secara terus menerus meningkatkan
kualitas akuntabilitas kinerja dan dapat dilihat kemajuan
penerapan manajemen sektor publik yang berbasis
kinerja dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah. Di samping itu, evaluasi ini di-
maksudkan pula untuk memberikan apresiasi dan
penghargaan kepada instansi pemerintah yang dengan
sungguh-sungguh telah berupaya melaksanakan
manajemen pemerintahan yang berbasis kinerja.

Pada pidatonya, MenPAN dan RB Azwar Abubakar
mengatakan dari laporan hasil evaluasi akuntabilitas
kinerja K/L menunjukkan peningkatan yang cukup
signifikan dalam tiga tahun terakhir. Ditambahkannya,
baru-baru ini KemenPAN dan RB telah mencanangkan 9
program percepatan reformasi birokrasi yang merupakan
ekstraksi dari grand design reformasi birokrasi.

Melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas,
serta didukung oleh aparatur yang berkualitas, ia
berharap, seluruh K/L dapat memberikan pelayanan
terbaik kepada publik serta mempersempit peluang
terjadinya korupsi.

(HJK)
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BPKP dalam berita

“"Awali Tahun Kinerja dengan

Pakta Integritas

Kepala BPKP, Prof. Mardiasmo dalam sambutannya menyatakan bahwa “Rapat kerja ini
sungguh bermakna sebagai rangkaian proses yang diikuti oleh para pegawai sebagai
langkah awal untuk merespon perubahan dan tantangan kedepan, khususnya untuk

mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012 yang dicanangkan oleh Presiden
sebagai tahun kinerja” pada saat membuka Rapat Kerja Deputi Akuntan Negara dan Bidang
Akuntan Negara BPKP.

Kepala BPKP, Prof. Mardiasmo -

apat kerja Deputi Akuntan Negara

diselenggarakan di Golden Flower Hotel,

Bandung dari tanggal 29 Januari sampai

dengan tanggal 1 Februari 2012, diikuti oleh
218 peserta yang berasal dari Perwakilan BPKP di
seluruh Indonesia dan pegawai di lingkungan Deputi
Akuntan Negara.

Kepala BPKP, Prof. Mardiasmo membuka kegiatan
raker ini menegaskan bahwa pentingnya organi-
sasi BPKP mempunyai Sumber Daya Manusia yang
mumpuni untuk meningkatkan kinerjanya. Sejalan
dengan nilai — nilai PIONIR, di mana peningkatan
profesionalisme pegawai mutlak dilakukan, dan
arahan Presiden Rl agar tahun 2012 dijadikan tahun
Kinerja.

Konsep 5 As (kerja keras, cerdas, tuntas, ikhlas, dan
penuh integritas) masih harus ditingkatkan melalui
peningkatan Kinerja. Ini akan disampaikan ke seluruh
perwakilan BPKP. Untuk mengejar dan meningkatkan
program 5 As + Kinerja harus didukung dengan SDM
baik dari sudut kompetensi maupun perekrutan
atau spesialisasi, juga rasionalisasi pegawai dan
penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya

Selanjutnya, Mardiasmo berpesan agar
penyerapan anggaran seoptimal mungkin dan merata
setia bulannya dalam tahun 2012, karena setiap bulan
mempunyai makna yang sama, yakni bulan bekerja
dalam tema tahun Kinerja.

Dalam arahannya, Deputi Kepala BPKP Bidang
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Akuntan Negara, Ardan Adiperdana,
mengatakan kegiatan raker DAN ini
merupakan tindak lanjut Rakernas
Pimpinan BPKP sebelumnya.
Agenda yang bersifat subtansi
pemikiran yang utama adalah
mengenai kompetensi SDM,
menyangkut, skill, knowledge,

and attitude. Selanjutnya,
pelaporan dan penyerapan
anggaran tahun 2012, potensi
Good Corporate Governance

(GCG), dan kegiatan TPB /

Temuan Pemeriksaan yang belum
ditindaklanjuti, serta cakupan kegiatan

PDAM.

Terdapat hal yang baru dari kegiatan rapat kerja,
yaitu penandatanganan kesepakatan pakta integritas.
Sebelum kegiatan masuk ke substansi rapat kerja,
seluruh pegawai dan pimpinan unit kerja di Deputi
Akuntan Negara, menandatangani kesepakatan
pakta integritas mengenai kesanggupan kepatuhan
terhadap aturan perilaku pegawai BPKP, capaian
kinerja dan penyerapan anggaran.

Raker diisi dengan paparan Kebijakan GCG
pada BUMN oleh Inspektur Kemententerian BUMN,
Mohammad Ichsani, yang juga merupakan Wakil
Ketua Tim Monitoring di Kementerian BUMN. Ichsani
menyoroti langkah-langkah kebijakan pembinaan
BUMN, antara lain mengatasi aset tidak produktif
melalui kerjasama dengan investor (mega city Deli,
stasiun KA mall), right sizing, pembentukan dream
team/direksi di tiap BUMN, dan orientasi baru BUMN.
Suatu hal yang spektakuler adalah right sizing yang
akan memangkas jumlah BUMN menjadi 70-an di
akhir 2014 melalui merger, akuisisi, dan holdingisasi.

Di sisi lain, perlu dilakukan penguatan GCG melalui

aturan mainnya, yaitu kebijakan GCG terkini yang
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diatur dalam: (1) Peraturan Menteri
Negara BUMN Nomor PER-01/
MBU/2011 tgl 1 Agustus 2011
\ tentang Penerapan Tata Kelola
Perusahaan yang Baik (Good
Corporate Governance) pada
Badan Usaha Milik Negara; (2)
Keputusan Menteri Negara
BUMN Nomor KEP-236/
MBU/2011, tgl. 15/12-2011
tentang Pendelegasian
Sebagian Kewenangan
dan/atau Pemberian Kuasa
Menteri Negara BUMN sebagai
Wakil Pemerintah Selaku Pemegang
Saham /RUPS pada Perusahaan Perseroan
(PERSERO) dan Perseroan Terbatas Serta Pemilik
Modal pada Perusahaan Umum (PERUM) Kepada
Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan
Pejabat Eselon | di Lingkungan Kementerian Badan
Usaha Milik Negara; (3) Surat Menteri Negara BUMN
Nomor S-375/MBU.Wk/2011, tgl 5/12- 2011 tentang
Kebijakan Menteri Negara BUMN tentang Pengurusan
dan Pengawasan BUMN; (4) Peraturan Menteri Negara
No. PER-01/MBU/2012 tanggal 20 Januari 2012
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan
Pemberhentian Direksi BUMN.

Terkait penilaian GCG, Ichsani berharap peran
dan kontribusi BPKP untuk mencapai minimal 90%
dari jumlah BUMN berkategori “BAIK” di tahun 2014,
dan kualitas GCG tersebut mencerminkan Nilai
Perusahaannya.

Selanjutnya Ichsani menyoroti permasalahan
penilaian GCG ke depan, seperti peratingan kualitas
GCG pada BUMN, best practices melalui benchmarking,
juga reward and punishment atas penerapan GCG.

(abud-503).
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Hakikat Seorang Wanita

agai secercah embun bening, wanita dihadirkan

dalam sebuah keluarga. Aura kebahagiaan

seorang wanita juga akan selalu memancar

dalam kebahagiaan keluarga. Karena wanita
bisa menjadi sumber kebahagiaan bagi sebuah keluarga.
Demikian uraian kata sejuk mengalir manis dari ibu
Fonny Arisandy Jacob, yang memberi pencerahan saat
menjadi pembicara dalam pertemuan rutin Dharma
Wanita Persatuan (DWP) BPKP. Pertemuan rutin yang
diadakan setiap tiga bulan sekali ini, dilaksanakan di
aula Gandhi pada hari Jumat, 30 Maret 2012 dengan
mengambil tema “Peran Wanita dalam Membangun
Keluarga Bahagia”

Acara yang berlangsung dengan penuh keakraban
tersebut, didahului dengan laporan ketua panitia,
ibu Meti Chusnul Achmad Sanusi, dan dilanjutkan
sambutan oleh Ketua DWP BPKP, ibu Retno Setyowati
Mardiasmo. Dalam sambutannya, ibu Retno berharap
agar pertemuan rutin yang diadakan setiap tiga bulan
ini merupakan pertemuan yang berkualitas bagi ibu-
ibu DWP BPKP.“Saya menaruh harapan besar agar kita
sebagai wanita sekaligus ibu bagi anak-anak dapat
berperan membangun keluarga bahagia’, demikian
penjelasan ibu Retno. Kebahagiaan, lanjutnya, dimulai
dari keluarga, sehingga apabila kita bisa membentuk
keluarga bahagia maka akan terbentuk pula Indonesia
yang bahagia.

Melalui diskusi interaktif, ibu Fonny Arisandy Jacob,
yang asli kelahiran Nusa Tenggara Timur, mengajak
ibu-ibu dharma wanita dalam sebuah permainan,
bagaimana seorang wanita dapat berperan sebagai ibu
sekaligus partner bagi suami dan anak-anak. “Wanita

adalah makhluk yang bersosialisasi dan lebih dominan
menggunakan otak kanan. Karena itu, secara alamiah
seorang wanita tidak mau sendiri. Seorang wanita
akan merasa puas, bila orang lain disekitarnya merasa
puas atas keistimewaannya, lanjut Fonny. Untuk itu,
seorang wanita memperhatikan empat hal, yaitu fisik
yang sehat, mental intelektual, emosi, dan spiritual
yang seimbang.

Selain itu seorang wanita juga akan selalu dihadapkan
pada tantangan untuk mewujudkan keluarga bahagia,
baik yang dapat dikontrol secaralangsung maupun tidak
dapat dikontrol secara langsung. Tantangan yang bisa
langsung dikontrol, merupakan sebuah koreksi yang
bisa langsung dikerjakan sendiri. Sedangkan untuk
tantangan tidak langsung, harus dilakukan sharing
terlebih dahulu supaya pengambilan keputusan tidak
seperti feodal. Yang terakhir, adalah tantangan di luar
kontrol, dimana kita hanya bisa berdoa atas kekuasaan
Tuhan.

“Bilakah kebahagiaan diperoleh...? Tidak lain dari
hati wanita sendiri, yaitu dengan cara selalu ikhlas dan
bersyukur.

Diakhiracara, ibu Fonny Arisandy Jacob memberikan
sebuah gambaran tentang perjuangan tulus seorang
ibu, yang dengan cintanya dapat menjadikan seorang
gadis berkebutuhan khusus dapat mencapai prestasi
dunia. Sebuah kata mutiara mengakhiri diskusi interaktif
ini, "Wanita bagi dunia mungkin bukan siapa-siapa,
namun bagi satu orang, wanita adalah dunia.” Maka jadi
seorang wanita yang dapat menjadi dunia bagi suami,
anak-anak, dan orang-orang sekeliling kital

(tanti)




1. Kepala BPKP, Prof. Mardiasmo {tengah) menerima kunjung
an Delegasi Australlan Public Services Commision (APSC)
diruang Rapat Kepala BPKP tanggal 21 Maret 2012

2.Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara BPKP dengan Komisi XI
DPR Rl dalam rangka pembahasan RKAK/L BPKP dalam RAPBNP
2012 di ruang rapat Komisi Xl DPR Rl, Gdg Nusantara | Senayan
Jakarta pada tanggal 14 Maret 2012

3. Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Kepala BPKP, Menpan RB
dan Kepala BKN tentang Evaluasi oleh Tim Quality Assurance
terhadap Kementerian/Lembaga yang menjadi pilot project
Reformasi Birokrasi di Ruang Rapat Komisi Il DPR Rl Gedung
Nusantara DPR Rl, pada tanggal 13 Februari 2012

4. Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Kepala BPKP dengan
Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) DPD Rl mengenai Dukungan
Teknis BPKP Terhadap Proses Penegakan Hukum Terkait

dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Ruang rapat 2A Gdg.
B, DPD Rl tanggal 21 Maret 2012
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